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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah 

dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada 

Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah 

yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar 

bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai 

Penanaman Modal.  

Dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 dinyatakan: Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan 

sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah 

dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada 

Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah 

yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah dan 

pertumbuhan perekonomian Daerah yang semakin kokoh dan sehat 

berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi Daerah dan pertumbuhan perekonomian 

Daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan 

percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastian dan 
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perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang 

mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan/atau 

kemudahan investasi menjadi daya tarik bagi para investor untuk 

melaksanakan investasinya di Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Kepastian hukum ini menjadi pedoman dalam upaya 

mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Provinsi 

Sumatera Utara sehingga dapat mempercepat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi Daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan 

Pendapatan Daerah. 

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan 

ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif 

dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai 

dengan potensi investasi yang ada di Daerah. Peran penting 

investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, 

menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, 

meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik 

regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan 

koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan 

Investasi di Daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, 

transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain mendasarkan pada sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi  juga mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain: Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang 

Cipta Kerja dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Nopember 

2021, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi di Daerah, merupakan pengganti sekaligus untuk 

menyempurnakan pengaturan Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, 

berdasarkan identifikasi masalah dalam Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi yang terjadi dalam pelaksanaannya 

selama ini. Penyempurnaan pengaturan Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi tersebut juga dilakukan dengan 

prinsip:  kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, 

dan efektif dan efisien. Pergantian regulasi tentang Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, 

mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan penyesuaian 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 

yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Penanaman Modal. 
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Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: 

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk 

meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah 

penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap 

kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Hal 

tersebut merupakan turunan dari Pasal 278 Ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam 

pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat 

dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat 

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat 

dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karenanya, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi dilakukan dengan prinsip: kepastian hukum, kesetaraan, 

transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. Yang dimaksud 

dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam 

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. 

Adapun yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan 

yang sama terhadap lnvestor tanpa memihak dan menguntungkan 

satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. Sedangkan 

yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan 

informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Yang dimaksud 



5 
 

 

 

dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas 

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. 

Adapun yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah 

pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang 

berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik 

(Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019). 

Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip 

tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam Lampiran 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2005-2025, diantara penjabaran visi arah 

kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) adalah menganut 

prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, 

profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, 

wawasan kedepan, partisipasi dan penegakan hukum. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah 

yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai kriteria, 

bentuk, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan 

pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa 

dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di 

Daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan 

penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang 

berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk 

peningkatan investasi Daerah. Pemberian Kemudahan berupa 

penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap 
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kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di Daerah. Selain 

itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai 

pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, 

evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini dimaksudkan 

untuk memberikan deskripsi mengenai pentingnya Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara 

yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk hukum 

Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang 

dikelola sampai saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih 

belum optimalnya upaya dalam melakukan Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi sehingga dapat berakibat pada 

kuantitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha 

Milik Daerah dalam peningkatan pembangunan Sumatera Utara. 

Permasalahan tersebut, antara lain disebabkan belum optimalnya 

peningkatan penanaman modal khususnya investasi yang 

bersumber dari luar negeri dan sarana serta prasarana dalam 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sehingga perlu 

mendapat perhatian. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana 

hal tersebut terkait dengan Penanaman Modal (Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Utara, 2019: 18) maka perlu diperhatikan:  
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a. Ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi 

peluang investasi dan kemudahan pengurusan perizinan 

melalui penyederhanaan prosedur perizinan baik melalui 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maupun 

integrasi teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;  

b. Perlunya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi 

dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean);  

c. Peningkatan capaian kinerja investasi (masih didominasi oleh 

PMDN) dan kemampuan kompetisi modal, barang dan jasa;  

d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam 

mengelola investasi daerah menghadapi MEA;  

e. Ketersediaan infrastruktur daerah dalam rnenunjang daya tarik 

investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi di 

daerah;  

f. Sarana dan prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan 

tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara 

lainnya belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) 

sesuai jumlah pendelegasian perizinan yang dilimpahkan dan 

pendukung OSS;  

g. Belum semuanya Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Umum 

Penanaman Modal (RUPM);  

h. Koordinasi dan kerjasama antara Kabupaten/Kota belum 

optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan 

peluang investasi masing-masing Kebupaten/Kota, melakukan 

promosi potensi dan peluang investasi yang disebabkan 

terbatasnya anggaran di tingkat Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam 

rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bagaimana 

upaya Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi agar 
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dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang 

baik (good governace) dalam peningkatan pembangunan Sumatera 

Utara sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional. 

Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi: 

a. Bagaimana mengoptimalkan potensi dalam Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

wilayah Provinsi Sumatera Utara; 

b. Bagaimana meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Sumatera Utara dalam upaya Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi. 

Berdasarkan latar belakang dan yang telah diuraikan di atas, 

terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan 

penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:  

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi dan bagaimana praktik empiris 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi?  

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di 

Provinsi Sumatera Utara?  

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi?  

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan 

materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi? 



9 
 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik/NA 

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan 

kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perlunya 

Peraturan Daerah yang mengatur Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Deskripsi yang 

tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan bahan kajian dalam 

merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

Tujuan dibuatnya Naskah Akademik ini adalah: 

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran 

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada 

dan harus ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi. 

3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding 

antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam 

merancang Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara.  

Kegunaan Naskah Akademik tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, dapat 

diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoretis dan 

praktis.  



10 
 

 

 

1. Kegunaan Teoretis: 

a. Memberikan deskripsi tertulis sehingga dapat menjadi 

panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 

mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi. 

c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam mewujudkan ketertiban terutama mengenai 

pembinaan dan pengawasan atas tindakan subjek/sasaran 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi. 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan 

menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi. 

b. Diharapkan dapat memberikan sistem yang baru tentang 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi. 

 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi, selanjutnya didukung oleh metode penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian sebagai upaya 

penajaman analisis dan menyeluruh (holistic), maka digunakan juga 

pendekatan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 13-14):  

1) Yuridis normatif-filososfis, yaitu pendekatan 

menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal (filosofis) 

yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap 

pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah 

hukum; dan  

2) Yuridis normatif-positivis, yaitu pendekatan atau kajian 

yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah 

yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, 

yaitu memberikan deskripsi umum yang menyeluruh dan 

sistematis mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Deskripsi umum tersebut 

dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-

undangan dan pendapat para ahli dalam praktik pelaksanaannya, 

yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang 

akan dibahas lebih lanjut. 
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3. Sumber Data 

Sumber data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (library 

research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data 

sekunder yang berkaitan dengan Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi. Data sekunder yang dijadikan sebagai 

sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas: 

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724);  

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525);  

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  

7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6398);  

8.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5492);  

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589);  

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5287); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5404); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 



15 
 

 

 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6016); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6219); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220); 
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23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6330);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi 

Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6622); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640); 

31.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 

32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  

33. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

34. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan 

dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 164); 

35. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 
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Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

128); 

36. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 160); 

37.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);  

38.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

39.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1906); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
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Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 885); 

42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor 

P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang 

Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food 

Estate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1262); 

43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); 

44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 

45. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 524); 

46. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 622); 

47. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan 



20 
 

 

 

untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Secara Luar Jaringan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1299); 

48. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang 

Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara 

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1437); 

49. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1747) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84); 

50. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1748); 
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51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan 

Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di 

Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 235); 

52. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 

53. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 

54. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

55. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Nomor 12); 

56. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
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Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6); 

57. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pemberiaan Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 27); 

58. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 

59. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 

60. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);  

61. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Nomor 50). 
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b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan 

ilmiah dari para pakar atau laporan institusi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan 

dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, 

makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada 

koran/surat kabar dan majalah-majalah. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini, 

adalah dengan melakukan studi pustaka dan dengar pendapat. 

Studi pustaka digunakan untuk mengkaji dan mempelajari buku-

buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan, dengar pendapat dilakukan dengan pihak yang 

berkepentingan dan terkait, serta terlibat (stakeholders) dalam 

proses penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, dalam 

rangka memperkuat data terkait permasalahan yang dihadapi 

stakeholders dimaksud. 

Teknik analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan 

penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran 

sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang 

terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang 

signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari 

penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 



24 
 

 

 

a) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; 

b) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; 

c) Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian 

dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 

kesimpulan nantinya. 

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam 

(indepth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus 

untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, 

rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

(Hamidi, 2009: 14-16).  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoretis 

Kajian teoretis Naskah Akademik dalam pembentukan 

Peraturan Daerah ini akan menguraikan prinsip-prinsip apa saja 

yang perlu menjadi rujukan utama dalam mendorong adanya 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Semua prinsip yang akan 

diuraikan pada kajian teoretis didasarkan pada 

pertanggungjawaban ilmiah, yaitu bahwa seluruh konteks tentang 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi 

Sumatera Utara dipertanggungjawabkan kepada lembaga 

pemerintahan dan pihak berkepentingan harus berada dalam 

kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hal tersebut penting ditegaskan, mengingat ada 

kewenangan yang berkaitan dengan eksistensi Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara yang 

memiliki implikasi dalam perspektif hukum dan ekonomi serta 

politik, seperti kewenangan konkuren Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan pembuatan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang berkaitan dengan asas dekonsentrasi dan asas 

desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan daerah 

otonom.  

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Irwansyah, 2020: 23), 

Naskah rancangan akademis undang-undang disusun sebagai hasil 

kegiatan penelitian yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-
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prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif dan 

impersonal. Undang-undang dalam hal ini dimaksudkan dalam arti 

luas sebagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan 

daerah. Selanjutnya, dalam penyusunan Naskah Akademik 

peraturan perundang-undangan, menurut Maria Farida (dalam 

Irwansyah, 2021: 30), memuat hal-hal sebagai berikut: 

 Latar belakang dan tujuan penyusunan; 

 Argumentasi dan urgensi pembentukan peraturan yang ingin 

diwujudkan; 

 Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, sepanjang hal tersebut 

ada; 

 Sasaran yang ingin diwujudkan; 

 Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; 

dan 

 Jangkauan dan arah pengaturan.  

Adapun menurut Bob dan Ann Seidmann (dalam Irwansyah, 2021: 

31), dalam teori Problem Solving Method, suatu Naskah Akademik 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

 identifikasi masalah sosial; 

 mengapa permasalahan muncul; dan 

 perumusan solusi untuk mengatasi masalah.  

Selanjutnya, dalam konsep RIS (Regulatory Impact Statement), 

terhadap suatu peraturan terdapat beberapa elemen (dalam 

Irwansyah, 2021: 35), antara lain: 

1) identifikasi masalah yang membutuhkan suatu tindakan 

tertentu; 

2) tujuan yang hendak dicapai; 

3) pilihan (peraturan/non-peraturan) yang akan diambil    untuk 

mewujudkan tujuan yang diharapkan;  
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4) penilaian dampak (costs and benefits) terhadap konsumen, 

bisnis, pemerintah dan masyarakat yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung oleh pengundangan suatu 

peraturan tertentu; 

5) dokumen konsultasi; 

6) pilihan rekomendasi; dan 

7) strategi untuk mengimplementasikan dan ulasan terkait 

dengan pilihan kebijakan yang akan diambil. 

Penegasan kajian teoretis naskah akademik pada Peraturan 

Daerah ini juga dipandang penting mengingat bahwa sebagai bagian 

peraturan dalam penguatan kedaulatan rakyat dan sistem 

pemerintahan daerah untuk mewujudkan negara kesejahteraan 

(welfare state) peningkatan penanaman modal khususnya dalam 

pemberian insentif dan kemudahan investasi. 

1. Negara Hukum Kesejahteraan dan Penanaman Modal 

Negara Hukum Kesejahteraan diberbagai negara didasarkan 

pada konstitusi atau undang-undang dasar (konstitusi tertulis) 

suatu negara. Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI 1945) dan amandemennya lebih banyak, jika 

dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan 

kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia 

yang memiliki indeks pembangunan manusia relatif tinggi. 

Indonesia memiliki 14 pasal kesejahteraan dalam UUD 1945 namun 

tidak memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat yang 

sejahtera jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang 

bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan 

Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusianya relatif 

tinggi. Norwegia hanya mencantumkan 3 pasal dalam konstitusinya 
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Pasal 110, 110a dan Pasal 110b, tapi mampu mencapai IPM yang 

hampir sempurna. Begitu juga dengan Jepang yang hanya 

mencantumkan 1 pasal saja tentang kesejahteraan dalam 

konstitusi negara Jepang. (Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan 

Absori, 2019: 253). 

Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban 

yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam 

memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh 

munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market 

failure) dan kegagalan negara (government failure) dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat (William R. Keech, 2012: 5). 

Welfare state merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang 

dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan 

untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya 

memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar 

kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan 

yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau 

menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. 

Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa 

memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain 

(Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019: 254). 

Untuk memperoleh, menjamin dan melindungi hak-hak warga 

negara, diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan 

sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari 

setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang 

minimal (Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019: 253). 
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Dari tujuan konstitusi Negara Republik Indonesia dan tujuan 

pembangunan nasional dimaksud, terkandung cita-cita luhur yaitu 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo 

Waluyo (dalam Dhaniswara K. Hardjono, 2007: 2), Idaman 

masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa 

Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan 

dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang 

tidak terlepaskan dalam falsafah masyarakat dan merupakan 

tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu 

disebutkan di depan kata, sementara makmur merupakan suatu 

penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan. 

Secara konstitusional, setiap negara selalu berusaha 

meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang 

berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di 

Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Atas 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan 

oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas 

maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Menurut Dumairy (dalam Nasrianti, 2008: 1) menyatakan: 

Agar cita–cita luhur itu dapat diwujudkan, salah satu upaya yang 
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dilakukan adalah dengan pengembangan di bidang investasi, 

karena secara ekonomi penanaman modal merupakan langkah awal 

kegiatan produksi, sehingga investasi pada hakekatnya langkah 

awal kegiatan pembangunan ekonomi. Setiap penanaman modal 

akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan 

ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan 

mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara 

keseluruhan (Jonker Sihombing, 2009: 31). 

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata 

investment, berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. 

Penanaman modal atau investasi sering kali dipergunakan dalam 

arti yang berbeda-beda (Sutiarnoto, 2008: 5). Di kalangan 

masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas 

karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) 

maupun investasi tidak langsung (portofolio investment) sedangkan 

penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi 

langsung (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10). Investasi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang pribadi 

(natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam 

upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, 

baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan 

(equipment), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, 

maupun keahlian (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 12). 

Dalam praktek istilah investasi atau penanaman modal sendiri 

seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, Komaruddin (dalam N. Rosyidah Rachmawati, 2004: 3) 

memberikan pengertian investasi atau penanaman modal tersebut 

dalam 3 (tiga) arti: 
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1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat 

penyertaan lainnya;  

2. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;  

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan 

hasil pendapatan dimasa yang akan datang. 

Strategi Peningkatan Indeks Kemudahan Berusaha & Daya 

Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara (Wahyu Ario Pratomo: 26 

Oktober 2021), adalah sebagai berikut: 
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Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional 

yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing 

perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman 

modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal 

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 

Penanaman Modal. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Penanaman Modal, dinyatakan:  

(2) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal 

untuk:  

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang 

kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya 

saing perekonomian nasional; dan  

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.  

(3) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah:  

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional;  
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b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan 

keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses 

pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya 

kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan 

memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus 

menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan 

ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas 

dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan 

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan 

penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila 

faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat 

diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi 

Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, 

kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang 

berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang 

ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan 

berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi 

penanaman modal akan membaik secara signifikan (paragraph 

kedua dan peragraf ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007). 

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, 

Pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi Pemerintah 
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dan dengan Pemerintah Daerah serta dengan pihak-pihak terkait 

(stakeholders). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam paragraf 

kelima Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal, yang dinyatakan: …. memerintahkan 

agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi 

Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan 

antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi 

dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi 

daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau 

lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih 

diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi 

daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan 

penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, 

peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur 

dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal 

dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip 

demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan 

penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang 

usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, 

termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan 

bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman 

Modal tersebut, memberikan amanat kepada Pemerintah untuk 

melakukan koordinasi antarinstansi pemerintahan, Pemerintah 

dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah dengan 

Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat proses 
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pembangunan melalui penanaman modal tersebut, Pemerintah 

telah melakukan Langkah-langkah untuk menarik investor 

domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di 

Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas 

dan kemudahan kepada penanam modal. Fasilitas tersebut berupa 

pemberian insentif (dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah kepada penanam modal) dan kemudahan-kemudahan 

kepada investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk-bentuk 

fasilitas yang diberikan Pemerintah berupa kemudahan di bidang 

perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang 

telah diatur oleh Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait.  

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Pasal 278 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinyatakan: 

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.  

(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor 

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara 

Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau 

kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang 

diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam upaya pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah 

dengan Pemerintah Daerah terhadap pemberian fasilitas yang 

diberikan terhadap penanam modal, Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, 



51 
 

 

 

sebagai dasar pelaksanaannya di Daerah untuk membuat suatu 

regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di 

Daerah, sebagaimana dalam Pasal 7, dinyatakan: 

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada 

Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan 

daerah.  

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat:  

a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan;  

b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;  

c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh 

insentif dan/atau kemudahan;  

d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan;  

e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan 

investasi; dan  

f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Daerah 

diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum 

dalam rangka menarik Investor untuk meningkatkan penanaman 

modal di Daerah. 

2. Arti Penting Pengaturan Hukum Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi 

Di masa globalisasi sekarang ini, peran penanaman modal 

semakin krusial. Apalagi terhadap negara-negara yang sedang taraf 

membangun seperti Negara Republik Indonesia ini. Istilah 
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membangun secara berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) 

berdasarkan asas kemandirian dengan mengabaikan sama sekali 

penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing 

sudah bukan zamannya lagi (Munir Fuadi, 2002: 131). Hal tersebut 

terkait pemahaman terhadap istilah investasi. Istilah investasi dan 

penanaman modal (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10) merupakan 

istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari 

maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi 

merupakan istilah yang popular dalam dunia usaha, sedangkan 

istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam 

perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah 

tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-

kadang digunakan secara interchangeable (hubungan timbal-balik). 

Secara teoritis, Indonesia seharusnya dapat menjadi negara 

tempat penanaman modal yang baik. Hal ini disebabkan bahwa 

Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan komparatif (Munir 

Fuadi, 2002: 68) sebagai berikut:  

1. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, 

gas bumi, pertambangan, hasil hutan dan hasil laut);  

2. Pasar dalam negeri yang luas dengan penduduk kurang 

lebih 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta) jiwa;  

3. Upah buruh yang relatif murah;  

4. Kebijaksanaan ekspor yang kondusif;  

5. Kebijaksanaan rezim devisa bebas;  

6. Letak strategis di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) 

samudera. 

Di samping itu, harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar 

Indonesia dapat memberikan kemudahan lain (Munir Fuadi, 2002: 

67), seperti:  
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1. Kemudahan pajak;  

2. Keamanan dan stabilitas politik;  

3. Stabilitas nilai tukar rupiah;  

4. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi;  

5. Law Enforcement (penegakan hukum) dan kepastian 

hukum. 

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Pasal 18 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan: Pemerintah 

memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan 

penanaman modal yang:  

a. melakukan peluasan usaha; atau  

b. melakukan penanaman modal baru.  

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007, dinyatakan: Penanaman modal yang mendapat 

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang 

sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:  

a. menyerap banyak tenaga kerja;  

b. termasuk skala prioritas tinggi;  

c. termasuk pembangunan infrastruktur;  

d. melakukan alih teknologi;  

e. melakukan industri pionir;  

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah 

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;  

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;  

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi;  

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau 

koperasi; atau  

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau 

peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara 

normatif tentu akan diharapkan dapat meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar global dan menarik calon investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam undang-undang ini 

tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanaman modal asing 

maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan 

adanya perjanjian multilateral Agreement on Trade Related 

Investment Measures (TRIMs), melarang adanya diskriminasi 

terhadap investor asing dan lokal (Sentosa Sembiring, 2007: 105). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007, dan penjelasannya, dinyatakan: Penanaman 

modal diselenggarakan berlandaskan asas:  

a. kepastian hukum;  

Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan 

dalam bidang penanaman modal.  

b. keterbukaan;  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman 

modal. 

c. akuntabilitas;  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan 

penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  
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d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;  

Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan 

nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-

undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan 

penanam modal asing maupun antara penanam modal dari 

satu negara asing dan penanam modal dari negara asing 

lainnya.  

e. kebersamaan;  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran 

seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam 

kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

f. efisiensi berkeadilan;  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari 

pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan 

efesiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim 

usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.  

g. berkelanjutan;  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana 

mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui 

penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan 

kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa 

kini maupun yang akan datang.  

h. berwawasan lingkungan;  

Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas 

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup.  

i. kemandirian;  

Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas 

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 
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mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak 

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi.  

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya mejaga 

keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan 

ekonomi nasional. 

Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah sangat berperan 

penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap 

tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, 

meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, kecil, 

dan koperasi. Upaya Daerah untuk meningkatkan penanaman 

modal melalui Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi 

tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif.  

Pemerintah dewasa ini telah menggariskan arah dari kebijakan 

penanaman modal. Pemberian jaminan dan kepastian berusaha 

kepada penanaman modal serta keamanan investasinya telah 

ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Selain itu akan 

dilakukan pula penyederhanaan dalam prosedur investasi, 

perbaikan sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan-

peraturan investasi secara konsisten dan transparan (Jonker 

Sembiring, 2008: 82). 

Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan potensi 

sektor unggulan/prioritas Daerah yang kurang berkembang, juga 

dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman 

modal di Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi di Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 
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Inestasi di Daerah. 

Adapun landasan hukum kewenangan Pemerintah Daerah 

dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi 

perpedoman pada ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan: “Untuk 

mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, 

penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif 

dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang 

diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Ketentuan tersebut merupakan landasan 

hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif 

dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal. Adapun 

mengenai Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal telah diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:  

a. kepastian hukum;  

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan 

perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah 

dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian 

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. 

b. kesetaraan; 

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang 

sama terhadap lnvestor tanpa memihak dan 

menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha 

tertentu.  

c. transparansi; 

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan 

informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 
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Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.  

d. akuntabilitas;  

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk 

pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan investasi. 

e. efektif dan efisien. 

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah 

pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan 

yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta 

pelayanan publik. 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang efektif 

dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan 

dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) 

agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. 

Pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu 

pengaturan hukum. Menurut Ronald A. Anderson and Walter A. 

Kumpt (dalam Soekarwo, 2005: 33) maksud diadakannya suatu 

pengaturan hukum adalah to provide order, stability, and justice”. 

Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat 

substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi jalinan Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam seluruh segmen 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat 

dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diharapkan memiliki dan 

menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, 

kepastian, dan keadilan dalam penanaman modal. 
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3. Posisi Institusi Hukum dalam Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi 

Hukum menurut Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt 

(dalam Soekarwo, 2005: 48) merupakan institusi sosial (pranata 

kemsyarakatan) yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan 

keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, 

penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat 

kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh 

karena itu suatu masyarakat akan menyelenggarakannya dengan 

cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. 

Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan 

yang terdapat dalam masyarakat untuk menyelenggarakan 

keadilan dan hak ini berarti adanya hubungan yang erat antara 

institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan 

organisasi sosialnya. 

Perkembangan yang terjadi dalam tatanan Pemerintahan 

Daerah dalam konteks komunitas sosial berarti juga berpengaruh 

pada dinamika pemberian insentif dan kemudahan investasi atas 

dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Hal tersebut memerlukan pemahaman baru 

terhadap paradigma hukum di bidang penanaman modal di tengah-

tengah wacana paradigmatik good governance. Banyak fakta yang 

membuktikan bahwa Pemberiam Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya 

pemikiran transisional dalam konsep paradigmatic transtition 

sebagaimana pendapat Boaventure de Sousa Santos (dalam 

Soekarwo, 2005: 48). Pengembangan hukum dalam Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menjadi memiliki relevansi 

yang signifikan bagi pengembangan kapasitas sosial 
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kemasyarakatan. Pengembangan pemikiran atas dasar paradigma 

teoritik transisional diperlukan agar pada studi hukum penanaman 

modal tidak terjadi suasana kemandulan hukum. Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance akan menciptakan penataan 

penanaman modal yang berkelanjutan untuk mengadakan 

bangunan organisasi pemerintahan yang good governance. Good 

governance di bidang penanaman modal baik pada tingkat nasional 

maupun di Daerah menghendaki adanya pemberian insentif dan 

kemudahan investasi yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan 

sumber daya nasional maupun Daerah, sehingga secara 

administratif accountable dalam kerangka pengembangan hukum 

penanaman modal. 

Hal tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari 

tatanan sentralistik ke arah desentralistik (otonomi daerah). 

Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasan dari Pusat 

ke Daerah ini (termasuk di bidang penanaman modal) dalam 

konteks pendekatan structural fungsional. Berarti akan terdapat 

kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara 

organisatoris maupun otoritatif institusi dalam Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi. Selain hal tersebut, terdapat pula 

perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan 

baik di tingkat Pusat maupun pada tingkat Daerah sebagai akibat 

perubahan pola pengaturan hukum. 

Dalam hal tersebut, patut dikemukakan landasan filosofis, 

betapa pentingnya pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi dengan menjelaskan peran sentral hukum 

dalam kehidupan manusia. Bukankah hukum juga harus mampu 

menjadi alternatif bagi manusia untuk menghadapi aneka regresi 



61 
 

 

 

dan degenerasi yang mengancamnya. 

Perubahan  administrative behavior yang terjadi dalam 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi merupakan 

sesuatu yang wajar sedasar dengan perubahan kewenangan yang 

menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat 

menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan 

dalam proses administrasi pemerintahan di tingkat Pusat maupun 

di Daerah. Dengan demikian, tidak dapat diabaikan apabila 

dominasi aparatur birokrasi menjadi pilar penting dalam konstalasi 

penentuan pembuatan keputusan secara institusional. 

Hal tersebut berlaku pula dalam situasi dan kondisi 

pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi yang senantiasa terjadi pada dinamika pemerintahan. 

Perubahan dan pengembangan bentuk pengaturan hukum 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi memang 

membawa implikasi terjauh pada perubahan perilaku birokrasi 

administrasi pemerintahan dalam melakukan pemberian insentif 

dan kemudahan investasi. Birokrasi sendiri secara konseptual 

merupakan organisasi yang penuh dengan dinamika perkembangan 

sebagai rational organization dan public administration (Soekarwo, 

2005: 50). 

Dapatlah dipahami bahwa ternyata melalui tatanan hukum 

yang diciptakan birokrasi pemerintahan mengenai Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diniscayakan akan tetap 

memiliki karakter yuridis yang menjamin kepastian dan 

keterlibatan legalistik sejalan dengan makna substansial kaidah 

hukum. Dengan demikian, kaidah hukum di bidang penanaman 

modal terutama dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi, pada intinya harus memiliki kemampuan berlaku secara 
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luas pula dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Dengan keberlakuan tersebut, pengaturan hukum Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak sekedar sebagai 

ketentuan hukum yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai aturan 

hukum yang efektif dan menjamin adanya kepastian dan keadilan 

hukum dalam keseluruhan kriteria, bentuk, jenis, tata cara, jangka 

waktu dan frekuensi, serta evaluasi dan pelaporan pemberian 

insentif dan kemudahan investasi. Persepsi hukum demikian 

terbangun dari suatu telaah filosofis atas keberadaan hukum dalam 

memberikan landasan yuridis Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi yang memiliki akurasi keberlakuan hukum. 

4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi atas Dasar 

Prinsip-prinsip Good Governance di Era Otonomi Daerah 

Otonomi daerah telah menjadi wacana publik penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan sudah diimplementasikan selama ini. 

Secara teoritis, menurut Made Suwandi (dalam Soekarwo, 2005: 2) 

terdapat enam elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah, 

yaitu: 

1) Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari 

kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri; 

2) Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi 

yang diserahkan kepada daerah; 

3) Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk 

menjalankan urusan otonomi yang menjadi isu rumah tangga 

daerah yang bersangkutan; 

4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah; 

5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari 
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wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

6) Adanya manajemen pelayanan umum (public services) sebagai 

“end product” dari pemerintah daerah agar dapat berjalan secara 

efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel. 

Keenam elemen di atas secara integrated merupakan suatu 

sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan 

demikian, maka penataan pemerintah daerah akan selalu berkaitan 

dengan penataan keenam elemen di atas. Penataan haruslah 

bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pendekatan piecemeal 

yang dilakukan selama ini akan selalu menghasilkan outcomes yang 

kurang optimal dan tidak memenuhi sasaran. 

Dalam tatanan teoritik dan filosofis, terjadinya perubahan 

pengaturan hukum seperti dinyatakan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang 

mengatur secara nasional tentang Pemerintahan Daerah, jelas akan 

menyebabkan terjadinya berbagai perubahan fundamental 

terhadap elemen-elemen Pemerintahan Daerah tersebut di atas. 

Sebagai suatu kenyataan adalah bahwa ternyata dalam kurun 

waktu yangg tidak terlampau lama, berbagai permasalahan telah 

muncul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Tataran 

teoritis diperlukan untuk menjadikan instrumen untuk melakukan 

analisis terhadap pelaksanaan ononomi daerah di Indonesia dalam 

koridor Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Penanaman Modal, sehingga permasalahan dalam 

pemberian insentif dan kemudahan investasi pada tingkat Pusat 

dan Daerah, diharapkan dapat diselesaikan (nasional.kontan.co.id, 

19 Februari 2020: 15:40 WIB). 

https://nasional.kontan.co.id/...%2019
https://nasional.kontan.co.id/...%2019
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Secara filosofis, sinergi dari keenam elemen pokok pemerintah 

daerah tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah 

sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara 

ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut selaras 

dengan alur pikir teoritik yang berkembang secara universal bahwa 

Pemerintah Daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai 

dua tujuan utama, yaitu tujuan politis dan tujuan administratif. 

Tujuan politis akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai 

instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat 

akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai 

elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan 

berbangsa dan bernegara. Pemberian otonomi dan pembentukan 

institusi Pemerintahan Daerah akan mencegah terjadinya 

sentralisasi dan mencegah kecenderungan sentrifugal dalam 

pemisahan diri (Soekarwo, 2005: 56).  

Tujuan administratif dalam mengisyaratkan pemerintah 

daerah untuk mencapai efisien, efektivitas, dan ekonomis dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah 

dituntut untuk bertindak hemat dalam memakai uang masyarakat 

pembayar pajak. Pemerintah daerah yang boros akan kehilangan 

legitimasi politik dari warganya dalam bentuk tidak dapat dipilihnya 

kembali mereka dalam menjalankan mandat rakyat setempat dalam 

mengurusi kepentingannya. Proses tersebut akan terkristalisasi 

dalam pemilihan umum di tingkat lokal (Soekarwo, 2005: 56). 

Kombinasi dari kedua tujuan pemerintah daerah yang bersifat 

universalitas tersebut telah melahirkan suatu gagasan bahwa 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah 

harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. 
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Eksistensi Undang-Udang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Penanaman Modal, membawa implikasi pada pengaturan 

hukum pemberian insentif dan kemudahan investasi. Terhadap 

permasalahan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi 

diperlukan penyusunan perencanaan Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi yang optimal dan maksimal. Perencanaan 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ini sangat 

strategis dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program 

pembangunan. Pemberian insentif dan kemudahan investasi 

berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dalam jenis 

usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: 

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau 

kegiatan tertentu, terdiri atas:  

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;  

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;  

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;  

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;  

e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;  

f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal, yang 

memprioritaskan keunggulan daerah;  

g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal 

dari Pemerintah Pusat; dan/atau  

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam kaitannya dengan pemberian insentif dan kemudahan 

investasi yang didasarkan pada konsepsi pemerintahan “good 

governance”, patut dikemukakan pandangan universal dari World 

Bank. World Bank telah mensinonimkan paradigma good 
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governance dengan suatu tatanan penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan 

dengan makna terdalam dalam demokrasi yang efisien, 

menghindari salah alokasi dana dan investasi, serta mencegah 

terjadinya korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 

framework. Berdasarkan hal-hal inilah UNDP mengajukan 

karakteristik good governance (Lembaga Administrasi Negara dan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000: 6-7) 

sebagai berikut: 

1) Participation 

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi 

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi 

seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara 

serta berbicara secara konstruktif. 

2) Rule of Law 

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang 

bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3) Tranparancy 

Trannsparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

komunikasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi 

secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 

membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat 

dimonitor. 

4) Responsiveness 

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani 

setiap stake holders. 

5) Consensus Orientation 

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda 
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untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 

luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- 

prosedur. 

6) Equality 

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai kesempatan untuk mengingkatkan atau menjaga 

kesejahteraan mereka. 

7) Effectiveness and Efficiency 

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai 

dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan 

sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 

8) Accountability 

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta 

dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik 

dan lembaga-lembaga stake holder. Accountabilitas ini 

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, 

apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau 

eksternal organisasi. 

9) Strategic Vision 

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good 

governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke 

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun 

hal semacam ini. 

Sebagai suatu bahan perbandingan, dapat dikemukakan 

adanya pemahaman esensial tentang good govvernance yang 

berkembang di Thailand sebagaimana dikutip dari Ofiice of the Civil 

Service Commission (Soekarwo, 2005: 58) berikut ini: Good 

governance is essential to the creation of harmony, stability, and order 

among all sectors of society, public, provate, and individual, as well 

as to the continuing progress and development of the country. As 
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system based on good governance, one that incorporates the concepts 

of fairness, transparency, and public participation in accordance with 

a democratic system under a constitutional monarchy, that adheres 

to respect for human diginty as well as Thai cultural norms and value, 

and that is enlightened through a global perspective, will be strong 

enough to withstand the threat of future crises and able to minimize 

negativve impact. 

Dalam pemerintahan yang good governance dipastikan 

tercerminnya suasana harmoni, stabilitas, dan ketertiban antar 

semua sektor pemerintah. Dari konsepsi tersebut dijabarkan 

mengenai enam elemen utama good governance, yaitu the rule of 

law, the rule of integrity, the rule of tranparency, the rule of 

participation, the rule of accounttability, and the rule of value for 

money (Soekarwo, 2005: 68-69). 

Tatanan pemerintahan yang berbasis prinsip good governance 

berarti harus memperhatikan “aturan main”, integritas hukum, 

transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi 

keuangan secara yuridis. Pada dasarnya konsep good governance 

sendiri (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, 2000: 8) apabila dilihat dari dimensi 

pemerintahan, dapatlah dinilai melalui aspek-aspek berikut ini, 

antara lain: 

1) Hukum (sebagai formulasi kebijakan publik), ditujukan pada 

perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. 

2) Administrative competence and transparency, kemampuan 

membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara 

efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, 

penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan 

informasi. 
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3) Desentralisasi, desentralisasi regional, dan dekonsentrasi di 

dalam departemen. 

4) Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme 

pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain 

dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah 

dalam mengelola kebijakan makroekonomi. 

Dengan demikian, wujud nyata Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi yang didasarkan pada tatanan good 

governance (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik 

penyelenggaraan negara di dunia yang digolongkan menuju 

kemantapan demokrasi) adalah Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi yang bernuansa: 

1) Soliditas Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. 

2) Bertanggungjawab. 

3) Efektif. 

4) Efisien. 

5) Diselenggarakan secara partisipatif. 

Mengikuti karakteristik good goverance yang berupa rule of 

law, berarti Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi 

dilaksanakan berdasarkan panduan pengaturan hukum yang 

menjamin perlindungan hukum (legal protection) bagi warga negara 

secara integratif (terpadu) dan konstruktif (membangun). Bahkan 

status institusi hukum tersebut harus mampu mengkonstruksi 

kepastian hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi yang menjamin stabilitas dan peningkatan penanaman 

modal. 

Berkaitan hal tersebut, dalam konsep good governance, pada 

dasarnya terdapat dua bidang kajian penting secara teknis maupun 

prinsip. Kedua hal dimaksud yang dapat dikatakan sebagai esensi 
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dari sebuah tatanan yang berdasarkan pemikiran good governance 

sebagaimana dikutip dari International Monetary Fund (Soekarwo, 

2005: 71) adalah: 

1) Improving the management of public resources through 

reforms covering public sector institutions; and 

2) Supporting the development and maintenance of a transparent 

and stable economic and regulatory environment conducive to 

efficient provate sector activities. 

B.  Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan 

Penyusunan Norma. 

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Hamid S. Attamimi menyampaikan, dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa 

pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene 

beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi: 

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas 

hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-

asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum 

bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan 

berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi 

perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-

undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandri, 2009 : 115). 

Sedangkan kaidah hukum perlu pula dibedakan dari asas 

hukum (Ni’matul Huda dan R Nazriyah, 2011 : 20). Menurut 

Bellefroid (dalam Ni’matul Huda dan R Nazriyah, 2011 : 20), asas 

hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum 

positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari 
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aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu 

merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah 

yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van 

behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum 

umum (algemene rechtsbeginselen), yang di dalamnya terdiri atas 

asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan 

rakyat. 

Secara umum, terdapat tiga asas utama yang digunakan 

sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Masing-masing telah digunakan sejak zaman Romawi Kuno hingga 

hari ini. Asas pertama yaitu asas lex superior derogate legi inferior, 

hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) yang lebih 

tinggi kedudukannya mengecualikan hukum yang lebih rendah 

(Abdul Rachmad Budiono, 2005: 105). Asas kedua yaitu lex specialis 

derogate legi generalis, hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat 

spesifik atau khusus mengecualikan hukum yang mengatur hal-hal 

yang bersifat umum (Abdul Rachmad Budiono, 2005: 104). Asas 

ketiga yaitu lex posteriori derogate legi priori, hukum yang lebih baru 

mengecualikan hukum yang lama (Abdul Rachmad Budiono, 2005: 

106). 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan 

Penjelasannya, dinyatakan: Dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi:  
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a. kejelasan tujuan.  

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa 

setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.  

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan 

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.  

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis 

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 

d. dapat dilaksanakan.  

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik 

secara filosofis, sosiologis, maupun  yuridis. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.  

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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f.  kejelasan rumusan. 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah 

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaannya. 

g. keterbukaan. 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

merupakan acuan dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal lain, pembentukan peraturan perundang-

undangan didasarkan pada jenis dan hierarki atau tata urutan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: Jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 
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e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

2. Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 

Penjelasannya, dinyatakan: Materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan asas: 

a. pengayoman; 

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi 

memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat. 

b. kemanusiaan; 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. kebangsaan; 

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. kekeluargaan; 

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus 
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mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

e. kenusantaraan; 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di 

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. bhinneka tunggal ika; 

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah 

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g. keadilan; 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara. 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, 

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i. ketertiban dan kepastian hukum; 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
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undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

3. Asas dan Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi 

Pemberian insentif dan kemudahan investasi harus merujuk 

beberapa asas (asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-

asas hukum) dan prinsip dasar agar Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Penyelenggara penanaman modal wajib mengelola penanaman 

modal dalam melakukan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi dengan mengacu pada asas-asas umum dan 

mencakup keseluruhan kriteria, bentuk, jenis, tata cara, jangka 

waktu dan frekuensi, serta evaluasi dan pelaporan Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi 

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan 

dalam pemberian izin yang diatur dalam Peraturan Daerah dan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 3 

ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007, dinyatakan: Penanaman modal diselenggarakan 

berdasarkan asas:  

a. kepastian hukum; 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas 
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dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang 

penanaman modal.  

b. keterbukaan; 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas 

yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

kegiatan penanaman modal.  

c. akuntabilitas;  

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari penyelenggaraan penananam modal harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;  

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan 

tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan 

pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, baik antara penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun 

antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam 

modal dari negara asing lainnya 

e. kebersamaan;  

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas 

yang mendorong peran seluruh penanam modal secara 

bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 
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f. efisiensi berkeadilan;  

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah 

asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal 

dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha 

untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan 

berdaya saing. 

g. berkelanjutan; 

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas 

yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses 

pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin 

kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek 

kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan 

datang.  

h. berwawasan lingkungan;  

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” 

adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 

memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup. 

i. kemandirian; dan  

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas 

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak 

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi. 

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya 

menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 
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Adapun prinsip pemberian insentif dan kemudahan investasi 

di daerah diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun2009, dan Penjelasananya dinyatakan: Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:  

a. kepastian hukum;  

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap 

kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan Investasi. 

b. kesetaraan;  

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang 

sama terhadap lnvestor tanpa memihak dan 

menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha 

tertentu. 

c. transparansi; 

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan 

informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.  

d. akuntabilitas; dan  

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk 

pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan Investasi. 

e. efektif dan efisien. 

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah 

pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan 

yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta 

pelayanan publik. 
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4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 

Dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi 

tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara sehingga asas-

asas umum penyelenggaraan negara merupakan dasar hirarki 

dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

Berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan: Asas-

asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 

a. Asas Kepastian Hukum; 

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas 

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 

dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” 

adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, 

dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

negara. 

c. Asas Kepentingan Umum; 

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah 

yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif dan selektif. 

d. Asas Keterbukaan; 

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 

negara. 
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e. Asas Proporsionalitas; 

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas 

yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban Penyelenggara Negara. 

f. Asas Profesionalitas; dan 

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas 

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Asas Akuntabilitas. 

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, 

berdasarkan Pasal 58 dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan: ... dalam menyelenggarakan 

Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang terdiri atas:  

a. kepastian hukum; 

 Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas 

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

ketentuan peraturan perundang-undangan  dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.  

b. tertib penyelenggara Negara; 

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah 

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
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keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.  

c. kepentingan umum; 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah 

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.  

d. keterbukaan; 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 

e. proporsionalitas; 

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas 

yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara negara.  

f. profesionalitas; 

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas 

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

g. akuntabilitas; 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.    

h. efisiensi; 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang 

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya 



83 
 

 

 

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja 

yang terbaik.   

i. efektivitas; dan 

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang 

berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 

j. keadilan. 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

tindakan dalam penyelenggaraan negara harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara. 

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang 

Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat. 

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non 

Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 

2021 di Hotel Santika Medan, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 2019, Kasubdit Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 

Penanaman Modal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 

disampaikan: 
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Pembinaan Pengawasan

 inwas Umum  inwas Teknis

   

               
                       Provinsi

 ubernur sbg wakil Pem.  inwas umum 

  teknis
(PP 12 201   PP    201 )

Kab Kota

Pemegang

kekuasaan

pemerintahan 

Psl   (1) UU 

1   

Psl 1  UU 
1   

Koordinator  inwas

dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan di

daerah UU 2  201 
Psl  ( )

Koordinasi

 tonomi  eluas luasnya Ps 1  
( ) UU     
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Selanjutnya Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat 

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina 

Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, 

disampaikan: 
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2. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 

Modal 

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non 

Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 
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2021 di Hotel Santika Medan, Deputi Bidang Kerja Sama 

Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi 

Penanaman Modal, disampaikan: 
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Selanjut, Komite Investasi Kementerian Investasi / BKPM RI 

oleh Anggawira, dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan 

dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 

2021 di Hotel Santika Medan, disampaikan: Kemitraan Dunia 

Usaha Nasional dengan Dunia Usaha Daerah: Peluang dan 

Tantangan di Berbagai Sektor Investasi: 
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3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 

2020 

Provinsi Sumatera Utara memiliki total luas 181.860,65 km², 

yang terdiridari daratan 72.981,23 km² dan lautan 108.878,77 km². 

Luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, wilayah 

terluas adalah Kabupaten Langkat dengan 6.262,00 km², atau 
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sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten 

Mandailing Natal dengan 6.134,00 km² atau 8,40%, kemudian 

Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 6.030,47 km² atau sekitar 

8,26%, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi 

dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04%. Secara administratif 

wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 

444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan (BPS 

Provsu/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 

Sumaera Utara Tahun Anggaran 2019, 2020: 3). Provinsi Sumatera 

Utara terletak pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi 

Sumatera Utara memiliki hutan mangrove yang tersebar di 6 

Kabupaten (belum termasuk Nias) seluas 63.467,4 Ha dengan 

keadaan seluas 27.019,57 Ha berada dalam kondisi baik dan 

36.447,83 Ha dalam kondisi rusak. Untuk menjaga kelestarian 

hutan mangrove dan terumbu karang maka perlu dilakukan upaya 

konservasi sehingga keanekaragaman hayati kawasan pesisir bisa 

dipertahankan. Selain hasil laut dan perikanan lainnya, Provinsi 

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata bahari yang masih 

belum teridentifikasi seluruhnya (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2020, 2021: 6). 

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km², 

kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 

203 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota 

Medan berjumlah 9.190 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi 

berjumlah 5.575 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 4.931 jiwa per 

km², Kota Pematangsiantar berjumlah 4.820 jiwa per km², Kota 

Sibolga berjumlah 2.169 jiwa per km², Kota Padangsidimpuan 

berjumlah 1.963 jiwa per km² dan Kota Tanjungbalai berjumlah 

1.632 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah berada di 
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Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 43 jiwa per km², Kabupaten 

Tapanuli Selatan berjumlah 50 jiwa per km², Kabupaten Samosir 

berjumlah 66 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara 

berjumlah 67 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 

77 jiwa per km², Kabupaten Nias berjumlah 80 jiwa per km², 

Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 82 jiwa per km², Kabupaten 

Humbang Hasundutan berjumlah 85 jiwa per km², Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan berjumlah 87 jiwa per km², Kabupaten Toba 

berjumlah 89 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

berjumlah 107 jiwa per km². Pertumbuhan Pendudukan dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju 

pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28% per tahun. 

Terdapat percepatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06% 

jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada 

periode 2000-2010 yang sebesar 1,22%. Meningkatnya laju 

pertumbuhan penduduk menunjukkan bertambahnya tingkat 

kepadatan penduduk yang tentu saja menjadi hal yang harus 

menjadi perhatian utama dari seluruh pemerintahan kota dan 

kabupaten terutama dalam bidang pangan, ekonomi, lingkungan, 

dan stabilitas sosial (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, 2021: 16-17). 

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar                

Rp. 13.077.362.353.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar                          

Rp. 9.454.580.685.995,79 atau 72,30%. Realiasi pendapatan 

daerah yang masih belum memenuhi target terutama disebabkan 

oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target yang 

diharapkan. Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah 
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tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2020, 2021: 18-22). 

Tabel 1 

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 
1 Pendapatan Asli Daerah 5.434.682.028.854,00 5.528.233.894.279,79 101,72 

2 Dana Perimbangan 7.585.386.627.261,00 3.888.972.532.410,00 51,27 

3 Lain-lain Pendapatan Daerah 57.293.697.709,00 37.374.259.306,00 65,23 

  Jumlah Pendapatan Daerah 13.077.362.353.824,00 9.454.580.685.995,79 72,3 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 

Realisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber tersebut secara 

rinci dapat diuraikan sebagai berikut:  

3.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga 31 

Desember 2020, dari rencana sebesar Rp. 5.434.682.028.854,00 

realisasinya adalah sebesar Rp. 5.528.233.894.279,79 atau 

101,72%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang 

ditetapkan dimana hal ini terutama didorong dari pendapatan Pajak 

Daerah yang tinggi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan 

berbagai sumber dengan rincian sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 

1 Pajak Daerah 4.926.456.652.305,00 5.071.597.922.390,00 102,95 

2 Retribusi Daerah 25.877.029.900,00 30.218.319.711,00 116,78 

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

248.362.356.856,00 242.309.156.856,78 97,56 

4 Lain-lain PAD Yang Sah 233.985.989.793,00 184.108.495.322,01 78,68 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.434.682.028.854,00 5.528.233.894.279,79 101,72 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 
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Lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1) Pajak Daerah Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Jenis 

Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Penerimaan dari 

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.926.456.652.305,00 

terealisasi sebesar Rp. 5.071.597.922.390,00 atau 102,95%; 

dengan rincian sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provsu  

Tahun Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 

1 Pajak Kendaraan Bermotor 2.060.552.596.410,00 2.129.303.940.098,00 103,34 

2 Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

983.131.112.260,00 1.000.119.789.912,00 101.73 

3 Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 

882.786.893.431,00 812.843.402.651,00 92,08 

4 Pajak Air Permukaan 62.489.854.175,00 68.595.314.040,00 109,77 

5 Pajak Rokok 937.496.196.029,00 1.060.735.475.689,00 113,15 

  Jumlah Pajak Daerah 4.926.456.652.305,00 5.071.597.922.390,00 102,95 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 

Dari kelima jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara, terdapat 1 jenis Pajak yang tidak 

mencapai target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar 

Rp. 882.786.893.431,00, sampai dengan 31 Desember 2020, 

realisasinya adalah sebesar Rp. 812.843.402.651,00. Hal ini 

disebabkan menurunnya penjualan Bahan Bakar Kendaraaan 

Bermotor selama masa pandemi Covid-19, disamping jadwal 
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penyetoran untuk penjualan Bulan Desember 2021, 

direalisasikan pada Bulan Januari 2021. 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis 

penerimaan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara; diperoleh karena pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara 

keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan 

sebesar Rp. 25.877.029.900,00, dan sampai dengan 31 

Desember 2020, realisasinya adalah sebesar                                    

Rp. 30.218.319.711,00 atau sebesar 116,78%. Peningkatan 

realisasi Penerimaan Retribusi terutama didorong oleh Retribusi 

Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha Secara rinci 

penerimaan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 4 

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 

1 Retribusi Jasa Umum 15.115.490.600,00 15.547.706.617,00 102,86 

2 Retribusi Jasa Usaha 7.361.539.300,00 9.786.667.964,00 132,94 

3 Retribusi Perizinan Tertentu 3.400.000.000,00 4.883.945.130,00 143,65 

  Jumlah Retribusi Daerah 25.877.029.900,00 30.218.319.711,00 116,78 

 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 248.362.356.856,00 

terdiri atas: a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Daerah/BUMD, dan, b) Bagian Laba atas 

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN. 

Hingga 31 Desember 2020 dapat direalisasikan                                   
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Rp. 242.309.156.856,78 atau sebesar 97,56%; sebagaimana 

disajikan pada tabel sebagai berikut.  

Tabel 5 

Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara  

Tahun Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 
1 Bagian Laba atas Penyertaan 

Modal pada Perusahaan 
Daerah / BUMD 

243.671.183.349,00 237.617.983.349,00 97,52 

2 Bagian Laba atas Penyertaan 
Modal pada Perusahaan Milik 
Negara / BUMN 

4.591.173.507,00 4.691.173.507,78 102,18 

Jumlah Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

248.362.356.856,00 242.309.156.856,78 97,56 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah direncanakan 

sebesar Rp. 233.985.989.793,00 hingga 31 Desember 2020, 

realisasinya adalah sebesar Rp. 184.108.495.322,01 atau 

sebesar 78.68%, dengan rinciannya sebagaimana dapat pada 

tabel berikut.  

Tabel 6 
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Sumatera Utara  

Tahun Anggaran 2020 

No URAIAN 
TARGET REALISASI  

(Rp.) (Rp.) (%) 

1 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak 
Dipisahkan 

350.000.000,00 636.457.676,00 181,85 

2 Jasa Giro 43.818.888.000,00 22.202.305.234,00 50,67 

3 Pendapatan Denda Atas 
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 

300.000.000,00 503.299.375,00 167,77 

4 Pendapatan Denda Pajak 55.408.784.871,00 60.004.552.267,00 108,29 

5 Pendapatan dari Pengembalian 76.268.316.922,00 100.437.668.420,01 131.69 

6 Pendapatan dari Penyelenggaraan 
Pendidikan 

0,00 0,00 0,00 

7 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 
Penjualan 

240.000.000,00 324.212.350,00 135,09 

8 Pendapatan BLUD 57.600.000.000,00 0 0 

Jumlah Lain-         Y      h ……… 233.985.989.793,00 184.108.495.322,01 78,68% 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 
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5) Dana Perimbangan 

Tabel 7 

Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 

No Dana Perimbangan Target Realisasi %  
     
1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi 

Hasil Bukan Pajak 

571.463.712.261,00 468.683.588.422,00 82,01% 

2 Dana Alokasi Umum 2.483.124.579.000,00 2.474.465.343.000,00 99,65% 

3 Dana Alokasi Khusus 4.530.798.336.000,00 945.823.600.988,00 20,88% 

  Jumlah  7.585.386.627.261,00 3.888.972.532.410,00 51,27% 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 

Pendapatan Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2020 

ditargetkan sebesar Rp. 7.585.386.627.261,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 3.888.972.532.410,00 atau capaian 51,27%. 

Pendapatan Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

ditargetkan sebesar Rp. 571.463.712.261,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 468.683.588.422,00 atau capaian 82,01%. Untuk 

Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar                                                 

Rp. 2.483.124.579.000,00 dengan realisasi sebesar                             

Rp. 2.474.465.343.000,00 atau capaian 99,65%. Sedangkan 

Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar                                              

Rp. 4.530.798.336.000,00 dengan realisasi sebesar                             

Rp. 945.823.600.988,00 atau capaian 20,88%. 

6) Lain – Lain Pendapatan Daerah 

Tabel 8 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara 
Tahun 2020 

No 
Lain-Lain Pendapatan 

Daerah 
Target Realisasi % 

1 Pendapatan Hibah 47.421.018.709,00 27.501.580.306,00 57,99% 

2 Dana Insentif Daerah 9.872.679.000,00 9.872.679.000,00 100% 

  Jumlah  57.293.697.709,00 37.374.259.306,00 65,23% 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu 
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Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 

anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 57.293.697.709,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 37.374.259.306,00 atau capaian 

65,23%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana 

Insentif Daerah. Pada Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar 

Rp. 47.421.018.709,00 dengan realisasi sebesar                                     

Rp. 27.501.580.306,00 atau capaian 57,99%. Sedangkan 

Pendapatan Dana Insentif Daerah ditergetkan sebesar                          

Rp. 9.872.679.000,00 dengan realisasi sebesar                                    

Rp. 9.872.679.000,00 atau capaian 100%. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dan 

Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga 

Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut 

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membantu 

penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan 

yang menjadi urusan daerah. Berikut susunan organisasi 

perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, sebagai berikut: 

Gubernur 

Wakil Gubernur 

Sekretaris Daerah 

  

Asisten 

Asisten Administrasi Pemerintahan 

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 

Asisten Administrasi Umum dan Aset   

Staf Ahli Gubernur 

Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan   
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Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA  

Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

  

Sekretariat Daerah 

Biro Administrasi Pembangunan  

Biro Bina Perekonomian   

Biro Hukum  

Biro Humas dan Keprotokolan 

Biro Organisasi 

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama  

Biro Pemerintahan 

Biro Sosial dan Kesejahteraan  

Biro Umum dan Perlengkapan  

  

Sekretariat DPRD 

Sekretaris DPRD 

  

Inspektorat 

Inspektur  

 

Badan Daerah 
Badan Kepegawaian Daerah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Badan Penelitian dan Pengembangan    
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Badan Penghubung Daerah Provinsi 

Dinas Daerah 
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Dinas Kehutanan  

Dinas Kelautan dan Perikanan  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kesehatan  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Dinas Komunikasi dan Informatika  
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Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Dinas Lingkungan Hidup  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Dinas Pemuda dan Olahraga  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  

Dinas Pendidikan  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Dinas Perhubungan  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Dinas Perkebunan 

Dinas Perpustakaan dan Arsip  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Dinas Sosial  

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Dinas Tenaga Kerja  

Satuan Polisi Pamong Praja  

Rumah Sakit Umum Haji Medan  

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem   
 
Selama tahun 2014 hingga 2018, realisasi rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada kisaran diatas 

5 (lima) persen per tahun. Namun pada tahun 2015 mengalami 

perlambatan diakibatkan tergurasnya harga komunitas yang 

menjadi unggulan Sumatera Utara yaitu Kelapa Sawit dan Karet, 

sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara hanya mencapai 

5,10 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 

hingga 2018 terus meningkat, sebagian besar dipengaruhi oleh 

perkembangan sektoral khususnya sektor Pertanian, Kehutan dan 

Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran, dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor 

Industri Pengolahan, yang merupakan sektor-sektor produksi 

utama penopang perekonomian Sumatera Utara (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 

2013 – 2018, BAB. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, 2019: III-

6). 
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Pada Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2019 dan 

berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Provinsi 

Sumatera Utara mengalami berbagai peningkatan pendapatan, 

seperti PAD yang melebihi target, Indeks Pembangunan Manusia, 

Ekonomi Makro, Penghasilan Petani, dan Pencapaian Realisasi 

Investasi. Untuk pendapatan daerah, pada tahun 2019 ditargetkan 

Rp. 14.034.339.344.970,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 

13.079.598.635.469,-. Pendapatan tersebut berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan 

Daerah Lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah direalisasikan 

91,68% atau Rp. 5.761.270.412.051,- dari target                                           

Rp. 6.284.220.582.270,-. Dana Perimbangan direalisasikan 94.37% 

atau Rp. 7.300.647.588.241,- dari target Rp. 7.736.050.762.700,- 

serta Pendapatan Lain yang sah terealisasi Rp. 17.680.635.177,- 

atau 125% dari target Rp. 14.608.000.000,-. Sementara rata-rata 

inflasi Sumut 2,33%, lebih rendah dari inflasi 2,72% pada tahun 

2019. Di bidang Ketenagakerjaan Sumut juga berhasil mencetak 

capaian yang baik. Jumlah Pengangguran Terbuka Agustus 2018 

sebesar 5,56% turun menjadi 5,41% pada Agustus 2019. Jumlah 

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 6.681.000 

orang. Tahun 2019, Pemprov Sumut juga berhasil meningkatkan 

angka harapan hidup menjadi 68,9 tahun dari tahun sebelumnya 

68,61 tahun pada tahun 2018. Di bidang Pendidikan realisasi 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah sederajat tahun 

2018 sebesar 97,14% meningkat menjadi 100,83% pada tahun 

2019. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah sederajat 

tahun 2018 dicapai sebesar 91,17% naik menjadi 80,61% tahun 

2019. Nilai rata-rata Ujian Nasional Sekolah Menengah Sederajat 
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tahun 2018 mencapai 43,44% meningkat menjadi 44,64% tahun 

2019. Begitu pula dengan angka melek huruf 15 tahun ke atas pada 

tahun 2018 sebesar 99,14%  menjadi 99,23% pada tahun 2019. 

Khusus stunting pada balita berdasarkan hasil Survei Status Gizi 

Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 diperoleh prevalensi stunting 

pada balita sebesar 30,7%. Angka tersebut menurun bila 

dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 32,3% (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Gubernur Sumaera Utara Tahun Anggaran 

2019, BAB I, 2020: 16-17). 

Adapun Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang 

diukur Struktur ekonomi di Pulau Sumatera didominasi oleh 

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Provinsi Sumatera 

Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik 

Bruto di Pulau Sumatera, yakni sebesar 23,39%, diikuti oleh 

Provinsi Riau sebesar 22,33% dan Provinsi Sumatera Selatan 

sebesar 13,28%. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang 

diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku mencapai Rp. 801,73 triliun dan PDRB per 

kapita mencapai Rp. 55,05 juta rupiah. Secara makro kinerja 

perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2019 yang diukur 

berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 

2010 tumbuh 5,22%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 

sebesar 5,18% (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 

Sumaera Utara Tahun Anggaran 2019, BAB I, 2020: 26). 

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2020 yang diukur 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp.811,283 triliun dan PDRB per kapita 

mencapai Rp.55,18 juta rupiah. Secara makro kinerja 

perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas 
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perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 

mengalami kontraksi sebesar 1,07%, sangat jauh dibanding capaian 

tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,22%. Ini merupakan dampak 

yang paling dirasakan akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat 

ini belum berakhir. Hampir seluruh provinsi di Indonesia 

mengalami pertumbuhan ekonomi minus (kontraksi) akibat 

pengaruh pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan ekonomi 

Sumatera Utara yang sebesar -1,07% masih lebih baik dari rata-

rata pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar -2,07%. 

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga masih lebih baik 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau 

Sumatera yang sebesar -1,19% (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Gubernur Sumaera Utara Tahun Anggaran 

2020, BAB II, 2021: 36). 

Sumut ditargetkan BKPM tarik investasi Rp. 46 triliun pada 

tahun 2020 (antaranews.com, 5 Maret 2020: 21:15 WIB): 

Keberadaan KEK Sei Mangkei diharapkan bisa lebih dimaksimalkan 

agar bisa terus menarik investasi. Pemerintah Provinsi Sumut pada 

tahun ini ditargetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) untuk bisa menarik investasi sebesar Rp 46 triliun. "Target 

itu naik sekitar Rp 13 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp 33 

triliun," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Sumut, Mimi R Rangkuti di Medan. Sementara itu realisasi investasi 

di Sumut pada 2019 hanya mencapai Rp 25,442 triliun. Meski 

target itu dinilai berat karena ekonomi global juga masih belum 

stabil, kata Mimi, ada beberapa sektor yang diharapkan bisa 

membuat target itu terealisasi. Mimi (Kabid Pengawasan) memberi 

contoh, investasi yang belum terealisasi pada 2019 seperti di sektor 

kelistrikan diharapkan bisa terwujud pada 2020. Salah satu 
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rencana investasi di sektor listrik adalah PLTA mini hidro sekitar      

Rp 200 miliar – Rp 300 miliar. Ada juga rencana investasi dari Korea 

untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas. “Target lokasi 

investasi PLTG di Kabupaten Batubara dengan alasan dekat dengan 

kapal penyuplai gasnya," katanya. Selain dari kelistrikan, investasi 

juga diharapkan bisa masuk dari sektor industri. "Keberadaan KEK 

Sei Mangkei diharapkan bisa lebih dimaksimalkan agar bisa terus 

menarik investasi," ujarnya. 

Pada Triwulan I Tahun 2020, lima sektor berkontribusi besar 

dalam investasi di Sumatera Utara (antaranews.com, 16 Juni 2020: 

22:45 WIB): Sektor listrik, gas dan air, perumahan, pertambangan, 

industri makanan, jasa, industri logam dan perkebunan memberi 

kontribusi terbesar dalam investasi PMA dan PMDN di Sumatera 

Utara pada triwulan I 2020. "Lima sektor itu selalu memberikan 

kontribusi terbesar dalam investasi di Sumut baik PMA dan PMDN," 

kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumut Arief S Trinugroho 

di Medan. Investasi Sumut pada triwulan I 2020 mencapai Rp 9,185 

triliun dengan investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar                

Rp 5, 219 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 

3,966 triliun. Menurut dia, untuk investasi PMA terbesar berada di 

Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 4,984 triliun, disusul                   

Kota Medan Rp 130,320 miliar dan Labuhanbatu Rp 54,277 miliar. 

Sementara itu, investasi PMDN terbesar di Medan sebesar                   

Rp 2,490 triliun, Kabupaten Batubara Rp 590, 249 miliar dan 

Tapanuli Selatan Rp 370,328 miliar. Arief menyebutkan, pada 

triwulan II terjadi gangguan investasi karena ada pandemi COVID-

19 yang terjadi secara global. "Harapannya investasi di Sumut bisa 

pulih pada normal baru, sehingga target investasi di Sumut pada 

tahun 2020 yang ditetapkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 
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Modal) sebesar Rp 46 triliun tercapai. Target investasi itu naik        

Rp 13 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp 33 triliun. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan petayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (DPMPPTSP Provsu) 

adalah dokumem perencanaan pembangunan bidang ekonomi, 

dengan penjabaran bidang tugas operasional DPMPPTSP Provsu 

yaitu peningkatan iklim investasi dan daya tarik investasi, 

peningkatan iklim investasi dan realisasi nvestasi, peningkatan 

promosi dan kerjasama investasi, pengkajian dan pengembangan 

investasi, serta peningkatan pelayanan perizinan. Dalam 

penyusunan Renstra DPMPPTSP Tahun 2018-2023 mengaju 

xepada misi pembangunan bermartabat dengan target Sustainable 

Development Goals antara lain: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, 

kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, jaringan air 

bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan 

layak dan pertumbuhan eonomi, industri inovasi dan nfrasuktur, 

berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, 

perdamaiankeadilan serta kelembagaan yang tangguh, kemitraan 

untuk mencapai tujuan. Dimana Dinas Penanman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 

berkaitan dalam Misi Pembangunan Bermartabat Dalam Kehidupan 

(Misi I) yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan 

industri, inovasi & infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta 

kota/pemukiman berkelanjutan. Dinas PMPPTSP Provsu sebagai 

salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana 

strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2O14 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) 
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dinyatakan: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan 

berpedoman pada RPJMD (Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 1).  

Renstra Dinas PMPPTSP Provsu di susun berdasarkan dan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, 

merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan 

pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk 

memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah atau 

SAKIP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 1).  

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih detail 

pada setiap tahun anggaran, Renstra dijadikan acuan dalam 

penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, pada Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:  

(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah 

RPJMD ditetapkan.  

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja 

Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan 

penyusunan rancangan RKPD. 

Dokumen Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provsu 

disusun dengan maksud sebagai acuan pembangunan ekonomi 
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dengan capaian melalui pengembangan investasi dan perizinan di 

Sumatera Utara. Untuk itu perlu memperhatikan standar kualitas 

pelayanan perizinan, spesifikasi peluang investasi dalam rangka 

menarik minat penanaman modal dengan mengutamakan 

keunggulan komperatifnya melalui promosi peluang investasi, 

unggulan, serta ekspansi kerjasama investasi (Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Utara, 2019: 3).  

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka RENSTRA 

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 disusun 

dengan tujuan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 4) sebagai 

berikut:  

1. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara 

Pemerintih Pusat dengnn Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera 

Utara dalam rangka pelayanan perizinan dan non 

perizinan di bidang Penanaman Modal melalui persepsi 

untuk kemajuan pelayanan publik  

2. Mengoptimalkan kemampuan sumberdaya aparatur 

pelayanan rnelalui pemanfaatan potensi dan peluang 

strategis pembangunan investasi di Sumatera Utara  

3. Mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama investasi. 

4. Terciptanya program kerja, yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan.  

5. Terciptanya keselarasan dari sistem perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari 

aktivitas kinerja aparatur. 

6. Terarahnya perencanaan pengembangan penanaman 
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modal. 

7. Terwujudnya informasi data yang akurat, terbaru dan 

terpercaya tentang investasi. 

8. Terkoordinasinya peran pelaku usahan dalam investasi 

dengan mengoptimalkan kinerja pelayanan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis yang 

menangani Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor: 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas 

Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. 

Dengan demikian Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu diberikan mandat untuk melakukan 

perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi iklim 

promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan data dan informasi 

penanaman modal, penyelenggaraan perizinan serta pelaksanaan 

administrasi sebaik mungkin untuk menarik investor yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera 

Utara (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 6).   

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan fungsi (Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Utara, 2019: 7) sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, 

pelayanani pengendalian pelaksanaan, data dan informasi 

penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim, promosi, 

pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi 

penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu 

sesuai dengan lingkup tugasnuya;  

c. Pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, 

pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data can informasi 

penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi pengembangan iklim, promosi, 

pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi 

penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam pengurusan izin masih terdengar keluhan dari para 

investor yang disebabkan pelayanan yang lambat, kurang 

transparan dan akuntable. Sementara juga masih ditemui 

kewenangan perizinan di proses diberbagai instansi Daerah 

sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. 

Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan 

tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang 

investasi Daerah (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 
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Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16).  

Tantangan lnvestasi Daerah, di dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O07, dinyatakan: permasalahan 

pokok yang dihadapi penanaman modal dalam memulai usaha di 

lndonesia adalah di bidang pelyanan perizinan. Permasalahan 

tersebut merupakan tantangan Pemerintah Daerah dalam 

memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai 

kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman 

modal sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi 

terpusat pada satu lembaga. Penyelenggaraan penanaman modal 

diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan 

ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan 

fasilitasi perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan. 

Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan 

mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di provinsi Sumatera 

Utara yang juga berimplikasi dengan tenaga kerja. Karena sebagai 

salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam 

meningkatkan produktivitas Daerah, sehingga apabila potensi 

tenaga kerja kita berkualitas maka akan berdampak positif pada 

peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun 

apabila tenaga kerja tersebut tidak di kelola dan dikendalikan 

secara baik maka akan berpotensi menjadi permasalahan (Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Utara, 2019: 16). 

Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan 

penanaman modal sebagai salah pilar pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini disebabkan karena Sumatera Utara tetap dianggap sebagai salah 

satu Provinsi yang memiliki daya tarik penanaman modal yang 

tinggi. Di sisi lain, Sumatera Utara menyediakan beragam sektor 
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penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin 

dominannya peran serta Sumatera Utara dalam beberapa event 

investasi baik sekala Nasional maupun Internasional. Secara 

perlahan, Sumatera Utara mulai diperhitungkan dalam forum-

forum ekonomi maupun politik Nasional. Sebagai informasi, 

Sumatera Utara termasuk Koridor Ekonomi Sumatera dalam 

pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi lndonesia 2011-2025 yang memiliki tema pembangunan 

sebagai “ entra Produksi dan Pengolahan hasil bumi dan  umbung 

Energi Nasional”. MP EI merupakan arah strategis dalam 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk 

periode 15 tahun terhitung sejak 2011 sampai 2025 dalam rangka 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005 – 2025 (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16). 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sesuai PP Nomor 

29 Tahun 2012, di mana tercakup dalam Program Nasional MP3EI 

(Master Plan Pengembangan Percepatan dan Perluasan Ekonomi 

lndonesia) 2011 - 2025 untuk koridor Sumatera di mana 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung Pengembangan 

Kawasan lndustri Kluster Kelapa Sawit Sei Mangkei karena 

kawasan ini beroperasi dari industri pengolahan kelapa sawit akan 

berkembang dengan cepat sehingga berdampak besar bagi 

pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan penyerapan tenaga 

kerja dengan jumlah cukup besar. Hal ini membawa pesan bahwa 

peluang penanaman modal di Sumatera Utara harus dimanfaatkan 

melalui peningkatan minat negara-negara penanaman modal, 

sehingga prospek peningkatan realisasi penanaman modal dapat 

dicapai (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16-17). 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara membuat langkah-langkah 

strategis dalam rangka menarik minat penanaman modal untuk di 

Sumatera Utara antara lain: 

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman 

modal di Surnatera Utara dan mengikuti berbagai event 

promosi baik di dalam maupun di luar negeri.  

2. Melaksanakan sosialisasi peraturan berkaitan penerbitan 

perizinan yang di limpahkan kepada DPMPPTSP ke 

Kab/Kota.  

3. Melakukan monitoring/pemantauan industri ke Kab/Kota 

dalam hal pemberian izin kepada industri tersebut  

4. Melakukan penyusunan Rancangan Umum Penanaman 

Modal Provsu  

5. Menyusun data potensial dan peluang investasi di 

Sumatera Utara.  

6. Melakukan sisten informasi di bidang penanaman modal 

dan perizinan rnelalui aplikasi SPIPISE dan SOS dalam 

rangka mempermudah penerbitan perizinan. 

Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Utara selaku Daerah di bidang 

Penananaman Modal dan Perizinan yang berada di tingkat Provinsi 

tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal 

apabila tidak dibantu atau di dukung oleh Kab/Kota se-Sumatera 

Utara dan lnstansi terkait, dengan demikian Kab/Kota diharapkan 

dapat mengembangkan investasi Sumatera Utara (Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Utara, 2019: 17). 

 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas dan 
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fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi (Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Sumatera Utara, 2019: 18), yaitu: Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, di mana hal tersebut terkait dengan 

Penanaman Modal maka perlu diperhatikan:  

a. Ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait 

informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan 

perizinan melalui penyederhanaan prosedur perizinan baik 

melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 

maupun integrasi teknologi informasi dalam pelayanan 

perizinan;  

b. Perlunya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus 

investasi dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean);  

c. Peningkatan capaian kinerja investasi (masih didominasi 

oleh PMDN) dan kemampuan kompetisi modal, barang dan 

jasa;  

d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam 

mengelola investasi daerah menghadapi MEA;  

e. Ketersediaan infrastruktur daerah dalam rnenunjang daya 

tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional 

investasi di daemh;  

f. Sarana dan prasarana dalam menunjang untuk 

melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan 

masih terbatas, antara lainnya belum tersesedianya 

Standard Operating Procedure (SOP) sesuai jumlah 

pendelegasian perizinan yang dilimpahkan dan pendukung 

OSS;  
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g. Belum semuanya Kabupaten/Kota Menyusun Rencana 

Umum Penanaman Modal (RUPM);  

h. Koordinasi dan kerjasama antara Kabupaten/Kota belum 

optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi 

dan peluang investasi maasing-masing Kebupa/Kota, 

melakukan promosi potensi dan peluang investasi yang 

disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara perlu 

mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan 

pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target 

dan meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara 

(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 18-19) antara lain:  

a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan di bidang 

penanaman modal;  

b. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya 

menggerakkan kembali kegiatan investasi di Daerah; 

c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih 

kondusif di daerah khususnya kab/kota antara lain 

dengan rencana pembuatan Perda tentang 

intensif/kemudahan di bidang penanaman modal, 

menghapus/mengurangi pungutan-pungutan serta 

memberikan pelayanan prima di bidang penanaman modal 

dan perizinan melalui OSS;  

d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa 

Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur untuk 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor 

untuk menanamkan modalnya;  
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e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan 

infrasuktur penunjang kegiatan investasi di Daerah; 

f. Mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun 

pelaku usaha di Daerah;  

g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi 

investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam 

dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet; 

dan  

h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman 

modal didaerah Meningkatkan kualitas data dan informasi 

penanaman modal di Daerah. 

Berdasarkan telahaan Renstra OPD DPMPPTSP Provinsi 

Sumatera Utara di bidang Penanaman Modal dan Perizinan dapat 

di lihat bahwa strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah 

merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu 

mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, 

program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan 

memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan 

yang dihadapi. Strategi yang diakomodir dari pakar kebijakan 

public yaitu dengan menggunakan "Metode Analisis SWOT secara 

internal dengan menerapkan comperative advantage stategy untuk 

mengantisipasi kekuatan yang dihadapkan pada kelemahan dengan 

menerapkan pendekatan mobilization stategi untuk 

mengantisaipasi peluang (opportunity) dihadapan 

tantangan/ancaman (threats) dari kondisi lingkungan strategis 

yang merupakan kondisi internal (Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 

2019: 21). 
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Adapun Sasaran Strategis DPMPPTSP Provinsi Sumatera 

Tahun Utara 2018-2023 (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 21) 

adalah sebagai berkut: 

Tabel 9 

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 

No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja 

1 Meningkatnya iklirn 

penanaman rnodal dalam 
rangka peningkatan daya 
saing penanaman modal 

• Perbaikan kernudahan 
rnemulai berusaha  

• Penyederhanaan bisnis 
proses perizinan investasi 

2 Meningkatnya kualitas 

pelayanan penanaman modal 
yang prima dan responsive 

dalam rangka peningkatan 
daya saing penanaman modal 

• lndeks Kepuasan 
Masyarakat (lKM) atas 
kualitas pelayanan  

• Jumlah perizinan dan non 
perizinan yang diterbitkan 

(izin) dalam waktu yang 
singkat. 

3 Meningkatnya kinerja 
lembaga melalui kersediaan 
sarana, prasarana, dan 

aparat dalam rangka 
menunjang dan DPMPPTSP 

• Kategori Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah 

(LAKIP) 

• lndeks Kualitas Pelayanan 

4 Meningkatkan realisasi 
penanaman moodal melalui 

kegiatan pemantauan, 
pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan penanaman 

modal dalam rangka 
peningkatan daya saing 
penanaman modal 

• Realisasi investasi 
penanarnan modal  

• Rasio PMDN 

5 Meningkatkan daya tarik 
penanaman modal melalui 

promosi yang terpadu dan 
efektif bagi penanaman 

modal dalam dan luar negeri 
yang berpijak pada 
peningkatan daya saing 

penanaman modal 

• Jumlah rencana investasi  

• Jumlah investasi 
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No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja 

6 Meningkatkan kerjasama 
internasional untuk 
mendorong investasi dan 

melindungi kepentingan 
nasional dalam rangka 

peningkatan daya saing 
penanaman modal 

• Jumlah 
kesapakatan/perjanjian 

penanaman modal 

 

Dalam mendukung sasaran strategis DPMPPTSP tersebut, 

terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang 

mempengaruhi pelayanan DPMPPTSP. Faktor pendorong (Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Sumatera Utara, 2019: 21-22) adalah: 

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan. 

2. Tersedianya aplikasi system Pelayanan lnformasi dan 

Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS. 

3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi. 

Adapun faktor penghambat (Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 

2019: 22) adalah:  

1. Pemprosesan berapa perizinan masih tergantung pada 

dinas teknis.  

2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian 

perizinan kepada DPMPPTSP.  

3. Belum adanya peta potensi investasi provinsi Sumatera 

Utara.  

4. Belum adanya regulasi penanaman modal.  

5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi 

perizinan.  

Langkah-langkah DPMPPTSP Provsu dalam pelaksanaan tugas 

di bidang penanaman modal dan perizinan (Dinas Penanaman 
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Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Utara, 2019: 22) adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan promosi peluang dan potensi pcnanaman 

modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-

bahan promosi dan mengikuti berbagai event pameran 

promosi baik di dalam maupun di luar negeri. 

b. Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera 

Utara untuk menyediakan data detail potensi dan peluang 

investasi di Daerah dan sektor masing-masing. 

c. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan dalam penanaman modal dan perizinan.  

d. Membuat SOP Perizinan sektor yang di delegasikan ke 

DPMPPTSP. 

Pemanfaatan lahan potensia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan merupakan implementasi langkah strategis 

dalam pengembangan dan peningkatan penanaman modal. 

Landasan hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada 

Pasal 15 memberikan amanat kepada Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS 

untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS 

dalam menyusun atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kab/kota. Prosedur penyusunan 

KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya di atur dengan 
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Permendagri Nomor 67 Tahun2012. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 

(DPMPPTSP) adalah bagian dari sistem pemerintahan Provinsi 

Sumatera Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksankaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat investor yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, aparatur yang ada di tuntut untuk lebih 

professional, ramah, transparan dan tepat waktu sesuai SOP dalam 

melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi 

Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Utara khususnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22).  

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat atau 

faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan 

penanaman modal dan pelayanan perizinan di tinjau dari implikasi 

RTRW dan KLHS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22-23), antara 

lain: 

a. Faktor penghambat lmplikasi RTRW:  

• Faktor keterbatasan anggaran.  

• Faktor keterbatasan kompetensi SDM.  

b. Faktor pendorong lmplikasi RTRW:  

• Faktor regulasitentang penanaman modal  

c. Faktor penghambat lmplikasi KLHS:   

• Faktor latar belakang pendidikan aparatur.  

• Budaya/etos kerja.  
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d. Faktor pendorong lmplikasi KLHS:  

• Regulasi tentang penanaman modal.  

• Koordinasi yang baik antar apatur.  

• Solidaritas yang tinggi antar apamtur (pimpinan dan 

bawahan). 

Adapun Pemetaan Potensi Penanaman Modal dari berbagai 

sektor di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

Peta 1 

Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Tanaman Pangan 
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Peta 2 
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertanian Kawasan 

Agropolitan 

 



151 
 

 

 

Peta 3 
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Perkebunan 
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Peta 4 
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertambangan 
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Peta 5 
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Periwisata 
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Peta 6 
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Industri 
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Peta 7 
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Darat 
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Peta 8 
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Laut 
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Peta 9 
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Udara 
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Selanjutnya, dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan 

dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 

2021 di Hotel Santika Medan, terkait prospek Investasi dan faktor 

penghambatnya di Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Tugas/Plt. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, disampaikan: 
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5. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara 

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non 

Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 

2021 di Hotel Santika Medan, terkait Dukungan BUMD untuk 

Pengembangan Investasi, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan: 
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6. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 

Realisasi Produksi Tahun 2017 – 2020 terhadap pengolalaan lahan 

hutan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 10 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016  

Komoditi: Karet 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 1,435.03 5,207.20 460.00 7,102.23 6,870.93 1,319.51 5,73 
2. Langkat 3,475.00 40,151.00 102.00 43,728.00 41,461.87 1,032.65 22,991.00 
3. Simalungun 1,510.19 12,894.62 0.00 14,404.81 13,402.78 1,039.41 9,040.00 
4. Karo 64.00 66.00 1.00 131.00 71.60 1,084.85 165.00 
5. Dairi 209.00 249.00 39.00 497.00 269.50 1,082.33 537.00 
6. Tap. Utara 934.29 8,150.75 144.89 9,229.93 5,437.65 667.13 16,370.00 
7. Tap. Tengah 4,036.07 24,074.00 4,499.00 32,609.07 21,152.98 878.66 26,945.00 
8. Nias 1,015.00 2,232.00 395.00 3,642.00 3,064.00 1,372.76 3,822.00 
9. Nias Utara 1,597.00 8,142.00 1,314.00 11,053.00 9,278.96 1,139.64 7,558.00 
10. Nias Barat 1,457.00 3,493.00 1,409.00 6,359.00 2,455.00 702.83 8,178.00 
11. Kota Gunung Sitoli 625.79 2,447.55 1,877.00 4,950.34 2,510.00 1,025.52 1,801.00 
12. Nias Selatan 3,209.00 7,893.00 497.00 11,599.00 10,549.00 1,336.50 7,812.00 
13. Tap. Selatan 5,958.00 14,349.00 8,253.50 28,560.50 7,723.75 538.28 28,124.00 
14. Lab. Batu 1,726.00 21,807.00 101.00 23,634.00 24,601.42 1,128.14 10,454.00 
15. Lab. Batu Utara 1,171.00 22,306.00 128.00 23,605.00 27,163.14 1,217.75 14,309.00 
16. Lab. Batu Selatan 691.00 25,447.00 322.00 26,460.00 29,882.00 1,174.28 14,114.00 
17. Asahan 595.68 6,389.00 380.00 7,364.68 9,321.53 1,459.00 8,567.00 
18. Mandailing Natal 2,653.81 40,456.05 22,646.56 65,756.42 64,985.23 1,606.32 24,660.00 
19. Toba Samosir 77.00 425.00 26.13 528.13 561.15 1,320.35 68.00 
20. Humbang Hasundutan 1,076.00 2,984.26 199.00 4,259.26 2,365.98 792.82 3,100.00 
21. Pak-Pak Bharat 327.00 724.00 108.00 1,159.00 686.70 948.48 988.00 
22. Samosir - - - - - - - 
23. Serdang Bedagai 1,082.80 10,628.50 30.80 11,742.10 12,938.14 1,217.31 10,853.00 
24. Padang Lawas Utara 12,948.00 26,284.00 613.00 39,845.00 29,289.00 1,114.33 19,494.00 
25. Batu Bara 250.00 304.00 20.00 574.00 415.00 1,365.13 453.00 
26. Padang Lawas 7,035.00 4,986.50 2,678.29 14,699.79 4,890.94 980.84 6,244.00 
27. Kota Padangsidimpuan 106.00 808.00 123.00 1,037.00 413.00 511.14 912.00 

 Jumlah 55,264.66 292,898.43 46,367.17 394,530.26 331,761.25 1,132.68 253,292.00 

 

Tabel 11 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016 

Komoditi: Kopi Robusta 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang - - - - - - - 
2. Langkat - - - - - - - 
3. Simalungun 0.00 2,023.88 416.38 2,440.26 2,155.64  1,065.10 3,228.00 
4. Karo - - - - - - - 
5. Dairi 54.00 4,530.00 3,386.00 7,970.00 2,806.00   619.43 13,745.00 
6. Tap. Utara 58.25 1,056.49 245.50 1,360.24  546.93   517.69 2,554.00 
7. Tap. Tengah 58.00 85.00 44.00 187.00  79.95   940.59 378.00 
8. Nias 52.00 72.00 82.00 206.00  38.00   527.78 355.00 
9. Nias Utara 23.00 84.00 190.00 297.00  57.00   678.57 402.00 
10. Nias Barat 6.00 46.00 63.00 115.00  21.01   456.74 138.00 
11. Kota Gunung Sitoli 29.00 90.00 16.00 135.00  48.00   533.33 195.00 
12. Nias Selatan - - - - - - - 
13. Tap. Selatan 984.00 309.25 339.24 1,632.49  275.48   890.80 1,219.00 
14. Lab. Batu - - - - - - - 
15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 
16. Lab. Batu Selatan 9.00 9.00 2.00 20.00  6.00   666.67 23.00 
17. Asahan - - - - - - - 
18. Mandailing Natal 14.90 556.75 544.80 1,116.45 412.13 740.24 1,329.00 
19. Toba Samosir - - - - - - - 
20. Humbang Hasundutan - - - - - - - 
21. Pak-Pak Bharat 16.93 242.00 29.14 288.07 166.76 689.09 505.00 
22. Samosir - - - - - - - 
23. Serdang Bedagai - - - - - - - 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

24. Padang Lawas Utara 196.00 549.00 50.00 795.00 322.00 586.52 2,018.00 
25. Batu Bara - - - - - - - 
26. Padang Lawas 138.00 467.54 277.00 882.54 386.00 825.60 1,235.00 
27. Kota Padangsidimpuan 3.00 50.00 1.00 54.00 32.00 640.00 60.00 

 Jumlah 1,642.08     10,170.91 5,686.06    17,499.05      7,352.90         722.93   27,384.00 

 

Tabel 12 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016 

Komoditi: Kopi Arabika 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 133.00 325.55 30.00 488.55 307.00 943.02 586.00 
2. Langkat 2.00 64.00 2.00 68.00 53.35 833.59 143.00 
3. Simalungun 964.48 6,732.45 56.32 7,753.25 9,815.37 1,457.92 17,209.00 
4. Karo 2,731.00 5,019.00 312.00 8,062.00 5,270.00 1,050.01 11,076.00 
5. Dairi 2,110.00 7,128.00 1,070.00 10,308.00 8,541.00 1,198.23 14,541.00 
6. Tap. Utara 3,699.87 10,131.50 348.34 14,179.71 13,562.05 1,338.60 24,203.00 
7. Tap. Tengah - - - - - - - 
8. Nias - - - - - - - 
9. Nias Utara - - - - - - - 
10. Nias Barat - - - - - - - 
11. Kota Gunung Sitoli - - - - - - - 
12. Nias Selatan - - - - - - - 
13. Tap. Selatan 1,194.40 607.75 1,138.76 2,940.91 554.22 911.92 2,373.00 
14. Lab. Batu - - - - - - - 
15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 
16. Lab. Batu Selatan - - - - - - - 
17. Asahan - - - - - - - 
18. Mandailing Natal 805.11 1,545.47 212.27 2,562.85 1,885.60 1,220.08 3,537.00 
19. Toba Samosir 815.50 2,549.95 193.38 3,558.83 3,398.45 1,332.75 1,898.00 
20. Humbang Hasundutan 2,219.79 7,907.34 1,177.02 11,304.15 6,632.32 838.75 28,361.00 
21. Pak-Pak Bharat 121.00 912.00 52.00 1,085.00 852.00 934.21 1,329.00 
22. Samosir 1,150.18 2,659.50 412.60 4,222.28 3,091.00 1,162.25 5,279.00 
23. Serdang Bedagai - - - - - - - 
24. Padang Lawas Utara - - - - - - - 
25. Batu Bara - - - - - - - 
26. Padang Lawas - - - - - - - 
27. Kota Padangsidimpuan - - - - - - - 

 Jumlah    15,946.33 45,582.51 5,004.69    66,533.53    53,962.36      1,183.84  110,535.00 

 

Tabel 13 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016 

Komoditi: Kelapa 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 890.90 3,125.50 102.00 4,118.40 3,045.15 974.29 10,873.00 
2. Langkat 559.00 3,240.00 46.00 3,845.00 3,714.50 1,146.45 4,178.00 
3. Simalungun 18.65 2,519.29 413.68 2,951.62 2,365.50 938.96 12,578.00 
4. Karo 67.00 1,033.00 121.00 1,221.00 781.16 756.21 2,057.00 
5. Dairi 45.00 508.00 14.00 567.00 375.60 739.37 1,226.00 
6. Tap. Utara 79.75 225.85 39.25 344.85 253.17 1,120.97 450.00 
7. Tap. Tengah 669.00 4,415.00 633.00 5,717.00 6,165.00 1,396.38 6,441.00 
8. Nias 131.00 3,085.00 254.00 3,470.00 3,591.00 1,164.02 3,403.00 
9. Nias Utara 412.00 14,898.00 671.00 15,981.00 15,072.00 1,011.68 8,269.00 
10. Nias Barat 159.00 1,565.50 1,024.00 2,748.50 990.00 632.39 2,822.00 
11. Kota Gunung Sitoli 45.00 914.00 664.00 1,623.00 1,006.00 1,100.66 745.00 
12. Nias Selatan 3,126.00 12,627.00 3,858.00 19,611.00 12,407.00 982.58 9,267.00 
13. Tap. Selatan 86.00 279.50 113.00 478.50 246.60 882.29 3,306.00 
14. Lab. Batu 28.00 3,128.00 22.00 3,178.00 3,038.70 971.45 4,386.00 
15. Lab. Batu Utara 110.00 5,861.00 97.00 6,068.00 7,025.00 1,198.60 9,874.00 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

16. Lab. Batu Selatan 22.00 65.00 3.00 90.00 60.00 923.08 585.00 
17. Asahan 1,208.8

2 
22,198.43 357.37 23,764.62 21,774.92 980.92 30,509.00 

18. Mandailing Natal 120.71 1,703.63 820.64 2,644.98 1,590.64 933.68 1,058.00 

19. Toba Samosir 17.12 28.34 9.21 54.67 22.49 793.58 186.00 

20. Humbang Hasundutan 93.28 167.10 165.17 425.55 161.00 963.49 1,258.00 

21. Pak-Pak Bharat 32.00 49.00 9.00 90.00 40.00 816.33 281.00 

22. Samosir 34.70 61.50 7.05 103.25 52.40 852.03 494.00 

23. Serdang Bedagai 75.80 2,024.75 2.95 2,103.50 2,396.40 1,183.55 8,182.00 

24. Padang Lawas Utara 275.00 626.00 182.00 1,083.00 365.00 583.07 6,097.00 
25. Batu Bara 235.00 6,618.05 247.00 7,100.05 5,198.00 785.43 9,653.00 
26. Padang Lawas 108.92 733.83 34.25 877.00 1,797.77 2,449.85 1,397.00 
27. Kota Padangsidimpuan 76.00 274.00 17.00 367.00 1,089.00 3,974.45 405.00 

 Jumlah        8,725.65          
91,974.27 

       9,926.57    110,626.49      94,624.00   1,028.81    139,980.00 

 

Tabel 14 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016 

Komoditi: Kakao 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 1,216.10 4,461.15 476.50 6,153.75 4,303.14 964.58 8,397.00 
2. Langkat 484.00 2,531.00 49.00 3,064.00 2,626.06 1,037.56 2,577.00 
3. Simalungun 320.29 5,352.86 143.89 5,817.04 5,754.32 1,075.00 6,429.00 
4. Karo 1,383.00 3,318.00 23.00 4,724.00 3,215.86 969.22 6,975.00 
5. Dairi 286.00 339.00 16.00 641.00 369.70 1,090.56 1,147.00 
6. Tap. Utara 991.12 1,955.00 64.50 3,010.62 1,404.20 718.26 3,642.00 
7. Tap. Tengah 1,030.00 1,997.00 111.00 3,138.00 2,772.97 1,388.57 4,104.00 
8. Nias 339.00 785.00 268.00 1,392.00 760.00 968.15 2,931.00 
9. Nias Utara 3,127.00 2,795.00 579.00 6,501.00 2,889.00 1,033.63 3,791.00 
10. Nias Barat 261.00 568.00 344.00 1,173.00 490.00 862.68 1,309.00 
11. Kota Gunung Sitoli 181.00 218.00 28.00 427.00 273.00 1,252.29 636.00 
12. Nias Selatan 1,605.00 3,069.00 152.00 4,826.00 2,702.00 880.42 3,942.00 
13. Tap. Selatan 1,033.00 2,521.50 197.00 3,751.50 2,448.58 971.08 6,448.00 
14. Lab. Batu 48.00 463.00 14.00 525.00 263.34 568.77 294.00 
15. Lab. Batu Utara 141.00 394.00 23.00 558.00 371.00 941.62 354.00 
16. Lab. Batu Selatan 48.00 220.00 14.00 282.00 228.00 1,036.36 166.00 
17. Asahan 1,587.00 5,495.50 498.00 7,580.50 6,342.61 1,154.15 6,671.00 
18. Mandailing Natal 322.53 3,322.36 568.89 4,213.78 3,464.45 1,042.77 3,285.00 
19. Toba Samosir 55.55 116.47 8.93 55.56 39.17 336.31 153.00 
20. Humbang Hasundutan 752.68 897.70 122.79 1,773.17 520.01 579.27 2,142.00 
21. Pak-Pak Bharat 77.00 178.00 9.25 264.25 93.94 527.75 288.00 
22. Samosir 162.00 121.00 23.00 306.00 112.00 925.62 893.00 
23. Serdang Bedagai 37.45 1,176.70 20.80 1,234.95 1,122.29 953.76 4,674.00 
24. Padang Lawas Utara 302.00 456.00 138.00 896.00 381.06 835.66 1,101.00 
25. Batu Bara 279.00 1,033.00 117.00 1,429.00 1,164.00 1,126.82 1,428.00 
26. Padang Lawas 159.00 230.95 56.00 445.95 184.55 799.09 284.00 
27. Kota Padangsidimpuan 6.00 118.00 5.00 129.00 96.00 813.56 158.00 

 Jumlah 16,233.72 44,133.19 4,070.55 64,437.46 44,391.25 1,005.85 74,219.00 

 

Tabel 15 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2016 

Komoditi: Kelapa Sawit 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 3,014.00 12,398.10 115.00 15,527.10 MS    46,266.66 MS   3,731.75       9,109.00 

      TBS   210,303.00 TBS  16,92.52  
      IS           6,309.09 IS          508.88  

2. Langkat 6,633.00 40,163.00 282.00 47,078.00 MS      63,823.35 MS     4,078.96 1        5,136.00 

      TBS  744,651.59 TBS   8,540.74  
      IS        22,339.55 IS          556.22  
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No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 
3. Simalungun 2,228.07 26,911.83 3.00 29,142.90 MS    121,788.87  MS    4,525.48        3,838.00 

      TBS  553,585.77 TBS 20,570.35  
      IS        16,607.57 IS         617.11  
4. Karo 441.00 1,109.00 0.00 1,550.00 MS         4,311.80 MS    3,888.01        649.00 

      TBS    19,599.09 TBS 17,672.76  
      IS              587.97 IS          530.18  
5. Dairi 38.00 127.00 19.00 184.00 MS           286.00 MS    2,251.97        157.00 

      TBS      1,300.00 TBS 10,236.22  
      IS               39.00 IS          307.09  
6. Tap. Utara 20.25 11.00 2.00 33.25 MS             37.55 MS    3,413.64        108.00 

      TBS          170.68 TBS 15,516.53  
      IS                  5.12 IS          465.50  
7. Tap. Tengah 1,585.00 1,666.00 43.00 3,294.00 MS         6,481.11 MS    3,890.22        3,580.00 

      TBS    29,459.59 TBS 17,682.83  
      IS              883.79 IS          530.48  
8. Nias                    -                       -                    -                      - MS                       - MS                 -                      - 

      TBS                      - TBS                 -  
      IS                         - IS                     -  
9. Nias Utara                    -                       -                   -                      - MS                       - MS                  -                      - 

      TBS                      - TBS                 -  
      IS                          - IS                     -  

10. Nias Barat                  -                     -                  -                     - MS                      - MS                 -                    - 

      
TBS                      - TBS                 - 

 
      

IS                          - IS                     - 
 

11. Kota Gunung Sitoli                   -                     -                   -                      - MS                       - MS                  -                    - 

      
TBS                      - TBS                 - 

 
      

 IS                          -  IS                     - 
 

12. Nias Selatan 685.00    67.00  4.00   756.00 MS               60.00 MS        895.52          590.00 

      TBS           272.73 TBS   4,070.56  
      IS                   8.18 IS          122.12  
13. Tap. Selatan 2,229.50 2,948.25 31.00 5,208.75 MS       11,877.70 MS     4,028.73          2,544.00 

      TBS      53,989.55 TBS 18,312.40  
      IS            1,619.69 IS          549.37  
14. Lab. Batu 2,807.00 31,902.00           104.00 34,813.00 MS     118,086.66 MS     3,701.54      19,423.00 

      TBS    536,757.55 TBS 16,825.20  
      IS          16,102.73 IS          504.76  

15. Lab. Batu Utara        4,639.00        59,724.00           620.00 64,983.0

0 
MS      189,210.00 MS     3,168.07   16,194.00 

      TBS    860,045.45 TBS 14,400.33  
      IS          25,801.36 IS           432.01  
16. Lab. Batu Selatan        1,766.00        40,210.00           595.00        42,571.00 MS      136,252.00 MS     3,388.51   14,223.00 

      TBS    619,327.27 TBS 15,402.32  
      IS          18,579.82 IS           462.07  
17. Asahan        6,958.66 64,89

2.50 
       1,085.00        72,936.16 MS      231,035.00 MS     3,560.27   34,283.00 

      TBS 1,050,159.09 TBS 16,183.06  
      IS          31,504.77 IS          485.49  
18. Mandailing Natal 2,136.69        14,127.20             13.76        16,277.65 MS        56,809.04 MS     4,021.25        5,804.00 

      TBS    258,222.91 TBS 18,278.42  
      IS            7,746.69 IS          548.35  
19. Toba Samosir 142.02 528.01 15.38             685.41 MS          1,800.70 MS     3,410.35 251.00 

      TBS         8,185.00 TBS 15,501.60  
      IS                245.55 IS          465.05  
20. Humbang Hasundutan 61.23             212.42 24.31             297.96 MS              275.98 MS     1,299.22 345.00 

      TBS         1,254.45 TBS   5,905.54  
      IS                  37.63 IS          177.17   

21. Pak-Pak Bharat          191.00        1,117.00           77.00         1,385.00 MS          1,184.50 MS     1,060.43         1,447.00 

      TBS         5,384.09 TBS   4,820.14  
      IS                161.52 IS          144.60  

22. Serdang Bedagai       1,412.33      11,326.63           37.10       12,776.06 MS        36,471.79 MS     3,220.00        12,398.00 

      TBS     165,780.86 TBS 14,636.38  
      IS             4,973.43 IS          439.09  

23. Padang Lawas Utara 9,431.00 17,749.00 271.00 27,451.00 MS         64,999.00 MS     3,662.12       13,441.00 

      TBS     295,450.00 TBS 16,646.01  
      IS             8,863.50 IS          499.38  

24. Batu Bara 2,277.00 6,302.00 381.00 8,960.00 MS         22,761.00 MS     3,611.71         7,123.00 

      TBS     103,459.09 TBS 16,416.87  
      IS             3,103.77 IS          492.51  
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No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 
25. Padang Lawas 6,877.00 26,046.00 103.00 33,026.00 MS        96,365.00 MS     3,699.80       10,800.00 

      TBS    438,022.73 TBS 16,817.27  
      IS          13,140.68 IS          504.52  

26. Samosir - - - - MS                        - MS                   -                      - 

      TBS                       - TBS                 - 
 

      IS                           - IS                     - 
 

27. Kota Padangsidimpuan 7.00 34.00 16.00 57.00 MS                53.00 MS     1,558.82              63.00 

      TBS             240.91 TBS   7,085.56  
      IS                     7.23 IS          212.57  
 Jumlah 55,579.75 359,571.94 3,841.55 418,993.24 MS   1,310,236.71 MS     3,643.88       81,506.00 
      TBS  5,955,621.41 TBS 16,563.09  

      IS         178,668.64 IS          496.89  

 

Tabel 16 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2017 

Komoditi: Karet 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK TBM T
M 

TTM Total 
1. Deli Serdang 776,00         4.089,00 405,30 5.270,30 3.636,85 889,42 4.732 
2. Langkat 2.165,00 38.654,

00 
107,00 40.926,00 39.023,00 1.009,55 20.167 

3. Simalungun 774,97 10.771,

07 
1.900,50 13.446,54 12.142,58 1.127,33 9.040 

4. Karo 49,00 86,

00 
- 135,00 72,60 844,19 168 

5. Dairi 227,70 256,

60 
9,00 493,30 133,50 520,27 386 

6. Tap. Utara 705,75 8.383,

05 
114,60 9.203,40 5.478,40 653,51 2.554 

7. Tap. Tengah 3.152,00 25.048,

00 
4.406,00 32.606,00 23.518,41 938,93 26.944 

8. Nias 1.018,00 2.236,

00 
398,00 3.652,00 3.113,00 1.392,22 3.832 

9. Nias Utara 1.603,32 8.145,

00 
1.316,00 11.064,32 9.285,25 1.139,99 7.563 

10. Nias Barat 1.463,00 3.496,

00 
1.412,00 6.371,00 2.473,00 707,38 8.201 

11. Kota Gunung Sitoli 575,14 1.989,

59 
1.393,96 3.958,69 1.345,76 676,40 1.746 

12. Nias Selatan 1.773,75 9.663,

00 
261,00 11.697,75 10.281,43 1.064,00 6.957 

13. Tap. Selatan 5.968,25 10.006,

25 
10.685,50 26.660,00 7.757,25 775,24 28.124 

14. Lab. Batu 1.311,00 21.205,

00 
259,00 22.775,00 23.224,56 1.095,24 9.929 

15. Lab. Batu Utara 4.371,32 16.316,

20 
6.206,00 26.893,52 16.240,00 995,33 29.176 

16. Lab. Batu Selatan 687,00 25.448,

00 
326,00 26.461,00 29.903,00 1.175,06 14.114 

17. Asahan 275,15 5.012,

42 
306,96 5.594,53 5.405,96 1.078,51 4.914 

18. Mandailing Natal 1.348,04 39.214,

81 
24.012,57 64.575,42 52.352,40 1.335,02 24.539 

19. Toba Samosir 24,00 78,

40 
8,00 110,40 83,20 1.061,22 31 

20. Humbang Hasundutan 843,00 3.191,

76 
261,47 4.296,23 2.395,01 750,37 3.106 

21. Pak-Pak Bharat 245,00 824,

50 
98,37 1.167,87 791,31 959,75 1.018 

22. Samosir - - - - - - - 
23. Serdang Bedagai 1.082,80 10.628,

50 
30,80 11.742,10 12.622,48 1.187,61 10.746 

24. Padang Lawas Utara 12.573,00 26.675,

00 
672,00 39.920,00 29.889,79 1.120,52 19.494 

25. Batu Bara 239,00 315,

00 
20,00 574,00 559,42 1.775,94 453 

26. Padang Lawas 3.659,25 14.840,

00 
3.817,00 22.316,25 18.158,50 1.223,62 5.236 

27. Kota Padangsidimpuan 339,50 841,

30 
97,60 1.278,40 1.190,00 1.414,48 905 

 Jumlah 47.249,94 287.414,

45 
58.524,63 393.189,02 311.076,66 1.082,33 244.075 

 

Tabel 17 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 

Komoditi: Kopi Robusta 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang - - - - - - - 
2. Langkat - - - - - - - 
3. Simalungun - 2.023,88 416,38 2.440,26 2.155,64 1.065,10 3.228,00 
4. Karo - - - - - - - 
5. Dairi - 5.045,00 4.482,00 9.527,00 3.677,00 728,84 8.170,00 
6. Tap. Utara 14,25 1.100,99 204,25 1.319,49 567,82 515,74 2.554,00 
7. Tap. Tengah 53,00 26,00 100,00 179,00 20,42 785,40 378,00 
8. Nias 50,00 73,00 84,00 207,00 45,00 616,44 355,00 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 
(Kg/Ha/Thn) 

KK 
TBM TM TTM Total 

9. Nias Utara 21,00 86,00 190,00 297,00 57,00 662,79 403,00 
10. Nias Barat 6,50 46,00 63,00 115,50 21,00 456,52 138,00 
11. Kota Gunung Sitoli 21,00 90,00 13,00 124,00 43,00 477,78 169,00 
12. Nias Selatan - - - - - - - 
13. Tap. Selatan 989,50 324,50 325,50 1.639,50 290,48 895,16 1.219,00 
14. Lab. Batu - - - - - - - 
15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 
16. Lab. Batu Selatan 9,00 7,00 2,00 18,00 6,00 857,14 22,00 
17. Asahan - - - - - - - 
18. Mandailing Natal 16,93 539,76 552,70 1.109,39 399,90 740,88 1.320,00 
19. Toba Samosir - - - - - - - 
20. Humbang Hasundutan - - - - - - - 
21. Pak-Pak Bharat 16,93 242,00 29,14 288,07 166,76 689,09 505,00 
22. Samosir - - - - - - - 
23. Serdang Bedagai - - - - - - - 
24. Padang Lawas Utara 188,00 545,00 36,00 769,00 322,00 590,83 2.018,00 
25. Batu Bara - - - - - - - 
26. Padang Lawas 129,14 635,22 75,70 840,06 674,00 1.061,05 1.235,00 
27. Kota Padangsidimpuan 21,90 44,60 2,40 68,90 38,70 867,71 85,00 

 Jumlah 1.537,15 10.828,95 6.576,07 18.942,17 8.484,72 783,52 21.799,00 

 

Tabel 18 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 

Komoditi: Kopi Arabika  

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 129,80 559,25 - 689,05 447,40 800,00 1.412,00 
2. Langkat 2,40 66,00 2,00 70,40 61,24 927,88 143,00 
3. Simalungun 1.033,78 6.753,38 56,32 7.843,48 9.743,50 1.442,76 17.209,00 
4. Karo 2.590,44 5.755,00 33,00 8.378,44 6.877,02 1.194,96 11.165,00 
5. Dairi 2.346,00 8.160,00 876,00 11.382,00 8.409,00 1.030,51 14.388,00 
6. Tap. Utara 2.053,01 12.052,36 379,69 14.485,06 13.923,52 1.155,25 24.203,00 
7. Tap. Tengah - - - - - - - 
8. Nias - - - - - - - 
9. Nias Utara - - - - - - - 
10. Nias Barat - - - - - - - 
11. Kota Gunung Sitoli - - - - - - - 
12. Nias Selatan - - - - - - - 
13. Tap. Selatan 1.260,90 963,50 906,00 3.130,40 1.073,86 1.114,54 2.373,00 
14. Lab. Batu - - - - - - - 
15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 
16. Lab. Batu Selatan - - - - - - - 
17. Asahan - - - - - - - 
18. Mandailing Natal 881,73 1.762,32 263,80 2.907,85 2.154,31 1.222,43 4.013,00 
19. Toba Samosir 1.021,88 2.892,59 161,89 4.076,36 3.741,00 1.293,30 2.062,00 
20. Humbang Hasundutan 2.270,14 7.927,34 1.177,02 11.374,50 6.807,10 858,69 28.369,00 
21. Pak-Pak Bharat 165,00 644,00 140,14 949,14 1.050,79 1.631,66 1.417,00 
22. Samosir 949,14 3.660,10 304,00 4.913,24 3.866,35 1.056,35 5.332,00 
23. Serdang Bedagai - - - - - - - 
24. Padang Lawas Utara - - - - - - - 
25. Batu Bara - - - - - - - 
26. Padang Lawas - - - - - - - 
27. Kota Padangsidimpuan - - - - - - - 

 Jumlah 14.704,22 51.195,84 4.299,86 70.199,92 58.155,09 1.135,93 112.086,00 
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Tabel 19 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 
Komoditi: Kelapa 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 810,15 1.995,50 437,85 3.243,50 3.032,00 1.519,42 10.916,00 
2. Langkat 556,00 3.239,00 46,32 3.841,32 3.703,45 1.143,39 4.028,00 
3. Simalungun 18,65 2.519,29 413,68 2.951,62 2.365,51 938,96 12.578,00 
4. Karo 15,00 1.712,00 127,00 1.854,00 794,73 464,21 2.804,00 
5. Dairi 63,30 618,20 16,80 698,30 449,88 727,73 1.224,00 
6. Tap. Utara 68,75 242,10 30,65 341,50 264,16 1.091,12 450,00 
7. Tap. Tengah 627,00 4.519,00 563,00 5.709,00 6.498,45 1.438,03 6.441,00 
8. Nias 142,00 3.089,00 258,00 3.489,00 3.614,00 1.169,96 3.416,00 
9. Nias Utara 416,00 14.903,00 672,00 15.991,00 15.084,00 1.012,15 8.272,00 
10. Nias Barat 178,00 1.582,00 1.030,00 2.790,00 1.003,25 634,17 2.912,00 
11. Kota Gunung Sitoli 35,40 910,70 672,33 1.618,43 885,57 972,41 695,00 
12. Nias Selatan 3.392,00 12.887,75 3.863,00 20.142,75 13.124,97 1.018,41 9.632,00 
13. Tap. Selatan 80,00 344,50 25,50 450,00 300,10 871,12 3.318,00 
14. Lab. Batu 28,00 3.188,00 62,00 3.278,00 2.625,75 823,64 2.606,00 
15. Lab. Batu Utara 148,14 5.889,45 92,00 6.129,59 7.968,36 1.352,99 11.489,00 
16. Lab. Batu Selatan 24,00 69,00 3,00 96,00 74,25 1.076,09 587,00 
17. Asahan 866,45 20.977,00 216,17 22.059,62 22.486,37 1.071,95 31.597,00 
18. Mandailing Natal 105,62 1.659,44 877,42 2.642,48 1.549,00 933,45 1.057,00 
19. Toba Samosir 43,80 61,46 33,25 138,51 51,75 842,01 782,00 
20. Humbang Hasundutan 87,28 173,10 163,67 424,05 196,00 1.132,29 1.261,00 
21. Pak-Pak Bharat 10,50 46,00 3,00 59,50 43,00 934,78 566,00 
22. Samosir 17,85 42,90 2,10 62,85 23,12 538,93 112,00 
23. Serdang Bedagai 78,00 2.044,43 3,25 2.125,68 3.127,98 1.530,00 8.209,00 
24. Padang Lawas Utara 264,00 629,00 169,00 1.062,00 865,00 1.375,20 6.097,00 
25. Batu Bara 238,45 6.621,00 247,00 7.106,45 5.204,00 785,98 9.656,00 
26. Padang Lawas 117,85 326,84 77,93 522,62 432,00 1.321,75 994,00 
27. Kota Padangsidimpuan 126,40 249,40 22,78 398,58 489,90 1.964,31 895,00 

 Jumlah 8.558,59 90.539,06 10.128,70 109.226,35 96.256,55 1.063,15 142.594,00 

 

Tabel 20 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 

Komoditi: Kakao 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) Kk 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 489,22 3.631,40 408,48 4.529,10 3.796,57 1.045,48 8.387,00 
2. Langkat 465,00 2.503,00 48,00 3.016,00 2.887,00 1.153,42 2.487,00 
3. Simalungun 221,29 5.342,85 143,89 5.708,03 5.954,30 1.114,44 6.367,00 
4. Karo 1.194,00 3.392,00 23,00 4.609,00 3.310,83 976,07 7.085,00 
5. Dairi 288,57 639,11 - 927,68 318,89 498,96 1.108,00 
6. Tap. Utara 663,39 2.628,28 65,00 3.356,67 2.772,65 1.054,93 4.642,00 
7. Tap. Tengah 976,00 1.952,00 202,00 3.130,00 2.158,14 1.105,61 3.804,00 
8. Nias 336,00 785,00 274,00 1.395,00 761,20 969,68 2.928,00 
9. Nias Utara 3.125,00 2.796,34 582,00 6.503,34 2.895,00 1.035,28 3.791,00 
10. Nias Barat 275,25 582,00 346,00 1.203,25 602,00 1.034,36 1.385,00 
11. Kota Gunung Sitoli 139,84 232,26 21,53 393,63 272,90 1.174,98 469,00 
12. Nias Selatan 1.458,00 4.277,00 126,00 5.861,00 3.660,12 855,77 3.991,00 
13. Tap. Selatan 1.138,00 2.460,50 174,00 3.772,50 2.940,58 1.195,11 6.097,00 
14. Lab. Batu 46,00 373,00 16,00 435,00 263,34 706,01 294,00 
15. Lab. Batu Utara 89,39 411,55 34,00 534,94 415,00 1.008,38 561,00 
16. Lab. Batu Selatan 48,00 221,00 14,00 283,00 228,00 1.031,67 164,00 
17. Asahan 139,57 1.201,99 89,82 1.431,38 610,38 507,81 13.792,00 
18. Mandailing Natal 118,70 3.000,13 679,05 3.797,88 3.017,37 1.005,75 3.038,30 
19. Toba Samosir 126,33 163,83 6,00 296,16 236,75 1.445,10 759,00 
20. Humbang Hasundutan 886,00 1.011,00 132,00 2.029,00 1.205,00 1.191,89 2.232,00 
21. Pak-Pak Bharat 77,00 178,00 9,25 264,25 93,70 526,40 288,00 
22. Samosir 41,80 163,50 12,70 218,00 115,55 706,73 342,00 
23. Serdang Bedagai 16,75 1.194,60 23,00 1.234,35 1.143,19 956,96 4.674,00 
24. Padang Lawas Utara 297,50 462,50 136,00 896,00 381,06 823,91 1.051,00 
25. Batu Bara 263,00 1.049,00 117,00 1.429,00 1.166,00 1.111,53 1.428,00 
26. Padang Lawas 232,71 324,44 61,00 618,15 213,00 892,15 321,00 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 
(Kg/Ha/Thn) 

KK 
TBM TM TTM Total 

27. Kota Padangsidimpuan 7,00 123,00 5,00 135,00 102,00 829,27 176,00 

 Jumlah 13.159,31 41.099,28 3.748,72 58.007,31 41.520,52 1.010,25 81.661 

 

Tabel 21 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 

Komoditi: Kelapa Sawit 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 
(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

12. Nias Selatan 745,50 181,50 - 927,00 MS                      910,00 MS            5.013,77 951,00 

      TBS                  4.136,36 TBS          22.789,86  
      IS                     124,09 IS                683,69  
13. Tap. Selatan 2.257,00 3.093,25 64,00 5.414,25 MS                12.267,42 MS            3.965,87 2.576,00 

      TBS                55.761,00 TBS          18.026,67  
      IS                  1.672,83 IS                540,80  
14. Lab. Batu 2.020,00 32.171,00 148,00 34.339,00 MS             118.988,45 MS            3.698,62 19.923,00 

      TBS             540.856,59 TBS          16.811,93  
      IS                16.225,70 IS                504,36  
15. Lab. Batu Utara 6.264,00 64.600,00 625,00 71.489,00 MS             203.321,25 MS            3.147,39 20.618,00 

      TBS             924.187,50 TBS          14.306,31  
      IS                27.725,63 IS                429,19  
16. Lab. Batu Selatan 1.773,00 40.215,00 597,00 42.585,00 MS             136.303,00 MS            3.389,36 14.223,00 

      TBS             619.559,09 TBS          15.406,17  
      IS                18.586,77 IS                462,19  
17. Asahan 1.034,80 75.165,40 593,72 76.793,92 MS             350.928,00 MS            4.668,74 34.762,00 

      TBS          1.595.127,27 TBS          21.221,56  
      IS                47.853,82 IS                636,65  
18. Mandailing Natal 2.198,37 15.747,51 10,76 17.956,64 MS                63.944,94 MS            4.060,64 5.792,00 

      TBS             290.658,82 TBS          18.457,45  
      IS                  8.719,76 IS                553,72  
19. Toba Samosir 150,00 542,00 16,25 708,25 MS                  2.522,54 MS            4.654,13 862,00 

      TBS                11.466,10 TBS          21.155,17  
      IS                     343,98 IS                634,65  
20. Humbang Hasundutan 46,13 243,30 80,35 369,78 MS                      384,82 MS            1.581,67 365,00 

      TBS                  1.749,18 TBS             7.189,40  
      IS                        52,48 IS                215,70  
21. Pak-Pak Bharat 91,00 839,00 54,93 984,93 MS                  1.116,24 MS            1.330,44 856,00 

      TBS                  5.073,82 TBS             6.047,46  
      IS                     152,21 IS                181,42  
22. Serdang Bedagai 1.258,33 11.481,03 37,10 12.776,46 MS                37.154,00 MS            3.236,12 12.398,00 

      TBS             168.881,82 TBS          14.709,64  
      IS                  5.066,45 IS                441,29  
23. Padang Lawas Utara 9.437,00 17.753,00 274,00 27.464,00 MS                65.108,00 MS            3.667,44 13.462,00 

      TBS             295.945,45 TBS          16.670,17  
      IS                  8.878,36 IS                500,10  
24. Batu Bara 2.259,00 6.320,00 381,00 8.960,00 MS                17.690,64 MS            2.799,15 7.123,00 

      TBS                80.412,00 TBS          12.723,42  
      IS                  2.412,36 IS                381,70  
25. Padang Lawas 6.802,75 27.019,00 103,25 33.925,00 MS             119.273,68 MS            4.414,44 5.554,00 

      TBS             542.153,09 TBS          20.065,62  
      IS                16.264,59 IS                601,97  
26. Samosir - - - - MS                                 - MS                           - - 

      TBS                                 - TBS                            -  
      IS                                 - IS                           -  
27. Kota Padangsidimpuan 51,90 36,00 2,60 90,50 MS                        26,20 MS                727,78 321,00 

      TBS                      119,09 TBS             3.308,06  
      IS                          3,57 IS                  99,17  
         
 Jumlah 47.394,04 378.357,31 3.509,96 429.261,31 MS          1.456.710,07 

TBS          6.621.409,42 

IS             198.642,28 

MS            3.850,09 

TBS          17.500,41 

IS                525,01 

182.773,00 
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Tabel 22 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2017 

Komoditi: Karet 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 760,48 4.007,42 397,19 5.165,09 4.564,12 1.138,92 4.805 

2. Langkat 1.920,00 38.761,00 34,00 40.715,00 40.412,61 1.042,61 20.451 

3. Simalungun 313,00 2.830,62 2.227,88 5.371,50 4.685,94 1.655,45 8.371 

4. Karo 48,00 93,00 - 141,00 72,60 780,65 164 

5. Dairi 189,20 306,40 9,00 504,60 158,63 517,72 385 

6. Tap. Utara 476,68 8.528,85 94,10 9.099,63 6.590,78 772,76 2.392 

7. Tap. Tengah 3.114,00 24.971,00 4.387,00 32.472,00 23.445,14 938,89 26.944 

8. Nias 2.581,00 2.064,00 309,00 4.954,00 3.653,26 1.769,99 3.833 

9. Nias Utara 1.600,00 8.143,00 1.316,00 11.059,00 9.280,00 1.139,63 7.560 

10. Nias Barat 1.409,00 1.969,00 623,00 4.001,00 2.227,00 1.131,03 9.937 

11. Kota Gunung Sitoli 574,45 1.988,98 1.108,12 3.671,55 1.349,48 678,48 1.738 

12. Nias Selatan 1.728,25 9.344,00 310,00 11.382,25 9.967,25 1.066,70 6.957 

13. Tap. Selatan 5.286,50 10.655,00 10.375,50 26.317,00 13.678,25 1.283,74 27.430 

14. Lab. Batu 901,00 19.499,00 1.741,00 22.141,00 22.332,16 1.145,30 9.583 

15. Lab. Batu Utara 1.083,00 10.171,00 2.830,00 14.084,00 11.786,20 1.158,80 29.176 

16. Lab. Batu Selatan 685,00 25.444,00 325,00 26.454,00 29.900,00 1.175,13 14.111 

17. Asahan 275,15 5.012,42 209,50 5.497,07 5.511,16 1.099,50 4.914 

18. Mandailing Natal 1.340,04 39.218,81 24.009,91 64.568,76 52.392,40 1.335,90 24.538 

19. Toba Samosir 324,00 287,00 39,00 650,00 105,00 365,85 31 

20. Humbang Hasundutan 845,00 3.191,76 259,47 4.296,23 4.022,93 1.260,41 3.106 

21. Pak-Pak Bharat 523,00 824,00 319,00 1.666,00 800,00 970,87 856 

22. Samosir - - - - - - - 

23. Serdang Bedagai 1.081,00 10.628,00 30,00 11.739,00 12.600,00 1.185,55 10.744 

24. Padang Lawas Utara 12.105,00 26.823,00 350,50 39.278,50 30.279,79 1.128,87 19.515 

25. Batu Bara 239,00 315,00 20,00 574,00 559,42 1.775,94 453 

26. Padang Lawas 3.681,25 14.856,00 3.790,00 22.327,25 18.188,00 1.224,29 5.244 

27. Kota Padangsidimpuan 337,00 840,00 100,00 1.277,00 1.198,00 1.426,19 903 

 Jumlah 43.420,00 270.772,26 55.214,17 369.406,43 309.760,12 1.143,99 244.141 

 
Tabel 23 

Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi 
Tanaman Perkebunan Tahun 2018 

Komoditi: Kopi Robusta 
No Kabupaten 

Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang - - - - - - - 

2. Langkat - - - - - - - 

3. Simalungun - 1.721,72 257,47 1.979,19 1.710,53 993,50 3.102 

4. Karo - - - - - - - 

5. Dairi - 4.593,00 3.834,00 8.427,00 3.387,84 737,61 6.045 

6. Tap. Utara 9,00 1.104,47 211,75 1.325,22 569,80 515,90 2.554 

7. Tap. Tengah 36,00 42,00 73,00 151,00 24,45 582,14 357 

8. Nias 48,00 83,00 84,00 215,00 47,00 566,27 108 

9. Nias Utara 20,00 88,00 190,00 298,00 62,00 704,55 411 

10. Nias Barat 13,25 64,25 63,00 140,50 40,62 632,22 198 

11. Kota Gunung Sitoli 19,00 92,50 11,17 122,67 45,17 488,32 173 

12. Nias Selatan - - - - - - - 

13. Tap. Selatan 823,00 476,50 332,50 1.632,00 311,06 652,80 1.156 

14. Lab. Batu - - - - - - - 

15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 

16. Lab. Batu Selatan 8,00 7,50 2,00 17,50 8,50 1.133,33 22 

17. Asahan - - - - - - - 

18. Mandailing Natal 21,43 540,27 550,70 1.112,40 400,60 741,48 1.324 

19. Toba Samosir - - - - - - - 

20. Humbang Hasundutan - - - - - - - 

21. Pak-Pak Bharat 43,00 260,00 26,00 329,00 176,00 676,92 511 

22. Samosir - - - - - - - 

23. Serdang Bedagai - - - - - - - 

24. Padang Lawas Utara 167,00 565,50 38,00 770,50 327,00 578,25 2.018 

25. Batu Bara - - - - - - - 

26. Padang Lawas 127,14 641,22 75,70 844,06 681,03 1.062,08 1.236 

27. Kota Padangsidimpuan 24,00 47,00 2,60 73,60 43,50 925,53 102 

 Jumlah 1.358,82 10.326,93 5.751,89 17.437,64 7.835,10 758,71 19.317 
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Tabel 24 
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi  

Tanaman Perkebunan Tahun 2018 
Komiditi: Kopi Arabika 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 131,10 573,25 2,00 706,35 658,60 1.148,89 1.625 

2. Langkat 5,40 66,00 2,00 73,40 71,24 1.079,39 146 

3. Simalungun 1.092,35 6.966,51 102,00 8.160,86 10.118,57 1.452,46 17.445 

4. Karo 2.294,44 6.875,00 9,00 9.178,44 7.379,74 1.073,42 13.135 

5. Dairi 1.834,00 9.294,00 939,00 12.067,00 9.587,35 1.031,56 14.448 

6. Tap. Utara 3.094,45 12.499,36 621,01 16.214,82 14.175,87 1.134,13 24.390 

7. Tap. Tengah - - - - - - - 

8. Nias - - - - - - - 

9. Nias Utara - - - - - - - 

10. Nias Barat - - - - - - - 

11. Kota Gunung Sitoli - - - - - - - 

12. Nias Selatan - - - - - - - 

13. Tap. Selatan 1.974,50 1.758,00 788,50 4.521,00 1.840,04 1.046,67 2.512 

14. Lab. Batu - - - - - - - 

15. Lab. Batu Utara - - - - - - - 

16. Lab. Batu Selatan - - - - - - - 

17. Asahan - - - - - - - 

18. Mandailing Natal 1.204,49 1.762,32 263,40 3.230,21 2.154,31 1.222,43 4.458 

19. Toba Samosir 1.323,90 2.978,97 311,59 4.614,46 3.946,90 1.324,92 2.329 

20. Humbang Hasundutan 2.452,14 7.960,34 1.082,02 11.494,50 8.067,36 1.013,44 28.374 

21. Pak-Pak Bharat 125,00 685,00 141,00 951,00 1.082,00 1.579,56 1.417 

22. Samosir 723,60 3.785,90 536,10 5.045,60 4.151,96 1.096,69 5.333 

23. Serdang Bedagai - - - - - - - 

24. Padang Lawas Utara - - - - - - - 

25. Batu Bara - - - - - - - 

26. Padang Lawas - - - - - - - 

27. Kota Padangsidimpuan - - - - - - - 

 Jumlah 16.255,37 55.204,65 4.797,62 76.257,64 63.233,94 1.145,45 115.612 

 
Tabel 25 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2018 

Komoditi: Kelapa 
No Kabupaten 

Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 1.142,15 2.006,14 442,06 3.590,35 3.050,04 1.520,35 11.016 

2. Langkat 503,00 3.304,00 38,00 3.845,00 3.743,00 1.132,87 4.028 

3. Simalungun 161,72 2.520,00 413,00 3.094,72 2.384,00 946,03 12.578 

4. Karo 95,50 1.744,00 128,00 1.967,50 1.333,54 764,64 2.834 

5. Dairi 57,20 629,10 16,80 703,10 451,60 717,85 1.233 

6. Tap. Utara 68,75 245,35 30,65 344,75 267,72 1.091,18 450 

7. Tap. Tengah 601,00 4.549,00 536,00 5.686,00 6.533,94 1.436,35 6.441 

8. Nias 137,00 3.091,00 258,00 3.486,00 3.614,00 1.169,20 3.418 

9. Nias Utara 421,00 14.909,00 673,00 16.003,00 15.098,00 1.012,68 8.296 

10. Nias Barat 219,00 1.597,00 1.028,00 2.844,00 1.023,00 640,58 3.012 

11. Kota Gunung Sitoli 34,49 914,82 674,79 1.624,10 1.003,61 1.097,06 695 

12. Nias Selatan 3.436,00 12.987,00 3.863,00 20.286,00 13.672,62 1.052,79 9.672 

13. Tap. Selatan 72,50 357,50 26,00 456,00 412,40 1.153,57 3.319 

14. Lab. Batu 74,00 3.241,00 65,00 3.380,00 2.943,00 908,05 2.690 

15. Lab. Batu Utara 101,50 5.186,50 51,00 5.339,00 5.511,87 1.062,73 11.087 

16. Lab. Batu Selatan 28,00 73,00 3,00 104,00 75,00 1.027,40 587 

17. Asahan 835,95 20.981,50 299,97 22.117,42 22.848,10 1.088,96 31.603 

18. Mandailing Natal 246,73 1.664,14 861,62 2.772,49 1.565,00 940,43 1.105 

19. Toba Samosir 46,97 64,65 34,49 146,11 54,24 838,98 786 

20. Humbang Hasundutan 86,28 175,10 163,67 425,05 201,00 1.147,92 1.261 

21. Pak-Pak Bharat 12,00 47,00 3,00 62,00 47,00 1.000,00 571 

22. Samosir 8,10 33,60 0,20 41,90 20,07 597,32 112 

23. Serdang Bedagai 77,00 2.046,00 3,00 2.126,00 3.130,00 1.529,81 8.210 

24. Padang Lawas Utara 266,00 637,50 161,00 1.064,50 871,00 1.366,27 6.097 

25. Batu Bara 193,00 6.735,10 246,00 7.174,10 6.232,60 925,39 9.656 

26. Padang Lawas 127,85 343,84 72,93 544,62 456,09 1.326,46 999 

27. Kota Padangsidimpuan 128,00 252,00 24,00 404,00 491,00 1.948,41 901 

 Jumlah 9.180,69 90.334,84 10.116,18 109.631,71 97.033,44 1.074,15 142.657 
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Tabel 26 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2018 
Komoditi: Kakao 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 491,22 3.643,40 408,48 4.543,10 3.808,44 1.045,30 8.387 

2. Langkat 441,00 2.526,00 39,00 3.006,00 2.914,00 1.153,60 2.487 

3. Simalungun 160,25 1.619,80 558,87 2.338,92 1.046,30 645,94 4.690 

4. Karo 691,00 3.124,00 412,00 4.227,00 3.193,92 1.022,38 6.562 

5. Dairi 374,30 809,50 1,00 1.184,80 400,40 494,63 1.218 

6. Tap. Utara 417,20 2.625,72 172,65 3.215,57 1.772,28 674,97 3.667 

7. Tap. Tengah 946,00 1.955,00 203,00 3.104,00 2.129,99 1.089,51 3.804 

8. Nias 961,00 731,00 399,00 2.091,00 657,05 898,84 3.210 

9. Nias Utara 3.125,00 2.796,00 582,00 6.503,00 2.895,00 1.035,41 3.791 

10. Nias Barat 195,00 561,00 134,00 890,00 465,60 829,95 2.667 

11. Kota Gunung Sitoli 125,13 116,00 146,00 387,13 122,00 1.051,72 454 

12. Nias Selatan 1.322,00 4.160,00 126,00 5.608,00 3.566,43 857,31 3.321 

13. Tap. Selatan 1.161,00 2.579,00 247,00 3.987,00 2.008,50 778,79 6.237 

14. Lab. Batu 29,00 341,00 125,00 495,00 253,68 743,93 264 

15. Lab. Batu Utara 11,00 310,00 28,00 349,00 480,30 1.549,35 207 

16. Lab. Batu Selatan 48,00 221,00 14,00 283,00 228,00 1.031,67 164 

17. Asahan 406,48 992,13 77,62 1.476,23 580,48 585,08 13.812 

18. Mandailing Natal 116,61 3.002,22 677,03 3.795,86 3.552,40 1.005,75 3.037 

19. Toba Samosir 127,55 154,55 10,80 292,90 226,00 1.462,31 718 

20. Humbang Hasundutan 510,6
8 

927,7
0 

120,7
9 

1.559,17 577,8
2 

622,8
5 

2.032 

21. Pak-Pak Bharat 79,00 76,00 21,00 176,00 65,00 855,26 256 

22. Samosir 34,55 180,60 6,32 221,47 122,73 679,57 342 

23. Serdang Bedagai 16,00 1.194,00 23,00 1.233,00 1.143,00 957,29 4.674 

24. Padang Lawas Utara 276,50 477,50 135,00 889,00 381,06 798,03 1.051 

25. Batu Bara 263,00 1.049,00 117,00 1.429,00 1.166,00 1.111,53 1.428 

26. Padang Lawas 232,71 324,44 61,00 618,15 213,00 892,15 321 

27. Kota Padangsidimpuan 7,00 123,00 5,00 135,00 102,00 829,27 176 

 Jumlah 12.568,18 36.619,56 4.850,56 54.038,30 34.071,38 930,41 78.977 

 
Tabel 27 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2018 

Komoditi: Kelapa Sawit 
No Kabupaten 

Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivita 

(Kg/Ha/Thn 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 2.196,60 10.954,66 478,07 13.629,33 MS            43.622,49  

MS      3.982,09 

 

10.174 

      TBS          198.284,05 TBS    18.100,43  

      IS              5.948,52 IS         543,01  

2. Langkat 5.264,00 41.345,00 211,00 46.820,00 MS          164.930,58 MS      3.989,13 14.558 

      TBS          749.684,45 TBS    18.132,41  

      IS            22.490,53 IS         543,97  

3. Simalungun 2.011,25 27.201,00 30,00 29.242,25 MS          107.660,93 MS      3.957,98 13.074 

      TBS          489.367,86 TBS    17.990,80  

      IS            14.681,04 IS         539,72  

4. Karo 343,00 1.356,00 2,00 1.701,00 MS              5.049,75 MS      3.724,00 683 

      TBS            22.953,41 TBS    16.927,29  

      IS                 688,60 IS         507,82  

5. Dairi 87,30 192,20 7,00 286,50 MS                 755,96 MS      3.933,19 141 

      TBS              3.436,18 TBS    17.878,16  

      IS                 103,09 IS         536,34  

6. Tap. Utara 16,25 10,75 2,00 29,00 MS                   37,55 MS      3.493,02 108 

      TBS                 170,68 TBS    15.877,38  

      IS                     5,12 IS         476,32  

7. Tap. Tengah 1.374,00 1.834,00 81,00 3.289,00 MS              7.806,00 MS      4.256,27 3.580 

      TBS            35.481,82 TBS    19.346,68  

      IS              1.064,45 IS         580,40  

8. Nias Selatan 742,00 182,00 5,00 929,00 MS                 612,00 MS      3.362,64 950 

      TBS              2.781,82 TBS    15.284,72  

      IS                   83,45 IS         458,54  

9. Tap. Selatan 2.518,50 3.386,00 67,00 5.971,50 MS            14.568,79 MS      4.302,66 2.594 

      TBS            66.221,77 TBS    19.557,52  

      IS              1.986,65 IS         586,73  
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivita 

(Kg/Ha/Thn 
KK 

TBM TM TTM Total 

10. Lab. Batu 2.513,00 32.449,00 198,00 35.160,00 MS          110.682,01 MS      3.410,95 21.513 

      TBS          503.100,05 TBS    15.504,33  

      IS            15.093,00 IS         465,13  

11. Lab. Batu Utara 6.512,70 64.874,00 626,00 72.012,70 MS          237.608,40 MS        3.662,61 20.818 

      TBS     1.080.038,18 TBS     16.648,24  

      IS               32.401,15 IS            499,45  

12. Lab. Batu Selatan 1.770,00 40.220,00 597,00 42.587,00 MS          138.307,00 MS        3.438,76 14.224 

      TBS        628.668,18 TBS     15.630,74  

      IS              18.860,05 IS            468,92  

13. Asahan 1.202,34 75.325,90 578,72 77.106,96 MS          356.874,00 MS        4.737,73 34.462 

      TBS     1.622.154,55 TBS     21.535,15  

      IS              48.664,64 IS            646,05  

14. Mandailing Natal 2.198,37 15.750,11 12,36 17.960,84 MS            64.357,66 MS        4.086,17 5.792 

      TBS        292.534,82 TBS     18.573,51  

      IS                 8.776,04 IS            557,21  

15. Toba Samosir 350,00 748,00 25,35 1.123,35 MS              1.625,00 MS        2.172,46 251 

      TBS            7.386,36 TBS       9.874,82  

      IS                   221,59 IS            296,24  

16. Humbang Hasundutan 47,13 243,30 79,35 369,78 MS                 385,82 MS        1.585,78 365 

      TBS             1.753,73 TBS       7.208,09  

      IS                      52,61 IS            216,24  

17. Pak-Pak Bharat 158,00 1.022,00 156,00 1.336,00 MS                 403,00 MS             394,32 361 

      TBS             1.831,82 TBS       1.792,39  

      IS                      54,95 IS                 53,77  

18. Serdang Bedagai 1.254,00 11.485,00 37,00 12.776,00 MS            37.155,00 MS        3.235,09 12.398 

      TBS         168.886,36 TBS     14.704,95  

      IS                 5.066,59 IS            441,15  

19. Padang Lawas Utara 8.862,00 18.375,00 252,50 27.489,50 MS            56.656,50 MS        3.083,35 13.452 

      TBS         257.529,55 TBS     14.015,21  

      IS                7.725,89 IS            420,46  

20. Batu Bara 2.369,00 6.420,00 381,00 9.170,00 MS            23.690,64 MS        3.690,13 7.123 

      TBS         107.684,73 TBS     16.773,32  

      IS                 3.230,54 IS            503,20  

21. Padang Lawas 6.777,75 27.055,00 103,25 33.936,00 MS          107.550,58 MS        3.975,26 11.109 

      TBS         488.866,27 TBS     18.069,35  

      IS              14.665,99 IS            542,08  

22. Samosir - - - - MS                            - MS                       - - 

      TBS                          - TBS                     -  

      IS                              - IS                          -  

23. Kota Padangsidimpuan 53,00 37,00 4,00 94,00 MS                   76,00 MS        2.054,05 323 

      TBS                345,45 TBS       9.336,61  

      IS                      10,36 IS            280,10  

 Jumlah 48.620,19 380.465,92 3.933,60 433.019,71 MS     1.480.415,66 

TBS    6.729.162,09 

IS           201.874,86 

MS          3.891,06 

   TBS      17.686,64 

IS               530,60 

188.053 

 
Tabel 28 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2019 

Komoditi: Karet 
No Kabupaten 

Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 760,00 4.007,00 397,00 5.164,00 4.564,00 1.139,01 4.800 

2. Langkat 1.920,00 38.761,00 34,00 40.715,00 40.413,00 1.042,62 20.451 

3. Simalungun 313,00 2.833,00 2.228,00 5.374,00 4.832,00 1.705,61 8.372 

4. Karo 48,00 93,00 - 141,00 73,00 784,95 164 

5. Dairi 189,00 306,00 9,00 504,00 159,00 519,61 385 

6. Tap. Utara 477,00 8.529,00 94,00 9.100,00 6.591,00 772,78 2.392 

7. Tap. Tengah 3.114,00 24.971,00 4.387,00 32.472,00 23.445,00 938,89 26.944 

8. Nias 2.581,00 2.064,00 309,00 4.954,00 3.653,00 1.769,86 3.832 

9. Nias Utara 1.600,00 8.143,00 1.316,00 11.059,00 9.280,00 1.139,63 7.560 

10. Nias Barat 1.409,00 1.969,00 623,00 4.001,00 2.227,00 1.131,03 9.937 

11. Kota Gunung Sitoli 574,00 1.989,00 1.108,00 3.671,00 1.349,00 678,23 1.738 

12. Nias Selatan 1.728,00 9.344,00 310,00 11.382,00 9.967,00 1.066,67 6.957 

13. Tap. Selatan 5.287,00 10.655,00 10.376,00 26.318,00 13.738,00 1.289,35 27.430 

14. Lab. Batu 901,00 19.499,00 1.741,00 22.141,00 22.332,00 1.145,29 9.583 

15. Lab. Batu Utara 1.083,00 10.171,00 2.830,00 14.084,00 11.786,00 1.158,78 29.176 

16. Lab. Batu Selatan 685,00 25.444,00 325,00 26.454,00 29.900,00 1.175,13 14.111 

17. Asahan 275,00 5.012,00 210,00 5.497,00 5.511,00 1.099,56 4.914 

18. Mandailing Natal 1.340,00 39.221,00 24.010,00 64.571,00 52.402,00 1.336,07 24.541 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

19. Toba Samosir 324,00 287,00 39,00 650,00 105,00 365,85 31 

20. Humbang Hasundutan 845,00 3.192,00 259,00 4.296,00 4.023,00 1.260,34 3.106 

21. Pak-Pak Bharat 523,00 824,00 319,00 1.666,00 800,00 970,87 1.331 

22. Samosir    -  -  

23. Serdang Bedagai 1.081,00 10.628,00 30,00 11.739,00 12.600,00 1.185,55 10.744 

24. Padang Lawas Utara 12.105,00 26.823,00 350,00 39.278,00 30.278,00 1.128,81 19.515 

25. Batu Bara 239,00 315,00 2,00 556,00 559,00 1.774,60 453 

26. Padang Lawas 3.681,00 14.856,00 3.790,00 22.327,00 18.188,00 1.224,29 5.244 

27. Kota Padangsidimpuan 337,00 840,00 100,00 1.277,00 1.198,00 1.426,19 903 

 Jumlah 43.419,00 270.776,00 55.196,00 369.391,00 309.973,00 1.144,76 244.614 

 
Tabel 29 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2019 
Komoditi: Kopi Robusta 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang    -    

2. Langkat    -    

3. Simalungun - 1.724,00 257,00 1.981,00 1.724,00 1.000,00 3.108 

4. Karo    -    

5. Dairi - 4.595,00 3.834,00 8.429,00 3.391,00 737,98 6.046 

6. Tap. Utara 23,00 1.134,00 212,00 1.369,00 590,00 520,28 2.561 

7. Tap. Tengah 45,00 51,00 73,00 169,00 44,00 862,75 359 

8. Nias 48,00 83,00 84,00 215,00 47,00 566,27 108 

9. Nias Utara 22,00 92,00 190,00 304,00 62,00 673,91 419 

10. Nias Barat 13,00 64,00 63,00 140,00 41,00 640,63 198 

11. Kota Gunung Sitoli 19,00 92,00 11,00 122,00 46,00 500,00 173 

12. Nias Selatan    -    

13. Tap. Selatan 874,00 482,00 332,00 1.688,00 387,00 802,90 1.162 

14. Lab. Batu    -    

15. Lab. Batu Utara    -    

16. Lab. Batu Selatan 8,00 7,00 2,00 17,00 8,00 1.142,86 22 

17. Asahan    -    

18. Mandailing Natal 23,00 542,00 551,00 1.116,00 421,00 776,75 1.325 

19. Toba Samosir    -    

20. Humbang Hasundutan    -    

21. Pak-Pak Bharat 45,00 262,00 26,00 333,00 176,00 671,76 514 

22. Samosir    -    

23. Serdang Bedagai    -    

24. Padang Lawas Utara 197,00 573,00 38,00 808,00 427,00 745,20 2.024 

25. Batu Bara    -    

26. Padang Lawas 127,00 641,00 76,00 844,00 681,00 1.062,40 1.236 

27. Kota Padangsidimpuan 24,00 47,00 3,00 74,00 46,00 978,72 102 

 Jumlah 1.468,00 10.389,00 5.752,00 17.609,00 8.091,00 778,80 19.357 

 
Tabel 30 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2019 

Komoditi: Kopi Arabika 
No Kabupaten 

Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 135,00 576,00 2,00 713,00 666,00 1.156,25 1.629 

2. Langkat 5,00 68,00 2,00 75,00 78,00 1.147,06 148 

3. Simalungun 1.124,00 6.987,00 106,00 8.217,00 10.324,00 1.477,60 17.487 

4. Karo 2.299,00 6.888,00 11,00 9.198,00 7.402,00 1.074,62 13.142 

5. Dairi 1.845,00 9.301,00 942,00 12.088,00 9.612,00 1.033,44 14.454 

6. Tap. Utara 3.246,00 12.598,00 623,00 16.467,00 15.213,00 1.207,57 24.670 

7. Tap. Tengah    -    

8. Nias    -    

9. Nias Utara    -    

10. Nias Barat    -    

11. Kota Gunung Sitoli    -    

12. Nias Selatan    -    

13. Tap. Selatan 2.002,00 1.813,00 793,00 4.608,00 2.098,00 1.157,20 2.598 

14. Lab. Batu    -    
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

    

15. Lab. Batu Utara    -   - 

16. Lab. Batu Selatan    -   - 

17. Asahan    -   - 

18. Mandailing Natal 1.424,00 1.867,00 263,00 3.554,00 2.332,00 1.249,06 4.698 

19. Toba Samosir 1.473,00 2.998,00 313,00 4.784,00 4.187,00 1.396,60 2.419 

20. Humbang Hasundutan 2.975,00 7.976,00 1.093,00 12.044,00 9.677,00 1.213,26 28.823 

21. Pak-Pak Bharat 127,00 689,00 143,00 959,00 1.085,00 1.574,75 1.422 

22. Samosir 733,00 3.789,00 536,00 5.058,00 4.157,00 1.097,12 5.340 

23. Serdang Bedagai - - - - - - - 

24. Padang Lawas Utara - - - - - - - 

25. Batu Bara - - - - - - - 

26. Padang Lawas - - - - - - - 

27. Kota Padangsidimpuan - - - - - - - 

 Jumlah 17.388,00 55.550,00 4.827,00 77.765,00 66.831,00 1.203,08 116.830 

 

Tabel 31 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2019 
Komoditi: Kelapa 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 1.364,00 2.009,00 443,00 3.816,00 3.065,00 1.525,63 11.207 

2. Langkat 503,00 3.306,00 38,00 3.847,00 3.812,00 1.153,06 4.029 

3. Simalungun 164,00 2.526,00 413,00 3.103,00 3.465,00 1.371,73 12.583 

4. Karo 95,00 1.744,00 128,00 1.967,00 1.336,00 766,06 2.834 

5. Dairi 57,00 629,00 16,00 702,00 452,00 718,60 1.231 

6. Tap. Utara 69,00 245,00 31,00 345,00 269,00 1.097,96 450 

7. Tap. Tengah 611,00 4.553,00 538,00 5.702,00 6.613,00 1.452,45 6.476 

8. Nias 139,00 3.095,00 258,00 3.492,00 3.673,00 1.186,75 3.422 

9. Nias Utara 427,00 14.912,00 675,00 16.014,00 15.112,00 1.013,41 8.302 

10. Nias Barat 223,00 1.599,00 1.028,00 2.850,00 1.076,00 672,92 3.015 

11. Kota Gunung Sitoli 36,00 917,00 675,00 1.628,00 1.024,00 1.116,68 696 

12. Nias Selatan 3.637,00 12.991,00 3.863,00 20.491,00 13.725,00 1.056,50 9.813 

13. Tap. Selatan 83,00 364,00 26,00 473,00 555,00 1.524,73 3.323 

14. Lab. Batu 76,00 3.243,00 65,00 3.384,00 2.976,00 917,67 2.694 

15. Lab. Batu Utara 101,00 5.186,00 51,00 5.338,00 5.524,00 1.065,18 11.085 

16. Lab. Batu Selatan 31,00 75,00 3,00 109,00 98,00 1.306,67 590 

17. Asahan 836,00 20.985,00 302,00 22.123,00 22.913,00 1.091,88 31.610 

18. Mandailing Natal 396,00 1.669,00 862,00 2.927,00 1.752,00 1.049,73 1.202 

19. Toba Samosir 47,00 65,00 34,00 146,00 54,00 830,77 786 

20. Humbang Hasundutan 86,00 175,00 163,00 424,00 201,00 1.148,57 1.261 

21. Pak-Pak Bharat 12,00 47,00 3,00 62,00 47,00 1.000,00 571 

22. Samosir 8,00 34,00 - 42,00 20,00 588,24 112 

23. Serdang Bedagai 77,00 2.049,00 3,00 2.129,00 3.130,00 1.527,57 8.215 

24. Padang Lawas Utara 272,00 643,00 161,00 1.076,00 902,00 1.402,80 6.103 

25. Batu Bara 195,00 6.742,00 246,00 7.183,00 6.312,00 936,22 9.667 

26. Padang Lawas 129,00 361,00 74,00 564,00 532,00 1.473,68 1.008 

27. Kota Padangsidimpuan 129,00 255,00 24,00 408,00 494,00 1.937,25 905 

 Jumlah 9.803,00 90.419,00 10.123,00 110.345,00 99.132,00 1.096,36 143.190 

 

Tabel 32 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2019 
Komoditi: Kakao 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 493,00 3.645,00 409,00 4.547,00 3.811,00 1.045,54 8.389 

2. Langkat 445,00 2.531,00 39,00 3.015,00 3.003,00 1.186,49 2.499 

3. Simalungun 160,00 1.620,00 559,00 2.339,00 1.046,00 645,68 4.691 

4. Karo 703,00 3.130,00 412,00 4.245,00 3.195,00 1.020,77 6.582 

5. Dairi 385,00 834,00 1,00 1.220,00 623,00 747,00 1.255 

6. Tap. Utara 421,00 2.628,00 173,00 3.222,00 1.876,00 713,85 3.671 

7. Tap. Tengah 948,00 1.961,00 203,00 3.112,00 2.168,00 1.105,56 3.807 

8. Nias 961,00 731,00 399,00 2.091,00 657,00 898,77 3.210 

9. Nias Utara 3.125,00 2.796,00 582,00 6.503,00 2.895,00 1.035,41 3.791 

10. Nias Barat 198,00 563,00 134,00 895,00 483,00 857,90 2.675 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

11. Kota Gunung Sitoli 125,00 116,00 146,00 387,00 122,00 1.051,72 451 

12. Nias Selatan 1.322,00 4.160,00 126,00 5.608,00 3.566,00 857,21 3.321 

13. Tap. Selatan 1.194,00 2.596,00 247,00 4.037,00 2.124,00 818,18 6.285 

14. Lab. Batu 29,00 341,00 125,00 495,00 254,00 744,87 264 

15. Lab. Batu Utara 11,00 310,00 28,00 349,00 480,00 1.548,39 207 

16. Lab. Batu Selatan 48,00 221,00 14,00 283,00 228,00 1.031,67 164 

17. Asahan 406,00 992,00 78,00 1.476,00 580,00 584,68 13.810 

18. Mandailing Natal 169,00 3.023,00 677,00 3.869,00 3.586,00 1.186,24 3.111 

19. Toba Samosir 129,00 156,00 12,00 297,00 227,00 1.455,13 724 

20. Humbang Hasundutan 511,0
0 

928,0
0 

121,0
0 

1.560,00 578,0
0 

622,84 2.032 

21. Pak-Pak Bharat 125,00 76,00 21,00 222,00 65,00 855,26 306 

22. Samosir 32,00 183,00 6,00 221,00 146,00 797,81 341 

23. Serdang Bedagai 16,00 1.194,00 23,00 1.233,00 1.143,00 957,29 4.674 

24. Padang Lawas Utara 276,00 477,00 135,00 888,00 381,00 798,74 1.050 

25. Batu Bara 257,00 1.049,00 117,00 1.423,00 1.166,00 1.111,53 1.425 

26. Padang Lawas 243,00 333,00 61,00 637,00 278,00 834,83 342 

27. Kota Padangsidimpuan 11,00 124,00 5,00 140,00 111,00 895,16 180 

 Jumlah 12.743,00 36.718,00 4.853,00 54.314,00 34.792,00 947,55 79.257 

 

Tabel 33 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2019 
Komoditi: Kelapa Sawit 

No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 2.327,00 11.255,00 494,00 14.076,00 MS               47.822,00 MS            4.248,9 6 10.523 

      TBS            217.372,73 TBS         19.313,44  

      IS                   6.521,18 IS                 579,40  

2. Langkat 5.434,00 41.525,00 215,00 47.174,00 MS              166.918,00 MS            4.019,70 14.768 

      TBS            758.718,18 TBS         18.271,36  

      IS                  22.761,55 IS                548,14  

3. Simalungun 2.511,00 27.701,00 45,00 30.257,00 MS              112.661,00 MS            4.067,04 13.914 

      TBS            512.095,45 TBS         18.486,53  

      IS                  15.362,86 IS                 554,60  

4. Karo 343,00 1.366,00 2,00 1.711,00 MS                 6.077,00 MS            4.448,76 692 

      TBS              27.622,73 TBS         20.221,62  

      IS                     828,68 IS                 606,65  

5. Dairi 87,00 194,00 288,00 569,00 MS                   783,00 MS            4.036,08 149 

      TBS               3.559,09 TBS         18.345,83  

      IS                     106,77 IS                550,37  

6. Tap. Utara 19,00 14,00 2,00 35,00 MS                       58,00 MS            4.142,86 114 

      TBS                  263,64 TBS         18.831,17  

      IS                        7,91 IS                564,94  

7. Tap. Tengah 1.564,00 1.964,00 81,00 3.609,00 MS                8.006,00 MS            4.076,37  3.830 

      TBS             36.390,91 TBS         18.528,98  

      IS                  1.091,73 IS                 555,87  

8. Nias Selatan 738,00 188,00 5,00 931,00 MS                   688,00 MS            3.659,57 956 

      TBS               3.127,27 TBS         16.634,43  

      IS                      93,82 IS                 499,03  

9. Tap. Selatan 2.818,00 3.686,00 82,00 6.586,00 MS              15.769,00 MS            4.278,08  3.011 

      TBS             71.677,27 TBS         19.445,81  

      IS                  2.150,32 IS                 583,37  

10. Lab. Batu 2.713,00 32.549,00 198,00 35.460,00 MS            111.182,00 MS            3.415,83  22.013 

      TBS           505.372,73 TBS         15.526,52  

      IS                 15.161,18 IS                 465,80  

11. Lab. Batu Utara 6.613,00 64.869,00 631,00 72.113,00 MS            238.268,00 MS             3.673,06 20.834 

      TBS       1.083.036,36 TBS         16.695,75  

      IS                32.491,09 IS                 500,87  

12. Lab. Batu Selatan 1.890,00 40.430,00 602,00 42.922,00 MS            140.207,00 MS            3.467,90  14.604 

      TBS           637.304,55 TBS         15.763,16  

      IS                19.119,14 IS                 472,89  

13. Asahan 1.202,00 75.346,00 599,00 77.147,00 MS            356.943,00 MS            4.737,38  34.496 

      TBS       1.622.468,18 TBS         21.533,57  

      IS                48.674,05 IS                 646,01  

14. Mandailing Natal 2.698,00 15.850,00 22,00 18.570,00 MS             67.358,00 MS            4.249,72  5.812 

      TBS          306.172,73 TBS         19.316,89  

      IS                 9.185,18 IS                 579,51  

15. Toba Samosir 350,00 754,00 25,00 1.129,00 MS               2.635,00 MS             3.494,69 259 

      TBS            11.977,27 TBS          15.884,98  

      IS                     359,32 IS                 476,55  
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

16. Humbang Hasundutan 47,00 247,00 79,00 373,00 MS                  388,00 MS            1.570,85 367 

      TBS              1.763,64 TBS           7.140,23  

      IS                      52,91 IS                 214,21  

17. Pak-Pak Bharat 156,00 1.023,00 158,00 1.337,00 MS                  503,00 MS               491,69 361 

      TBS              2.286,36 TBS           2.234,96  

      IS                     68,59 IS                  67,05  

18. Serdang Bedagai 1.344,00 11.497,00 41,00 12.882,00 MS             48.255,00 MS            4.197,18  12.408 

      TBS          219.340,91 TBS         19.078,10  

      IS                 6.580,23 IS                 572,34  

19. Padang Lawas Utara 8.972,00 18.545,00 252,00 27.769,00 MS             74.656,00 MS             4.025,67  13.612 

      TBS          339.345,45 TBS          18.298,49  

      IS               10.180,36 IS                 548,95  

20. Batu Bara 2.669,00 6.860,00 394,00 9.923,00 MS             28.891,00 MS             4.211,52  7.333 

      TBS          131.322,73 TBS          19.143,25  

      IS                 3.939,68 IS                 574,30  

21. Padang Lawas 6.981,00 27.555,00 108,00 34.644,00 MS           113.351,00 MS             4.113,63  11.219 

      TBS          515.231,82 TBS          18.698,31  

      IS               15.456,95 IS                 560,95  

22. Samosir - - - - MS                             - MS                           - - 

      TBS                            - TBS                         -  

      IS                                - IS                             -  

23. Kota Padangsidimpuan 55,00 39,00 4,00 98,00 MS                  118,00 MS            3.025,64 328 

      TBS                 536,36 TBS         13.752,91  

      IS                      16,09 IS                412,59  

 Jumlah 51.531,00 383.457,00 4.327,00 439.315,00 MS       1.541.537,00 

TBS       7.006.986,36 

IS            210.209,59 

MS            4.020,10 

TBS          18.273,20 

IS                  548,20 

 191.603 

 
Tabel 34 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2020 

Komoditi: Karet 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 760,00 4.007,00 397,00 5.164,00 4.564,00 1.139,01 4.800 
2. Langkat 1.920,00 38.761,00 34,00 40.715,00 40.423,00 1.042,88 20.451 
3. Simalungun 313,00 2.833,00 2.228,00 5.374,00 4.832,00 1.705,61 8.372 
4. Karo 48,00 93,00 - 141,00 73,00 784,95 164 
5. Dairi 189,00 306,00 9,00 504,00 159,00 519,61 385 
6. Tap. Utara 477,00 8.529,00 94,00 9.100,00 6.591,00 772,78 2.392 
7. Tap. Tengah 3.114,00 24.971,00 4.387,00 32.472,00 23.445,00 938,89 26.944 
8. Nias 2.581,00 2.064,00 309,00 4.954,00 3.653,00 1.769,86 3.832 
9. Nias Utara 1.600,00 8.143,00 1.316,00 11.059,00 9.280,00 1.139,63 7.560 
10. Nias Barat 1.409,00 1.969,00 623,00 4.001,00 2.227,00 1.131,03 9.937 
11. Kota Gunung Sitoli 574,00 1.989,00 1.108,00 3.671,00 1.349,00 678,23 1.738 
12. Nias Selatan 1.729,00 9.344,00 310,00 11.383,00 9.980,00 1.068,07 6.961 
13. Tap. Selatan 5.287,00 10.655,00 10.376,00 26.318,00 13.738,00 1.289,35 27.430 
14. Lab. Batu 901,00 19.499,00 1.741,00 22.141,00 22.342,00 1.145,80 9.583 
15. Lab. Batu Utara 1.083,00 10.171,00 2.830,00 14.084,00 11.786,00 1.158,78 29.176 
16. Lab. Batu Selatan 685,00 25.444,00 325,00 26.454,00 29.900,00 1.175,13 14.111 
17. Asahan 275,00 5.012,00 210,00 5.497,00 5.521,00 1.101,56 4.914 
18. Mandailing Natal 1.340,00 39.221,00 24.010,00 64.571,00 52.402,00 1.336,07 24.541 
19. Toba Samosir 324,00 287,00 39,00 650,00 105,00 365,85 31 
20. Humbang Hasundutan 845,00 3.192,00 259,00 4.296,00 4.023,00 1.260,34 3.106 
21. Pak-Pak Bharat 523,00 824,00 319,00 1.666,00 800,00 970,87 1.331 
22. Samosir    -  -  
23. Serdang Bedagai 1.081,00 10.628,00 30,00 11.739,00 12.600,00 1.185,55 10.744 
24. Padang Lawas Utara 12.105,00 26.823,00 350,00 39.278,00 30.278,00 1.128,81 19.515 
25. Batu Bara 239,00 315,00 2,00 556,00 559,00 1.774,60 453 
26. Padang Lawas 3.681,00 14.856,00 3.790,00 22.327,00 18.188,00 1.224,29 5.244 
27. Kota Padangsidimpuan 337,00 840,00 100,00 1.277,00 1.198,00 1.426,19 903 

 
Jumlah 43.420,00 270.776,00 55.196,00 369.392,00 310.016,00 1.144,92 244.618 
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Tabel 35 
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2020 
Komoditi: Kopi Robusta 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Nias 45,00 89,00 84,00 218,00 67,00 - 112,00 
2. Mandailing Natal 23,00 540,00 553,00 1.116,00 424,00  1.332,00 
3. Tapanuli Selatan 869,00 488,00 333,00 1.690,00 412,00 844,26 1.162 
4. Tapanuli Tengah 47,00 52,00 73,00 172,00 66,00  359,00 
5. Tapanuli Utara 19,00 1.137,00 212,00 1.368,00 602,00 529,46 2.558 
6. Toba Samosir - - - - - - - 
7. Labuhan Batu - - - - - - - 
8. Asahan - - - - - - - 
9. Simalungun  1.723,00 256,00 1.979,00 1.729,00 1.003,48 3.108 
10. Dairi  4.597,00 3.834,00 8.431,00 3.733,00 812,05 6.046 
11. Karo - - - - - - - 
12. Deli Serdang - - - - - - - 
13. Langkat - - - - - - - 
14. Nias Selatan - - - - - - - 
15. Humbang Hasundutan - - - - - - - 
16. Pakpak Bharat 42,00 267,00 26,00 335,00 224,00 838,95 517 
17. Samosir - - - - - - - 
18. Serdang Bedagai - - - - - - - 
19. Batu Bara - - - - - - - 
20. Padang Lawas Utara 196,00 576,00 42,00 814,00 632,00 1.097,22 2.024,00 
21. Padang Lawas 130,00 644,00 76,00 850,00 882,00 1.369,57 1.235 
22. Labuhan Batu Selatan 6,00 7,00 2,00 15,00 8,00 1.142,86 24,00 
23. Labuhan Batu Utara - - - - - - - 
24. Nias Utara 27,00 104,00 190,00 321,00 154,00 1.480,77 419 
25. Nias Barat 13,00 66,00 63,00 142,00 78,00 1.181,82 198,00 
26. 

 

Padangsidimpuan 

 

20,00 49,00 3,00 72,00 54,00 1.102,04                 102 

27. Gunungsitoli 

 

19,00 90,00 11,00 120,00 63,00    700,00      173 

 Jumlah 1.456,

00 

10.42

9,00 

5.758,

00 

17.643,

00 

9.128,

00 

   875,25 19.369 

 
Tabel 36 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2020 

Komoditi: Kopi Arabika 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Nias - - - - - - - 
2. Mandailing Natal 1.428,00 1.870,00 266,00 3.564,00 2.533,00 1.354,55 4.705 
3. Tapanuli Selatan 2.000,00 1.813,00 793,00 4.606,00 2.103,00 1.159,96 2.611 
4. Tapanuli Tengah - - - - - - - 
5. Tapanuli Utara 3.245,00 12.600,00 623,00 16.468,00 15.220,00 1.207,94 24.670 
6. Toba Samosir 1.470,00 3.002,00 316,00 4.788,00 4.403,00 1.466,69 2.419 
7. Labuhan Batu - - - - - - - 
8. Asahan - - - - - - - 
9. Simalungun 1.128,00 6.999,00 106,00 8.233,00 10.523,00 1.503,50 17.488 
10. Dairi 1.849,00 9.302,00 948,00 12.099,00 9.613,00 1.033,43 14.454 
11. Karo 2.304,00 6.890,00 11,00 9.205,00 7.403,00 1.074,46 13.142 
12. Deli Serdang 135,00 574,00 2,00 711,00 663,00 1.155,05 1.629 
13. Langkat 5,00 68,00 2,00 75,00 78,00 1.147,06 146 
14. Nias Selatan - - - - - - - 
15. Humbang Hasundutan 2.983,00 7.984,00 1.090,00 12.057,00 9.683,00 1.212,80 28.821 
16. Pakpak Bharat 126,00 695,00 143,00 964,00 1.084,00 1.559,71 1.422 
17. Samosir 734,00 3.794,00 536,00 5.064,00 4.163,00 1.097,26 5.340 
18. Serdang Bedagai - - - - - - - 
19. Batu Bara - - - - - - - 
20. Padang Lawas Utara - - - - - - - 
21. Padang Lawas - - - - - - - 
22. Labuhan Batu Selatan - - - - - - - 
23. Labuhan Batu Utara - - - - - - - 
24. Nias Utara - - - - - - - 
25. Nias Barat - - - - - - - 
26. 

 

Padangsidimpuan - - - - - - - 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 

27. Gunungsitoli 

 

- - - - - - - 

 Jumlah 17.407,00 55.591,00 4.836,00 77.834,00 67.469,00 1.213,67 116.847 

 
Tabel 37 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 

Tahun 2020 
Komoditi: Kelapa 

No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Nias 136,00 3.105,00 257,00 3.498,00 3.706,00 1.193,56 3.432 
2. Mandailing Natal 402,00 1.683,00 862,00 2.947,00 1.816,00 1.079,03 1.204 
3. Tapanuli Selatan 83,00 362,00 26,00 471,00 555,00 1.533,15 3.326 
4. Tapanuli Tengah 608,00 4.553,00 539,00 5.700,00 6.612,00 1.452,23 6.476 
5. Tapanuli Utara 66,00 252,00 30,00 348,00 269,00 1.067,46 452 
6. Toba Samosir 47,00 66,00 37,00 150,00 58,00 878,79 788 
7. Labuhan Batu 76,00 3.244,00 65,00 3.385,00 3.033,00 934,96 2.694 
8. Asahan 842,00 20.997,00 302,00 22.141,00 23.011,00 1.095,92 31.615 
9. Simalungun 168,00 2.527,00 413,00 3.108,00 3.498,00 1.384,25 12.584 
10. Dairi 59,00 642,00 16,00 717,00 450,00 700,93 1.231 
11. Karo 95,00 1.740,00 128,00 1.963,00 1.336,00 767,82 2.834 
12. Deli Serdang 1.369,00 2.006,00 444,00 3.819,00 3.102,00 1.546,36 11.209 
13. Langkat 500,00 3.308,00 38,00 3.846,00 3.813,00 1.152,66 4.029 
14. Nias Selatan 3.643,00 12.993,00 3.862,00 20.498,00 13.910,00 1.070,58 9.823 
15. Humbang Hasundutan 86,00 175,00 165,00 426,00 221,00 1.262,86 1.266 
16. Pakpak Bharat 12,00 43,00 3,00 58,00 47,00 1.093,02 571 
17. Samosir 8,00 35,00 - 43,00 26,00 742,86 112 
18. Serdang Bedagai 82,00 2.053,00 3,00 2.138,00 3.234,00 1.575,26 8.217 
19. Batu Bara 204,00 6.756,00 249,00 7.209,00 6.386,00 945,23 9.669 
20. Padang Lawas Utara 274,00 645,00 162,00 1.081,00 903,00 1.400,00 6.103 
21. Padang Lawas 124,00 362,00 78,00 564,00 533,00 1.472,38 1.008 
22. Labuhan Batu Selatan 30,00 75,00 3,00 108,00 98,00 1.306,67 596 
23. Labuhan Batu Utara 104,00 5.190,00 51,00 5.345,00 5.568,00 1.072,83 11.085 
24. Nias Utara 426,00 14.916,00 675,00 16.017,00 15.123,00 1.013,88 8.304 
25. Nias Barat 220,00 1.599,00 1.028,00 2.847,00 1.132,00 707,94 3.013 
26. 

 

Padangsidimpuan 126,00 

 

259,00 26,00 

 

411,00 503,00 

 

            1.942,08 915 

 27. Gunungsitoli 38,00 

 

912,00 676,00 

 

1.626,00 1.029,00 

 

1.128,2

9 
698 

  Jumlah            9.828,00 90.498,0

0 

10.138,0

0 

110.464,

00 

99.972,0

0 

1.104,6

9 

143.2

54 

 
Tabel 38 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2020 

Komoditi: Kakao 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Nias 956,00 736,00 403,00 2.095,00 702,00 953,80 3.220 
2. Mandailing Natal 169,00 3.032,00 678,00 3.879,00 3.762,00 1.240,77 3.111 
3. Tapanuli Selatan 1.198,00 2.590,00 245,00 4.033,00 2.124,00 820,08 6.298 
4. Tapanuli Tengah 945,00 1.961,00 200,00 3.106,00 2.203,00 1.123,41 3.807 
5. Tapanuli Utara 420,00 2.632,00 173,00 3.225,00 1.894,00 719,60 3.672 
6. Toba Samosir 129,00 156,00 15,00 300,00 248,00 1.589,74 724 
7. Labuhan Batu 32,00 340,00 128,00 500,00 250,00 735,29 264 
8. Asahan 405,00 992,00 82,00 1.479,00 576,00 580,65 13.812 
9. Simalungun 160,00 1.627,00 559,00 2.346,00 1.248,00 767,06 4.698 
10. Dairi 389,00 832,00 1,00 1.222,00 623,00 748,80 1.250 
11. Karo 703,00 3.128,00 412,00 4.243,00 3.204,00 1.024,30 6.583 
12. Deli Serdang 498,00 3.646,00 412,00 4.556,00 3.846,00 1.054,85 8.390 
13. Langkat 446,00 2.532,00 43,00 3.021,00 3.076,00 1.214,85 2.499 
14. Nias Selatan 1.416,00 4.164,00 36,00 5.616,00 3.604,00 865,51 3.322 
15. Humbang Hasundutan 512,00 929,00 121,00 1.562,00 596,00 641,55 2.032 
16. Pakpak Bharat 126,00 76,00 21,00 223,00 65,00 855,26 306 
17. Samosir 33,00 185,00 6,00 224,00 142,00 767,57 345 
18. Serdang Bedagai 21,00 1.195,00 23,00 1.239,00 1.149,00 961,51 4.674 
19. Batu Bara 256,00 1.046,00 122,00 1.424,00 1.204,00 1.151,05 1.425 
20. Padang Lawas Utara 276,00 477,00 138,00 891,00 423,00 886,79 1.050 
21. Padang Lawas 243,00 333,00 64,00 640,00 309,00 927,93 342 
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No Kabupaten 
Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

    

22. Labuhan Batu Selatan 48,00 222,00 16,00 286,00 228,00 1.027,03 164 
23. Labuhan Batu Utara 12,00 314,00 32,00 358,00 486,00 1.547,77 208 
24. Nias Utara 3.129,00 2.798,00 586,00 6.513,00 2.984,00 1.066,48 3.798 
25. Nias Barat 198,00 566,00 137,00 901,00 516,00 911,66 2.676 
26. 

 

Padangsidimpuan 

 

11,00 

 

122,00 

 

8,00 

 

141,00 112,00 

 

918,03 180 

 27. Gunungsitoli 124,00 123,00 146,00 393,00 122,00 991,87 448 

 Jumlah 12.855,

00 

36.754,

00 

4.807,0

0 

54.416,

00 

35.696,

00 

971,21 79.29

8 

 
Tabel 39 

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan 
Tahun 2020 

Komoditi: Kelapa Sawit 
No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 
Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) KK 
TBM TM TTM Total 

1. Deli Serdang 2.798,00 11.301,00 23,00 14.122,00 MS           49.411,00 MS         4.372,27  10.543 

      TBS       224.595,45 TBS      19.873,95  
      IS               6.737,86 IS               596,22  

2. Langkat 5.603,00 41.572,00 23,00 47.198,00 MS         168.129,00 MS         4.044,28  14.792 

      TBS        764.222,73 TBS      18.383,11  
      IS             22.926,68 IS               551,49  

3. Simalungun 2.544,00 27.765,00 18,00 30.327,00 MS         114.514,00 MS         4.124,40  13.965 

      TBS        520.518,18 TBS      18.747,28  
      IS            15.615,55 IS               562,42  

4. Karo 344,00 1.372,00 2,00 1.718,00 MS             6.089,00 MS         4.438,05 694 

      TBS          27.677,27     TBS      20.172,94  
      IS                 830,32 IS               605,19  

5. Dairi 86,00 201,00 288,00 575,00 MS                812,00 MS         4.039,80 149 

      TBS            3.690,91 TBS      18.362,73  
      IS                 110,73 IS               550,88  

6. Tap. Utara 18,00 16,00 2,00 36,00 MS                  73,00 MS         4.562,50 114 

      TBS              331,82 TBS      20.738,64  
      IS                     9,95 IS               622,16  

7. Tap. Tengah 1.633,00 1.986,00 23,00 3.642,00 MS             9.304,00 MS         4.684,79  3.896 

      TBS          42.290,91 TBS      21.294,52  
      IS              1.268,73 IS               638,84  

8. Nias Selatan 744,00 196,00 5,00 945,00 MS                823,00 MS         4.198,98 976 

      TBS           3.740,91 TBS      19.086,27  
      IS                  112,23 IS               572,59  

9. Tap. Selatan 2.846,00 3.728,00 16,00 6.590,00 MS           17.343,00 MS         4.652,09  3.023 

      TBS         78.831,82 TBS      21.145,87  
      IS               2.364,95 IS               634,38  
10. Lab. Batu 2.882,00 32.612,00 33,00 35.527,00 MS         117.172,00 MS         3.592,91  22.065 

      TBS         32.600,00 TBS      16.331,41  
      IS            15.978,00 IS               489,94  
11. Lab. Batu Utara         7.192,00 64.889,00 56,00 72.137,00 MS          245.846,00 MS          3.788,72  20.844 

      TBS      1.117.481,82 TBS       17.221,44  
      IS              33.524,45 IS                 516,64  
12. Lab. Batu Selatan         2.449,00 40.462,00 98,00 43.009,00 MS        150.106,60 MS          3.709,82  14.662 

      TBS       682.302,73 TBS       16.862,80  
      IS            20.469,08 IS                 505,88  
13. Asahan         1.767,00 75.442,00 34,00 77.243,00 MS        358.823,00 MS           4.756,28  34.524 

      TBS      1.631.013,64 TBS       21.619,44  
      IS               48.930,41 IS                 648,58  
14. Mandailing Natal         3.163,76 15.910,00 7,76 19.081,52 MS          69.328,40 MS           4.357,54  5.972 

      TBS       315.129,09 TBS       19.806,98  
      IS               9.453,87 IS                 594,21  
15. Toba Samosir            342,00 762,00 25,00 1.129,00 MS             3.080,00 MS          4.041,99 260 

      TBS         14.000,00 TBS       18.372,70  
      IS                   420,00 IS                 551,18  
16. Humbang Hasundutan              47,00 248,00 79,00 374,00 MS               591,00 MS           2.383,06 367 

      TBS          2.686,36 TBS       10.832,11  
      IS                     80,59 IS                 324,96  
17. Pak-Pak Bharat            292,00 1.031,00 23,00 1.346,00 MS               513,00 MS             497,58 374 

      TBS          2.331,82 TBS         2.261,71  
      IS                     69,95 IS                   67,85  
18. Serdang Bedagai         2.302,00 11.508,00 11,00 13.821,00 MS          50.126,00 MS          4.355,75  12.436 

      TBS         227.845,45 TBS       19.798,88  
      IS              6.835,36 IS                 593,97  
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No Kabupaten Luas (Ha) Produksi 

(Ton/Ha) 

Produktivitas 

(Kg/Ha/Thn) 
KK 

TBM TM TTM Total 
19. Padang Lawas Utara         9.223,00 18.601,00 21,00 27.845,00 MS        76.403,00 MS          4.107,47  13.687 

      TBS       47.286,36 TBS       18.670,31  
      IS           10.418,59 IS                 560,11  
20. Batu Bara         2.963,00 6.910,00 104,00 9.977,00 MS         30.528,00 MS          4.417,95  7.387 

      TBS      138.763,64 TBS       20.081,57  
      IS             4.162,91 IS                 602,45  
21. Padang Lawas         7.053,00 27.565,00 34,00 34.652,00 MS       114.768,00 MS          4.163,54  11.232 

      TBS      521.672,73 TBS       18.925,19  
      IS           15.650,18 IS                 567,76  
22. Samosir - - - - MS                       - MS                        - - 

      TBS                      - TBS                      -  
      IS                          - IS                          -  
23. Kota Padangsidimpuan              57,00 44,00 4,00 105,00 MS              162,00 MS          3.681,82 345 

      TBS            736,36 TBS       16.735,54  
      IS                  22,09 IS                 502,07  
 Jumlah       56.348,76 384.121,00 929,76 441.399,52 MS    1.583.945,00 

TBS   7.199.750,00 

IS         215.992,50 

MS          4.123,56 

TBS       18.743,44 

IS                 562,30 

 192.307 

 

Tabel 40 
Data Produksi Perkebunan Rakyat dan Laju Pertumbuhan  

Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 Dan 2020 
 

No 
 

Komoditi 
Produksi (Ton) Laju 

Pertmbhan 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Karet 331.761,25 311.076,66 309.760,12 309.973,00 310.016,00             (1,64) 
 2 Kelapa Sawit (TBS) 5.955.621,41 6.621.409,42 6.729.162,09 7.006.986,36 7.199.750,00               4,92 

3 Kopi Arabika 53.962,36 58.155,09 63.233,94 66.831,00 67.469,00               5,79 

4 Kopi Robusta 7.352,90 8.484,72 7.835,09 8.091,00 9.128,00               5,95 
5 Kelapa 94.624,00 96.256,55 97.033,44 99.132,00 99.972,00               1,39 
6 Kakao 44.391,25 41.520,52 34.071,38 34.792,00 35.696,00             (4,92) 
7 Cengkeh 673,00 964,98 989,33 1.097,00 1.814,00             30,54 
8 Kemenyan 5.037,00 6.177,03 8.332,78 8.481,00 8.604,00             15,19 
9 Kulit Manis 3.672,17 3.648,06 3.680,83 3.792,00 4.012,00               2,27 
10 Kemiri 13.214,00 13.359,39 13.390,56 13.529,40 13.777,00               1,05 
11 Pala                 64,00                 84,57             88,05                 89,00 112,0

0 
            15,79 

12 Lada               118,00                 84,23             87,04                 87,00 206,0
0 

            27,86 
13 Kapuk               180,00              189,13           191,66              191,00 208,0

0 
              3,74 

14 Gambir 1.958,
04 

1.347,1
8 

1.369,
17 

1.368,0
0 

1.509,0
0 

            (4,84) 
15 Aren 5.437,

89 
5.268,5
2 

5.382,
81 

6.100,0
0 

6.619,0
0 

             5,22 
16 Pinang 4.044,

00 
3.923,0
1 

4.089,
77 

4.113,0
0 

4.358,0
0 

             1,95 
17 Vanili 101,

00 
82,4
0 

83,
41 

84,0
0 

106,0
0 

             2,43 
18 Jarak 16,

00 
16,0
0 

16,
50 

18,0
0 

30,0
0 

           19,72 
19 Kapulaga 25,

00 
11,2
8 

11,
78 

13,0
0 

27,0
0 

           16,90 
20 Jambu Mete 9,00 6,50 - - -           (27,78) 
21 Nilam 494,

24 
186,5
7 

245,
99 

296,0
0 

336,0
0 

              0,86 
22 Tembakau 1.003,

43 
1.184,9
1 

1.446,
51 

1.405,0
1 

1.737,0
0 

            15,23 
23 Tebu 2.835,

00 
939,0
0 

940,
00 

3.315,9
3 

960,0
0 

            28,73 
24 Sereh Wangi - - - 211,0

0 
231,0
0 

              9,48 

 Jumlah  6.526.594,94  7.174.375,72 7.281.442,25 7.569.995,7
0 

7.766.677,0
0 

              4,49 
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7. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 

Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK MENLHK NOMOR 

8088 Tahun 2018 adalah: 

Tabel 41 

Perkabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 

No 
Kabupaten/ 

Kota 

Fungsi  

Luas 

Hutan 

Konservasi 

Hutan 

Lindung 

Hutan 

Produksi 

Tetap 

Hutan 

Produksi 

Konversi 

Hutan 

Produksi 

Terbatas 

1 Asahan 45.28 45,731.98 8,297.41 24,840.65 775.99 79,691.32 

2 Batubara - 1,964.88   1,693.23 3,658.11 

3 Dairi 467.70 53,621.28 13,567.43  30,323.64 97,980.05 

4 Deli Serdang 21,770.20 8,716.72 26,176.67  3,036.83 59,700.43 

5 Gunung Sitoli - 2,854.61  61.60  2,916.21 

6 Humbang 

Hasundut 

415.98 55,939.23 56,241.23  14,080.92 126,677.37 

7 Karo 22,738.88 63,504.51 6,624.05  9,218.91 102,086.35 

8 Labuhanbatu - 18,123.78 14,573.20  358.99 33,055.97 

9 Labuhanbatu 

Selata 

2,100.42 7,175.30 28,800.96   2,470.59 3,749.34 44,296.61 

10 Labuhanbatu 

Utara 

898.93 41,144.83 20,237.13 25,032.40 37,475.95 124,789.25 

11 Langkat 212,021.82 5,372.80 24,805.51  39,149.38 281,349.52 

12 Mandailing 

Natal 

72,448.60 130,394.39 13,245.00 19,876.73 146,628.67 382,593.39 

13 Nias - 24,978.38   3,363.49 28,341.86 

14 Nias Barat - 9,770.11  519.22 3,638.22 13,927.56 

15 Nias Selatan 8,212.57 72,541.88 72,320.96  21,512.50 174,587.91 

16 Nias Utara - 25,104.55 4,679.50   4,146.12 10,060.87 43,991.04 

17 Padang 

Sidimpuan 

-   724.53   724.53 

18 Padanglawas 30,562.93 40,554.89 95,988.73   1,696.37 38,896.19 207,699.12 

19 Padanglawas 

Utara 

5,308.05 87,992.95 82,074.70  35,105.28 210,480.98 

20 Pakpak Bharat 5,862.10 43,429.72 11,394.48  46,355.88 107,042.19 

21 Samosir - 53,199.53 17,608.07  1.86 70,809.46 

22 Serdang 

Bedagai 

- 5,375.24 4,248.74  64.86 9,688.84 

23 Sibolga - 204.01     204.01 

24 Simalungun 1,279.28 23,459.26 68,327.64  9,497.32 102,563.50 

25 Tapanuli 

Selatan 

13,714.39 134,413.90 44,528.51  82,990.39 275,647.19 

26 Tapanuli 

Tengah 

- 59,359.56 4,163.58  37,278.14 100,801.28 

27 Tapanuli Utara 2,018.90 123,275.67 46,508.88  48,957.18 220,760.62 

28 Toba Samosir 21,284.81 61,032.19 9,719.41 386.76 10,724.39 103,147.56 

29 Binjai      0 

30 Medan      0 

31 Tanjung Balai      0 

32 Pematang 

Siantar 

     0 

33 Tebing Tinggi      0 

 Jumlah  421,150.85  1,199,236.17  674,856.34  79,030.45  634,938.43 3,009,212.24 
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Adapun data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 

Realisasi Produksi Tahun 2017 – 2020 terhadap pengolalaan lahan 

hutan adalah sebagai berikut: 

Tabel 42 

Realisasi Produksi Tahun 2017 - 2020 

No Sumber Produksi Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 IUPHHK-HA M3        35,560.86         49,121.40         45,247.26        73,034.81 

2 IPK, Koridor, HGU, IPPKH M3        29,434.04         52,806.45         64,733.09  7.137,88 

3 Kayu Rakyat M3        11,400.00           5,250.50           8,534.20  15.066,52 

4 IUPHHK HT M3  1.189.316,22 1.293.554,50   1,198,283.90 1.337.118,62  

5 Hutan Tanaman Rakyat M3   -   -  5712,81 450.07  

6 Kayu Gergajan M3  144.632,212   269.551,269  280.579,359  170.464,11  

8 Kayu lapis M3  30.365,594   40.268,269  37.822,260  238,27 

9 Pulp M3  182.291,770   153509,150  170370,220  136.572,17 

10 Block Board M3  475,830   451,510  1.146,430   - 

11 Moulding M3  51.251,664   59.622,852  49.335,770  26.526.07 

12 Furniture M3  6.573,578   8986,144  18360,960  6.350,43 

13 Olahan Lainnya M3  88.381,904   125.072,622 204.993,060 101.017,81 

14 Getah pinus Ton          1,060.89           1,856.34  1823.544 5416.02 

15 Rotan Ton   1,6   -                 40  -  
Rotan Batang   2000   -         20,000  36.590  
Biji rotan Ton 

   
6.97 

16 Madu Liter 
 

- - 51 

17 Nira nipah Liter 
 

- - 1  
Daun nipah Kg 

  
108,18 - 

18 Getah Karet (kemitraan) Ton        13.24   
Getah Karet (HTI) Ton 5.705,20 2.504,44 4.172,81 4.164,82 

19 TBS Sawit (kemitraan) Ton   
 

829,31    23,40   
TBS Sawit (HTI) Ton 31.483,50 14.897,58 29.007,95 26.999,40 

 
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan berupa 

Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana 

Reboisasi (DR) Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2018 – 2020 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 43 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan berupa 
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana 

Reboisasi (DR) Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2018 – 2020 

No JENIS PNBP 
Besaran Jumlah Penerimaan PNBP 

2018 2019 2020 

1 PSDH  (Rp) 20.768.290.259  17.908.352.626  20.777.683.043  

2 DR    (USD)  1.332.054,15  1.220.295,65  1.450.556.06  

                               …..             6,   %                     8,87 % 
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Sedangkan Potensi Ekowisata berdasarkan data Dinas Kehutanan 

Perovinsi Sumatera Utara adalah: 

Tabel 44 

Potensi Ekowisata berdasarkan data Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Utara 

No. Objek Wisata UPT KPH KABUPATEN 

1 Bukit Lawang KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

2 Tangkahan KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

3 Lubuk Kertang KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

4 Batu Rongring KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

5 Batu Katak KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

6 Pantai Berawe KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

7 Pemandian Lau Kulap KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

8 Ekowisata Gua Karst KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

9 Air Terjun Serenggana KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

10 Arung Jeram Desa Berinteng KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

11 Arung Jeram Desa Timbang KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

12 Air Panas Simolap KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

13 Penangkaran Rusa KPH Wilayah I Unit 1 Langkat 

14 Wisata Bali Lestari KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

15 Wisata Mutiara 88 KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

16 Wisata Pondok Indah Permai KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

17 Wisata Theme Park KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

18 Wisata Wong Rame KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

19 Wisata Kuala Putri KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

20 Wisata Sri Mersing KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

21 Wisata Klang Indah KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

22 Wisata mangrove KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

23 Wisata Naga Lawan KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

24 Wisata Nipah Indah KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

25 Wisata Romantis KPH Wilayah II Unit 2 Serdang Bedagai 

26 Air Terjun Tarunggang KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

27 Air Terjun Lau Lutih (Tanjung Raja) KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

28 Air Terjun Pelangi KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

29 Air Terjun Betala KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

30 Air terjun Sampuran Putih (Tujuh Tingkat) KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

31 Lau Mentar Canyon KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

32 Air Terjun Sikulikap KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

33 Pemandian Dua Rasa KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

34 Gua Air Panas KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

35 Pantai Putra Deli KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

36 Pantai Mutiara KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

37 Pantai Putra Serdang KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

38 Pantai Ancol Indah KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

39 Pantai Terapung KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 
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No. Objek Wisata UPT KPH KABUPATEN 

40 Wisata Mangrove KPH Wilayah I Unit 5 Deli Serdang 

41 Air Terjun Linggahara  KPH Wilayah V Unit 7 Labuhan Batu 

42 Pantai Kahona KPH Wilayah V Unit 7 Labuhan Batu 

43 Gua Mecik KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

44 Sungai Lau Renun KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

45 Sungai Lae Sembelin KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

46 Lae Markelang KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

47 Sungai Lae Itam KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

48 Air Terjun Desa Bongkaras KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

49 Air Terjun Sempung Polling KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

50 Air Terjun Dusun Merdeka Desa Lae Itam  KPH Wilayah XIV Unit 8 Dairi 

51 Pantai Surya Baru KPH Wilayah II Unit 10 Batubara 

52 Pantai Sejarah KPH Wilayah II Unit 10 Batubara 

53 Pantai Bali (Bunga Laut Indah) KPH Wilayah II Unit 10 Batubara 

54 Pantai Bunga KPH Wilayah II Unit 10 Batubara 

55 Air Terjun Sampuran Simanis KPH Wilayah VII Unit 11 Labuhan Batu Selatan 

56 Air Terjun Sampuran Aek Siudok KPH Wilayah VII Unit 11 Labuhan Batu Selatan 

57 Aliran Sungai Potensi Arung Jeram KPH Wilayah VII Unit 11 Labuhan Batu Selatan 

58 Pemandangan (Panorama Puncak) KPH Wilayah VII Unit 11 Labuhan Batu Selatan 

59 Dolok Bintatak KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

60 Bukit Indah Simarjarunjung KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

61 Rumah Ikan Emas KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

62 Sibaganding KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

63 Wisata Rohani KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

64 SipisoPiso Bage KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

65 Tanjung Unta KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

66 Pondok Bulu KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

67 Nagori Basar Nauli KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

68 Nagori Buntu Turunan KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

69 Sibatuloteng KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

70 Simarjarunjung KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

71 Parapat KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

72 Girsang Sipangan Bolon KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

73 Aek Nauli KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

74 Tigar Ras KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

75 Pematang Sidamanik KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

76 Tambak Bawang KPH Wilayah II Unit 12 Simalungun 

77 Bukit Wilhelmina KPH Wilayah III Unit 13 Asahan 

78 Arung Jeram KPH Wilayah III Unit 13 Asahan 

79 Pantai Pasiran KPH Wilayah III Unit 13 Asahan 

80 Objek wisata Air Terjun Ponot KPH Wilayah III Unit 13 Asahan 

81 Air Terjun Salean  KPH Wilayah III Unit 13 Asahan 

82 Air Terjun Lae Une KPH Wilayah XIV Unit 15 Pakpak Bharat 

83 Air Terjun Lae Singgabit KPH Wilayah XIV Unit 15 Pakpak Bharat 

84 Air Terjun Lae Cimbe KPH Wilayah XIV Unit 15 Pakpak Bharat 
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No. Objek Wisata UPT KPH KABUPATEN 

85 Air Terjun Janji Hutanapa KPH Wilayah XIII Unit 17 Samosir 

86 Camping ground KPH Wilayah XIII Unit 17 Samosir 

87 Air Terjun Simarpangpang KPH Wilayah XIII Unit 17 Samosir 

88 Air Terjun Efrata KPH Wilayah XIII Unit 18 Samosir 

89 Aek Silang KPH Wilayah XIII Unit 18 Humbanghas 

90 Panatapan Simatamata KPH Wilayah XIII Unit 18 Humbanghas 

91 Panatapan Huta Ginjang KPH Wilayah XIII Unit 18 Humbanghas 

92 Panatapan Hutaraja KPH Wilayah XIII Unit 18 Humbanghas 

93 Panatapan Parsingguran KPH Wilayah XIII Unit 18 Humbanghas 

94 Panatapan Dolok Tolong KPH Wilayah XIII Unit 18 Toba Samosir 

95 Panatapan Meat KPH Wilayah XIII Unit 18 Tapanuli Utara 

96 Menara Pandang Tele KPH Wilayah XIII Unit 18 Samosir 

97 Pemandian Aek Rangat  KPH Wilayah XIII Unit 18 Samosir 

98 Panatapan Dolok Pesona KPH Wilayah XIII Unit 18 Samosir 

99 Pemandangan Siulakhosa KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

100 Pemandangan Parmonangan (flying fox) KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

101 Rumah Pohon KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

102 Home stay KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

103 Pemandangan Hutaginjang KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

104 Jogging track KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

105 Panatapan Ronggurnihuta KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

106 Air Terjun Pangaribuan KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

107 Air terjun Sampuran Napitu KPH Wilayah XIII Unit 19 Samosir 

108 Salib Kasih KPH Wilayah XI Unit 21 Tapanuli Utara 

109 Pulau Mursala KPH Wilayah XI Unit 25 Tapanuli Tengah 

110 Aek Milas KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

111 Danau Marsabut KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

112 Monumen Perang Gurrila KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

113 Tor Simagomago KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

114 Gn. Merapi Sibual Buali KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

115 Bagas Godang,  KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

116 Aek sabaon KPH Wilayah VI Unit 26 Tapanuli Selatan 

 

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi Sumatera Utara, potensi Desa Wisata Tahun 2022 – 2023 

adalah: 

Tabel 45 

Potensi Desa Wisata Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2022 – 2023 

NO NAMA DESA KECAMATAN KABUPATEN 

1 Gundaling I Merdeka Karo 

2 Raya Berastagi Karo 

3 Siosar Payung dan Namanteran Karo 
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4 Besilam Padang Tualang Langkat 

5 Lubuk Kertang Brandan Barat Langkat 

6 Namo Sialang / Tangkahan Batang Serangan Langkat 

7 Pematang Serai Tanjung Pura Langkat 

8 Telaga Sei Binge Langkat 

9 Denai Lama Pantai Labu Deli Serdang 

10 Pematang Johar Labuhan Deli Deli Serdang 

11 Melati II Perbaungan Serdang Bedagai 

12 Kampung Nipah/Sei Nagalawan Perbaungan Serdang Bedagai 

13 Buluh Duri Sipispis Serdang Bedagai 

14 Karang Anyer Gunung Maligas Simalungun 

15 Parik Sabungan Dolok Pardomuan Simalungun 

16 Hariara Pohan Harian Samosir 

17 Aek Sipitu Dai Sianjur Mulamula Samosir 

18 Tambunan Lumban Gaol Balige Toba 

19 Lintong Nihuta Tampahan Toba 

20 Siantar Sitio-tio Siantar Narumonda Toba 

21 Silalahi II Silahisabungan Dairi 

22 Padang Genting Talawi Batubara 

23 Tanjung Medan Bilah Barat Labuhan Batu 

24 Tipang Bakti Raja Humbang Hasundutan 

25 Sihonongan Parmonangan Humbang Hasundutan 

26 Parsingguran 2 Pollung Humbang Hasundutan 

27 Desa Sibandang, Desa Papande, Desa Sampuran Muara Tapanuli Utara 

28 Aek Sabaon Marancar Tapanuli Selatan 

29 Huta Ginjang Angkola Timur Tapanuli Selatan 

30 Candi Bahal Portibi Portibi Padang Lawas Utara 

31 Janji Matogu Portibi Padang Lawas Utara 

32 Sibintang Sosorgodang Tapanuli Tengah 

33 Barangbang Sosorgodang Tapanuli Tengah 

34 Simatohir PSP Angkola Julu Padang Sidempuan 

35 Simpang Duhu Lombang Ulu Pungkut Mandailing Natal 

36 Lolomoyo Amandraya Nias Selatan 

37 Desa Balefadorotuho (Tureloto) Lahewa Nias Utara 

38 Hilimbowo Mandrehe Nias Barat 

 

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi           

Sumatera Utara 

Adapun data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

Tabel 46 
Volume Rekomendasi dan Realisasi Sapi Import  

Tahun 2020 – 2021  
Perusahaan Feedloter Di Sumatera Utara 

No. Periode Masuk Jenis Sapi Rekomendasi Realisasi s/d 
September 2021 Sisa 

1 2020 - 2021 Bakalan 56.500 27.862 28.638 
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Sedangkan Quota dan Export Ternak Kambing/Domba Tahun 2020 

dan Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara adalah: 

Tabel 47 

Quota Dan Realisasi Export Ternak Kambing/Domba Tahun 2020 dan  
Tahun 2021 di Sumatera Utara  

No Uraian 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Kuota Realisasi Sisa Ktrngn Kuota Realisasi Sisa Ktrngn 

1 Total Export Kambing dan 
Domba  

9.860 6.057 2.203   7.500 6.744 4.155   

 
Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018 – 2020 adalah: 

Tabel 48 

Produksi Daging, Telur Dan Susu Tahun 2018 – 2020 
(Sumatera Utara) 

     

Ton 

No 
KOMODITI TAHUN 

DAGING 2018 2019 2020 *) 

(1) (2) (5) (6) (7) 

I DAGING  
   

1 Sapi 15.240,33    14.153,16        12.961,01  

2 Kerbau     1.651,42      1.738,61  1685,71 

3 Kambing      1.212,96      1.118,44  848,73 

4 Domba        538,91         643,12  498,14 

5 Babi    51.469,78     49.123,96  11665,42 

6 Kuda          63,65           41,82  47,05 

7 Ayam Buras    19.278,84     18.504,90  15102,42 

8 Ayam Ras Petelur    18.397,50     18.512,51        19.062,63  

9 Ayam Ras Pedaging   53.823,08   151.594,00  153757,92 

10 Itik      2.511,54       2.141,63  1990,17 

11 Kelinci            6,04             4,93  6,53 

12 Puyuh          48,21           49,27  86,31 

13 Merpati            7,81             6,26  0 

14 Itik Manila        498,11         457,75  371,45 

JUMLAH 164.748,17  258.090,36     218.083,49  
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No 
KOMODITI TAHUN 

DAGING 2018 2019 2020 *) 

(1) (2) (5) (6) (7) 

II TELUR     

1 Ayam Buras 

        

13.284,86  

        

12.683,75  

                 

11.596,28  

2 Ayam Ras Petelur 

      

233.759,16  

      

512.432,00  

               

443.760,31  

3 Itik 
        
13.947,99  

        
11.922,27  

                 
11.052,50  

4 Puyuh 

             

379,98  

             

388,38  

                      

680,31  

5 Itik Manila 

          

4.143,37  

          

3.807,75  

                   

3.089,82  

JUMLAH 
   

265.515,36  

   

541.234,15  

            

470.179,22  

       

III SUSU 1.846,80 3.489,84 5.150,72 
 
Adapun Jenis dan Populasi Ternak adalah sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 49 
Jenis Ternak dan Populasi Tahun 2018 – 2020 

(Sumatera Utara) 

Jenis Ternak Populasi (ekor) 

2020 2021*) 

Sapi potong           899.571          927.711  

Sapi Perah              4.953              5.034  

Kerbau Potong           96.146            98.812  

Kerbau Perah             1.072              1.087  

Kambing Potong          786.068          815.417  

Kambing Perah              4.064              4.357  

Domba          721.565          746.591  

Babi          188.316           223.642  

Kuda              1.107               1.158  

Ayam Buras     15.266.075     15.911.249  

Ayam Ras Petelur     30.365.951      30.627.794  

Ayam ras Pedaging   139.447.786   166.007.899  

Itik       2.572.603       2.678.437  

Itik Manila          620.117          616.160  

Puyuh          392.336           376.136  

Kelinci            13.936            15.431  
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10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Utara, Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara 

adalah: 

Tabel 50 

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 
Provinsi Sumatera Utara 

PROVINSI KAB/KOTA 
Produksi (kg) 

Laut PUD Total 

SUMATERA UTARA   393.379.030  109.853.336   503.232.365  

SUMATERA UTARA KAB. ASAHAN  56.067.541   14.341.400     70.408.941  

SUMATERA UTARA KAB. BATU BARA  31.339.544                    -     31.339.544  

SUMATERA UTARA KAB. DAIRI     7.028.774       7.028.774  

SUMATERA UTARA KAB. DELI SERDANG  32.029.795   25.228.734     57.258.529  

SUMATERA UTARA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN         125.363          125.363  

SUMATERA UTARA KAB. KARO     1.649.813       1.649.813  

SUMATERA UTARA KAB. LABUHANBATU  10.499.568     1.734.207     12.233.775  

SUMATERA UTARA KAB. LABUHANBATU SELATAN         16.432          68.860            85.291  

SUMATERA UTARA KAB. LABUHANBATU UTARA    7.374.895     6.670.113     14.045.008  

SUMATERA UTARA KAB. LANGKAT  45.867.101     5.289.158     51.156.259  

SUMATERA UTARA KAB. MANDAILING NATAL    6.557.442     2.059.716       8.617.159  

SUMATERA UTARA KAB. NIAS  15.057.138                   -     15.057.138  

SUMATERA UTARA KAB. NIAS BARAT       126.166                   -          126.166  

SUMATERA UTARA KAB. NIAS SELATAN  15.112.744                   -     15.112.744  

SUMATERA UTARA KAB. NIAS UTARA  12.839.712                   -     12.839.712  

SUMATERA UTARA KAB. PADANG LAWAS         10.623          44.516            55.138  

SUMATERA UTARA KAB. PADANG LAWAS UTARA           1.056            4.424              5.480  

SUMATERA UTARA KAB. PAKPAK BHARAT                   -                    -                     -  

SUMATERA UTARA KAB. SAMOSIR     3.832.866       3.832.866  

SUMATERA UTARA KAB. SERDANG BEDAGAI  16.325.786        124.107     16.449.893  

SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN      4.558.591       4.558.591  

SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI SELATAN    4.074.391     1.705.634       5.780.025  

SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI TENGAH  56.128.575     1.700.187     57.828.762  

SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI UTARA      3.299.100       3.299.100  

SUMATERA UTARA KAB. TOBA SAMOSIR        595.342          595.342  

SUMATERA UTARA KOTA BINJAI                 -                   -                     -  

SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI  11.988.718     3.648.172     15.636.890  

SUMATERA UTARA KOTA MEDAN  38.940.709  15.412.254     54.352.962  

SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN           3.771          15.801            19.572  

SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR        163.316          163.316  

SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA                 -                   -                     -  

SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI  33.017.324  10.552.887     43.570.210  

SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI                  -                   -                     -  
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Tabel 51 
Produksi Perikanan Tahun 2019 

NO KABUPATEN/KOTA TARGET 2019  TOTAL (KG)  

1 KAB. ASAHAN 70.828.544               69.734.368                                

2 KAB. BATU BARA 28.184.233                     34.587.755                               

3 KAB. DAIRI 6.321.106                       138.509                                      

4 KAB. DELI SERDANG 52.835.184                     46.617.173                                

5 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN 112.741                          217.879                                      

6 KAB. KARO 1.483.716                       69.697                                        

7 KAB. LABUHANBATU 13.229.896                     12.404.490                                

8 KAB. LABUHANBATU SELATAN 76.704                             148.235                                      

9 KAB. LABUHANBATU UTARA 18.200.526                     24.364.226                                

10 KAB. LANGKAT 40.233.608                     32.771.522                                

11 KAB. MANDAILING NATAL 7.749.571                       14.748.953                                

12 KAB. NIAS 13.541.164                    1.596.967                                  

13 KAB. NIAS BARAT 113.464                          218.276                                      

14 KAB. NIAS SELATAN 16.932.924                     26.100.609                                

15 KAB. NIAS UTARA 12.660.909                     21.203.136                                

16 KAB. PADANG LAWAS 160.979                          95.829                                        

17 KAB. PADANG LAWAS UTARA 139.712                          9.524                                          

18 KAB. PAKPAK BHARAT -                                        5.969.091                                  

19 KAB. SAMOSIR 3.446.968                       6.460.613                                  

20 KAB. SERDANG BEDAGAI 41.527.723                     28.458.430                                

21 KAB. SIMALUNGUN 4.099.625                       105.237                                      

22 KAB. TAPANULI SELATAN 5.198.084                      3.671.743                                  

23 KAB. TAPANULI TENGAH 50.006.478                     35.683.738                                

24 KAB. TAPANULI UTARA 2.966.941                       4.840.189                                  

25 KAB. TOBA SAMOSIR 535.403                          11.588                                        

26 KOTA BINJAI -                                       6.735.107                                  

27 KOTA GUNUNGSITOLI 19.632.135                     13.325.811                                

28 KOTA MEDAN 48.880.627                     34.053.252                                

29 KOTA PADANGSIDIMPUAN 17.602                             34.016                                        

30 KOTA PEMATANG SIANTAR 146.874                          283.842                                      

31 KOTA SIBOLGA 42.311.019                     34.194.638                                

32 KOTA TANJUNG BALAI 42.658.087                     81.567.355                                

33 KOTA TEBING TINGGI -                                       -                                                  

  JUMLAH  544.232.544                  540.421.799                              
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11. Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara 

Jumlah binaan Koperasi pada Dinas Koperasi Provinsi 

Sumatera Utara adalah sebanyak 1.502 Koperasi. 

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera 

Utara 

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Sumatera Utara, diperoleh data dari Kawasan Industri 

Medan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei serta 

Kuala Tanjung Industrial Estate. 

a. Kawasan Industri Medan (KIM) 

 Areal Kawasan Industri Medan/KIM (Tahap I), dengan luas + 

200 Ha, terletak disebelah barat jalan tol, dan areal di sebelah timur 

jalan tol disebut dnegan Kawasan Industri Medan (Tahap II) dengan 

luas + 325 Ha. Perusahaan ini juga mengelola empat kawasan 

industri hasil kerja sama seluas 410 hektar, yakni KIM 3 (dengan 

PT. Bangun Graha Nusantara), KIM 4 (dengan PT. Hada Sukses 

Bintang Cakra), KIM 5 (dengan PT. Intiland Wahana Cemerlang), 

dan KIM 6 (dengan PT. Kawasan Industri Mabar).  

Adapun Data Mitra Industri:  

• Jumlah Perusahaan: 335 perusahaan 

• PMDN/ Fasilitas: 303 perusahaan 

• PMA: 32 perusahaan 

• Jumlah Tenaga Kerja: 35.000 orang 

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) memiliki berbagai jenis mitra 

industri, di antaranya: 

• Hasil laut 

• Permen 

• Cocoa Powder 

• Biscuite 

• Industri Plastik 
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• Industri Furniture 

• Industri Pakan Ternak 

• Industri Baja 

• Industri Bahan Bangunan (seng, paku, concreate, dll) 

• Industri Keramik (Tile) 

• Industri Pembungkus 

• Industri Berbasis CPO 

• Industri Sarung Tangan 

• Industri Paper over Lay 

• Industri Percetakan 

• Industri Es 

• Industri Pupuk 

Penjualan Lahan Perusahaan mengelola kawasan seluas 558 hektar 

pada dua kawasan, yaitu KIM 1 seluas 190 hektr dan KIM 2 seluas 

368 hektar. Jumlah lahan yang terjual di KIM 1 adalah seluas 152 

hektar sedangkan di KIM 2 seluas 246 hektar dengan total luas 398 

hektar. Luas lahan yang tersedia untuk dijual adalah sekitar 76 

hektar yang terdiri dari KIM 1 seluas 8 hektar dan KIM 2 seluas 68 

hektar. Sarana prasarana pada area KIM 1 sebesar 23 hektar 

sedangkan KIM 2 seluas 44 hektar dengan total area seluas 67 

hektar. Adapun 17 hektar selebihnya merupakan aset perusahaan. 

Namun pada kenyataannya, luas lahan efektif untuk dijual hanya 

seluas 30 hektar sedangkan sisanya merupakan lahan mentah 36 

hektar dan lahan yang terkotak-kotak (enclave) seluas 10 hektar. 
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Adapun Komposisi Saham pada PT. KIM adalah: 

 

Sedangkan Fasilitas pada Kawasan Industri Medan adalah: 

1. Pengolahan Air Limbah 

2. Air Bersih  

3. Listrik & Telepon 

4. Gas Negara 

5. Sekuriti 

6. Komersil Area 

7. Pemadam Kebakaran 

8. Poliklinik 

9. Aneka Gas 

b. Kawasan Ekonomi Khusus/KEK Sei Mangkei 

Sebagai kawasan industri yang berada di sentra bahan baku 

berbasis agro dan dekat dengan Selat Malaka, KEK Sei Mangkei juga 

memiliki bisnis pendukung yaitu logistik dan pariwisata. Dengan 

total luas lahan sebesar 2.002,7 Ha, KEK Sei Mangkei terbuka akan 

potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai 

tambah yang tinggi. 
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KEK Sei Mangkei ini diproyeksikan dapat menarik total investasi 

sebesar Rp 129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 

Orang pada tahun 2031. 

 

Adapun Fasilitas pada KEK Sei Mangkei adalah: 

• Tersedia pasokan listrik kapasitas 60 MW yang bersumber 

dari Gardu Induk di KEK, dan direncanakan beroperasi 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas 250 MW pada 2018 

• Tersedia pasokan air kapasitas 250 m³/jam yang 

bersumber dari Sungai Bah Tungguran, dan direncanakan 

beroperasi instalasi pengolahan air tahap II kapasitas 500 

m³/jam pada Maret 2017. 

• Tersedia pasokan gas sebesar 75 mmscfd yang bersumber 

dari Kilang Regasifikasi Arun. 



203 
 

 

 

• Tersedia sarana telekomunikasi dan jaringan internet yang 

memadai. 

• Tersedia instalasi pengolahan limbah terpusat kapasitas 

250 m³/jam. 

• Tersedia dryport kapasitas 5.300 TEUs/tahun 

• Tersedia tangki timbun kapasitas 2 x 3.000 Ton (CPKO) dan 

1 x 5.000 Ton (CPO) 

• Tersedia jalan kawasan rigid beton untuk kavling tahap I 

seluas 104 ha. 

• Fasilitas lain yang tersedia adalah sarana persampahan, 

armada pemadam kebakaran, pusat inovasi kelapa sawit, 

dan perumahan. 

Perusahaan di KEK Sei Mangkei: 

1. PT Unilever Oleochemical Indonesia; 

2. PT Industri Nabati Lestari (INL);  

3. PT Air Products Indonesia (API);  

4. PT Pertamina Gas; 

5. PT Pertamina Power Indonesia; dan 

6. PLN (Persero). 

c. Kuala Tanjung Industrial Estate 

Nilai Investasi di Kuala Tanjung Industri Estate sebesar IDR 28.87 

Trillion. 

Adapun Profil Proyek di Kuala Tanjung Industrial Estate: 

Lokasi              : Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara 

Luas lahan       : ± 3.400 Ha 

Status Proyek : - Kawasan Industri terintegrasi dengan 

Pelabuhan Kuala Tanjung dan telah 

beroperasi di tahun 2019. Pembebasan 

lahan telah dimulai di tahun 2019. 

                                 -    Proses perizinan pada tahun 2020 
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Deskripsi Proyek: 

• Pelabuhan Kuala Tanjung ditetapkan sebagai hubungan 

internasional wilayah barat Indonesia sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan 

Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung 

di Provinsi Sumatera Utara, dan telah ditetapkan sebagai Proyek 

Strategis Nasional. 

• Kawasan Industri Terintegrasi Kuala Tanjung memiliki 

keunggulan antara lain lokasi yang strategis, berada di selat 

malaka, lahan yang cukup luas sehingga dapat menampung 

industri skala besar, akses ke pelabuhan laut dalam yang dapat 

melayani kapal ukuran terbesar, serta pemanfaatan infrastruktur 

dan fasillitas dasar secara bersama. 

• Sebagai pintu gerbang ke Sumatera, Kuala Tanjung akan 

meningkatkan hotspot ekonomi kawasan dengan menurunkan 

biaya logistic dan meningkatkan efisiensi. 

• Pembangunan kawasan terbagi menjadi 4 tahap yaitu: 

1. Pengembangan multipurpose terminal (2015 – 2019) 

2. Pengembangan kawasan industri (2015 – 2030) 

3. Pengembangan Hub internasional (2030 – 2040) 

4. Pengembangan Kuala Tanjung sebagai integrated urban area 

(2040 – 2050) 

• Pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Industri (jaringan 

jalan, instalasi listrik, saluran drainase dan instalasi pengolahan 

air baku dan limbah) direncanakan dimulai tahun 2021. 

• Sejauh ini, industri Utama di Kawasan Industri Kuala Tanjung 

antara lain: minyak sawit, produk makanan, minuman, 

ban/produk karet lainnya, besi baja, aluminium, semen, spare 

part kendaraan, dan alas kaki. 
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Adapun Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 

adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 52 

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 

 

Sebaran Perwilayahan Industri Provins Sumatera Utara adalah 

sebagaimana table berikut: 
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Tabel 53 
Perwilayahan Industri Provinsi Sumatera Utara 
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Adapun Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sumatera Utara 

adalah sebagaimana table berikut: 

Tabel 54 

Pengembangan Kawasan Industri 

 

Adapun Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara adalah 

sebagaimana table berikut: 

Tabel 55 

Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara 
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13. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 

10 data Penyakit Terbesar di FKTP adalah: 

Tabel 56 

Data 10 Penyakit Terbesar di FKTP Berdasarkan Kab/Kota 

NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus Rincian 

Biaya Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

1 Kota Medan Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 136.461  24.733  termasuk 

dalam 

kapitasi 

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

 132.123  117.602    

    Dyspepsia  114.788  108.481    

    Fever, unspecified 88.734  71.751    

    Essential (primary) hypertension   50.906   53.874    

    Cough    53.036   42.093    

    Pulpitis    47.128   42.223    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

  46.177   41.550    

    Myalgia 35.193   32.139    

    Headache   29.503  26.102    

2 Kota Binjai Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  10.520     9.043    

    Cough     8.496     7.061    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

7.530     7.348    

    Dyspepsia    7.586     6.476    

    Fever, unspecified  7.218     5.770    

    Essential (primary) hypertension      4.469     3.244    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin 

  3.411     2.715    

    Gastritis, unspecified   3.574     2.545    

    Congestive heart failure    3.194    2.287    

    Secondary hypertension   1.473    3.197    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

3 Kab. Langkat Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

33.403   31.685   

    Dyspepsia    25.440   25.271    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   21.282   23.161    

    Fever, unspecified    16.784   18.385    

    Essential (primary) hypertension   13.869   12.919    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

   12.319   10.537    

    Gastritis, unspecified    11.846  10.360    

    Headache  10.837   8.258    

    Cough  7.121   7.023    

    Rheumatoid arthritis, unspecified   6.951   5.752    

4 Kota Pematangsiantar Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

20.267   16.478    

    Dyspepsia 12.113  10.011    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

11.258   10.624    

    Cough    9.583     9.337    

    Essential (primary) hypertension  7.951     9.268    

    Fever, unspecified      8.738     7.798    

    Headache    7.649     5.794    

    Gastritis, unspecified   5.736     4.991    

    Myalgia    4.536     3.498    

    Non-insulin-dependent diabetes 

mellitus without complications 

   4.049     3.647    

5 Kab. Simalungun Cough   29.295  23.829    

    Fever, unspecified  26.797   25.096    

    Dyspepsia  23.093   25.919    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

22.580  21.390    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 19.470  21.534    

    Essential (primary) hypertension   13.029  14.974    

    Gastritis, unspecified 12.790   12.922    

    Myalgia 10.912     9.879    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

11.081     9.036    

    Headache  8.688     9.383    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

6 Kab. Toba Samosir Dyspepsia    6.081     5.927    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

3363    5.386    

    Essential (primary) hypertension    2.219     3.163    

    Cough  1.623     3.018    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

   1.819     2.586    

    Chronic obstructive pulmonary 

disease, unspecified 

  1.703  1.126    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

   1.229     1.411    

    Congestive heart failure     1.377     1.061    

    Acute upper respiratory 

infections of multiple and 

unspecified sites 

 1.341  1.064    

    Influenza with other 
manifestations, virus not 

identified 

     887  1.134    

7 Kab. Samosir Dyspepsia    3.822    4.550    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 2.673     1.885    

    Essential (primary) hypertension 1.418    2.905    

    Cough      1.242    2.147    

    Fever, unspecified 1.264  2.032    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

1.216     1.476    

    Headache        672  1.940    

    Chronic obstructive pulmonary 
disease, unspecified 

  853   1.222    

    Fever of other and unknown 

origin 

      178     1.806    

    Influenza, virus not identified    227     1.434    

8 Kab. Karo Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

38.778  35.319    

    Gastritis, unspecified  21.457   14.347    

    Essential (primary) hypertension 15.996   15.555    

    Influenza, virus not identified      4.250   23.475    

    Dyspepsia   10.295   11.231    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   8.392   9.288    

    Cough     7.413     8.957    

    Headache      7.467    8.381    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

     6.402    5.360    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

    Fever of other and unknown 

origin 

    6.004     2.252    

9 Kab. Dairi Influenza, virus not identified      5.853    7.218    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

  6.348   6.693    

    Dyspepsia 930  5.435    

    Essential (primary) hypertension 5.188  4.995    

    Fever, unspecified   3.183    4.509    

    Gastritis, unspecified 3.680    3.446    

    Cough 2.770    2.513    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

  2.360     2.656    

    Headache 1.657     2.070    

    Influenza with pneumonia, virus 
not identified 

1.287    2.060    

10 Kab. Pakpak Bharat Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

 3.123   2.966    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

   2.177   2.381    

    Dyspepsia  2.018     2.249    

    Cough 1.442     2.074    

    Headache    1.362    2.086    

    Essential (primary) hypertension 1.203     1.867    

    Influenza with other 
manifestations, virus not 

identified 

    1.671    1.354    

    Gastritis, unspecified        779    1.849    

    Fever, unspecified   993  478    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin 

       841  1.211    

11 Kota Sibolga Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 10.277  2.920    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

  8.622  11.735    

    Dyspepsia   5.413   7.881    

    Essential (primary) hypertension 6.262     6.021    

    Necrosis of pulp 5.337     3.515    

    Fever, unspecified    2.524   4.422    

    Disorder of refraction, 

unspecified 

 3.253     3.436    

    Headache  1.940     3.668    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

    Myalgia  2.164     2.933    

    Cough  1.760   2.842    

12 Kab. Tapanuli Tengah Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

   7.889  15.286    

    Dyspepsia   8.559   13.579    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

6.502   8.901    

    Essential (primary) hypertension  6.514   8.304    

    Headache 4.793    7.095    

    Cough  3.690    6.465    

    Myalgia 3.662    4.345    

    Gastritis, unspecified 4.185     3.774    

    Fever, unspecified    3.168    4.225    

    Low back pain  3.086    3.956    

13 Kab. Tapanuli Utara Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

9.203     7.560    

    Dyspepsia    7.277    9.411    

    Gastritis, unspecified 6.102     3.938    

    Fever, unspecified      3.046     5.911    

    Myalgia     4.358    4.217    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

3.937  4.496    

    Essential (primary) hypertension  3.863   4.055    

    Cough   3.445    4.355    

    Influenza with pneumonia, 

influenza virus identified 

   4.924   1.939    

    Headache 2.095     3.116    

14 Kab. Humbang Hasundutan Essential (primary) hypertension    5.087     4.732    

    Dyspepsia      3.985   5.260    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

 2.161  4.273    

    Influenza, virus not identified 1.829     4.296    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

2.502     3.160    

    Migraine   2.022     1.348    

    Gastritis, unspecified     1.536  1.723    

    Myalgia           
1.526  

  1.525    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

   1.202     1.267    

    Bronchitis, not specified as acute 
or chronic 

  1.249     1.162    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

15 Kota Padangsidimpuan Dyspepsia   8.532   6.556    

    Cough    7.376   6.468    

    Personal history of diseases of the 

respiratory system 

   7.948     4.794    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   4.713     5.671    

    Routine postpartum follow-up    3.457     3.479    

    Essential (primary) hypertension     3.350   3.298    

    Supervision of normal pregnancy, 
unspecified 

3.713   2.809    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

3.405     3.047    

    Fever, unspecified  3.632   2.795    

    Rheumatoid arthritis, unspecified 3.364    2.258    

16 Kab. Mandailing Natal Dyspepsia  11.075   11.281    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

  9.629    8.775    

    Essential (primary) hypertension    6.800  7.250    

    Fever of other and unknown 
origin 

 6.544    4.714    

    Gastritis, unspecified     5.663     4.887    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

 5.228     3.844    

    Routine postpartum follow-up 3.862    3.543    

    Supervision of normal pregnancy, 
unspecified 

     4.689  2.433    

    Cough  2.932    3.387    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin 

2.721    3.303    

17 Kab. Tapanuli Selatan Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

  10.807  8.401    

    Dyspepsia   8.845     6.802    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   6.285  3.699    

    Gastritis, unspecified  4.178     3.403    

    Essential (primary) hypertension 4.288                 

3.145  

  

    Myalgia    3.180     2.976    

    Bronchitis, not specified as acute 
or chronic 

   3.686  1.667    

    Dermatitis, unspecified   1.597     2.666    

    Arthrosis, unspecified     1.129   1.279    

    Fever, unspecified 1.321     1.071    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

18 Kab. Padang Lawas Utara Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   9.437  15.951    

    Dyspepsia  10.798   8.893    

    Fever, unspecified   6.962   2.995    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

 5.333     4.165    

    Myalgia   4.650     4.676    

    Essential (primary) hypertension 3.847   3.915    

    Persistent fever  3.500     4.157    

    Febrile convulsions    3.404   3.324    

    Cough    2.846  3.587    

    Whooping cough 2.460    3.645    

19 Kab. Padang Lawas Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

    8.003     8.475    

    Dyspepsia  8.377     7.064    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 4.213   5.454    

    Cough    3.338   5.457    

    Myalgia   3.168     3.967    

    Fever of other and unknown 

origin 

   1.497     5.306    

    Essential (primary) hypertension  2.845  2.509    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

   2.424    2.714    

    Headache    2.134    2.129    

    Dermatitis, unspecified    1.271    2.769    

20 Kab. Deli Serdang Dyspepsia 64.661   69.012    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

53.432   64.965    

    Fever, unspecified 49.237  67.420    

    Cough 46.480   47.354    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

 32.844  36.047    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

  26.117   27.888    

    Headache   28.473   23.882    

    Q fever 25.136  24.262    

    Essential (primary) hypertension 19.259  24.482    

    Myalgia   18.541   19.865    

21 Kota Tebing Tinggi Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 12.487  11.983    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

    Dyspepsia    7.199     6.299    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

4.926     4.376    

    Fever, unspecified  2.653  2.815    

    Essential (primary) hypertension   2.297   2.426    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

    2.558   2.136    

    Cough     3.067    1.190    

    Influenza with other respiratory 
manifestations, virus not 

identified 

  2.547   1.136    

    Low back pain    2.260    1.419    

    Headache  1.842     1.818    

22 Kab. Serdang Bedagai Acute upper respiratory infection, 
unspecified 

   21.981   19.294    

    Dyspepsia  19.401   17.491    

    Essential (primary) hypertension  11.355     9.787    

    Fever, unspecified   9.507   10.482    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  9.343     6.573    

    Myalgia    6.059     6.099    

    Headache    5.471     4.923    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 

presumed infectious origin 

   5.670   4.623    

    Cough    5.058   4.866    

    Gastritis, unspecified      5.930    3.985    

23 Kota Tanjung Balai Dyspepsia   10.019     8.252    

    Q fever    3.894     6.852    

    Fever, unspecified  6.105     4.560    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

  5.500   4.837    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  5.097     4.376    

    Essential (primary) hypertension 3.543   3.183    

    Gastritis, unspecified    3.316     3.038    

    Myalgia   2.696   2.321    

    Dermatitis, unspecified 2.716     2.127    

    Cough   2.330   2.486    

24 Kab. Labuhanbatu Acute upper respiratory infection, 
unspecified 

  6.820   8.291    

    Dyspepsia     4.696     6.151    

    Fever, unspecified   4.199   5.080    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

.206  4.910    

    Cough   3.723   4.782    

    Gastritis, unspecified  3.822   3.533    

    Influenza, virus not identified    3.573     3.634    

    Low back pain  3.003    4.052    

    Essential (primary) hypertension   3.123  3.858    

    Fever of other and unknown 
origin 

 1.782     4.338    

25 Kab. Asahan Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  14.653  12.111    

    Dyspepsia    12.693   13.031    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

 7.950     8.777    

    Essential (primary) hypertension  6.561     8.934    

    Fever, unspecified      7.801   7.543    

    Cough  4.207    4.082    

    Myalgia    3.298   4.710    

    Low back pain   3.541   3.346    

    Headache      2.951     3.304    

    Gastritis, unspecified    2.969     2.811    

26 Kab. Batu Bara Fever, unspecified 14.994   17.567    

    Dyspepsia  13.457   10.186    

    Acute upper respiratory infection, 
unspecified 

12.255   11.053    

    Headache     8.681   14.025    

    Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

   8.628     7.292    

    Cough      4.937     5.551    

    Gastritis, unspecified     4.901   2.829    

    Low back pain     5.291  2.380    

    Essential (primary) hypertension     3.403     3.766    

    Rheumatoid arthritis, unspecified     2.843   2.312    

27 Kab. Labuhanbatu Utara Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

    7.731   7.313    

    Dyspepsia    7.104     7.111    

    Fever, unspecified   7.350    5.990    

    Essential (primary) hypertension   3.167   3.724    

    Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin 

  2.625    2.298    

    Gastritis, unspecified    1.979     2.701    
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NO KAB/KOTA 
10 PENYAKIT TERBANYAK DI 

FKTP 

Jumlah Kasus  

Tahun 

2018 

s.d Nov 

2019 

 

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  1.741   2.421    

    Cough  1.641    2.291    

    Low back pain  1.770     1.889    

    Myalgia    1.098    1.829    

28 Kab. Labuhanbatu Selatan Fever, unspecified    12.065   10.940    

    Dyspepsia 9.480  9.418    

    Cough  5.443   6.396    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

   5.600     4.037    

    Myalgia    4.812     4.134    

    Low back pain  3.913    4.586    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

  3.871    4.412    

    Gastritis, unspecified  4.564   3.475    

    Headache 3.468     3.278    

    Acute upper respiratory 

infections of multiple and 

unspecified sites 

 2.821  3.176    

29 Kota Gunungsitoli Acute upper respiratory infection, 
unspecified 

  10.426   6.788    

    Dyspepsia   5.157    6.461    

    Essential (primary) hypertension 3.839  3.525    

    Gastritis, unspecified 3.917   2.500    

    Fever, unspecified   2.559    2.625    

    Other general examinations  4.269       602    

    Myalgia 2.200   1.996    

    Rheumatoid arthritis, unspecified   1.985   1.585    

    Insulin-dependent diabetes 
mellitus 

      552     3.001    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

 1.077     2.058    

30 Kab. Nias Dyspepsia       781    2.441    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

     964    2.209    

    Gastritis, unspecified        545     1.450    

    Essential (primary) hypertension       427   1.496    

    Acute upper respiratory infection, 
unspecified 

   870        568    

    Fever, unspecified    587        537    

    Myalgia  410        705    

    Allergic contact dermatitis       79        794    
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FKTP 

Jumlah Kasus  
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2018 
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    Other acute gastritis      255    363    

    Headache    249   277    

31 Kab. Nias Selatan Acute bronchitis, unspecified  1.486     1.523    

    Dyspepsia   536     938    

    Essential (primary) hypertension       279    810    

    Fever, unspecified    428      419    

    Myalgia         385    448    

    Gastritis, unspecified     331      370    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

     252  437    

    Headache     225        225    

    Other superficial injuries of lower 

leg 

   223  214    

    Allergic contact dermatitis due to 

food in contact with skin 

      255        156    

32 Kab. Nias Utara Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

   1.606       761    

    Dyspepsia      676     1.363    

    Essential (primary) hypertension   676       791    

    Gastritis, unspecified   537        651    

    Rheumatoid arthritis, unspecified     480        443    

    Myalgia      312       460    

    Presbyopia     189        236    

    Acute upper respiratory 
infections of multiple and 

unspecified sites 

            3     418    

    Fever, unspecified    183        235    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

   147       252    

33 Kab. Nias Barat Dyspepsia  2.730     4.867    

    Acute upper respiratory infection, 

unspecified 

     3.104     3.806    

    Myalgia       988     1.699    

    Essential (primary) hypertension         798     1.847    

    Gastritis, unspecified       886        705    

    Fever, unspecified      747       346    

    Allergy, unspecified      413       622    

    Low back pain      350       514    

    Headache   250        573    

    Acute nasopharyngitis [common 

cold] 

       367        390    
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14. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 

Adapun Izin Masuk Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan 

Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 

2019 sebanyak 109 Orang dan pada tahun 2020 sebanyak 119 

Orang. 

15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera 

Utara 

Posisi Wilayah Sumatera Utara yang terletak pada pertemuan 

lempeng Euroasia di dan lempeng Australia menghasilkan lelehan 

batuan di bawah permukaan bumi dan merupakan sumber utama 

proses mineralisasi yang di permukaan bumi ditemukan endapan-

endapan (deposit) mineral logam, non logam dan panas bumi. 

Proses erosi batuan yang diikuti pengendapan (deposisi) material 

hasil erosi di bagian timur wilayah Sumatera Utara menghasilkan 

lapisan lapisan batuan sedimen yang mengandung minyak dan gas 

bumi serta air bawah tanah. Bahan tambang yang terdapat di 

wilayah Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang minyak bumi, 

panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar di 

wilayah sumatera Utara. 

a) Bahan Tambang Panas Bumi  

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh 

Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat 

antara tain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di 

Kabupaten Karo; Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jahe 

Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dan Kecamatan Pahae Jahe, Kecamatan 

Sipoholon, Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. 

Hingga saat ini, potensi panas bumi tersebut masih dalam tahap 

eksplorasi. Potensi panas bumi dapat diihat pada tabel berikut:  
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Tabel 57 
Potensi Panas Bumi Sumatera Utara 

No Lapangan Kabupaten 
RES (Mwe) RE (Mwe) Ins 

(MW) Sp Hp Ps Pb Pv 

1 Beras Tepu Karo - - - - - - 

2 Lau Debuk-Debuk Karo - 70 131 - 30 2 

3 Sibayak Karo 25 - - - - - 

4 Marike Simalungun 225 - - - - - 

5 Dolok Merawan Taput 225 - - - - - 

6 
Pusuk Buhit Danau 

Toba 
Taput 225 - - - - - 

7 Simbolon Samosir Taput 225 - - - - - 

8 Pagaran Taput 25 - - - - - 

9 Hela Toba Taput - 100 200 - 135 - 

10 Sarulla Taput 800 - - - 210 - 

11 Namorailangit Tapsel 225 - - - - - 

12 Sipoholon Ria-Ria Tapsel - - 556 - - - 

13 Sibual-Buali Tapsel 100 - - - - - 

14 Sibuhuan Padang - - 420 - - - 

15 S. Merapi Lawas 225 - - - - - 

16 

Sampuraga 

Sampuraga 

Roburan 

Madina 

Madina 
- - 320 - - - 

 Total   2300 170 1627  375 2 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 

Sumatera Utara 
 

b) Bahan Tambang Minyak Bumi dan Gas Bumi  

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan 

minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten 

Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa 

kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias. 

Selain itu terdapat juga cadangan energi yang berasal dari 

minyak bumi dan gas bumi terdapat pada beberapa 

Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli 

Serdang, Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Padang 

Lawas, dengan cadangan sebagaimana tabel berikut: 

 

 

 



221 
 

 

 

Tabel 58 

Potensi Minyak Bumi Sumatera Utara 

KUBUPATEN 
CADANGAN (MSTB) MINYAK BUMI 

TERBUKTI MUNGKIN HARAPAN 

1. LANGKAT 19,466 6,884 3,310 

2. D. SERDANG 7,551 31,6 27,08 

3. BINJAI 5,207 - - 

4. MEDAN 674,10 686,80 594,30 

5. PADANG LAWAS 2,000 - - 

TOTAL 34,898.10 7,602.40 3,931.38 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 
Sumatera Utara  

Tabel 59 
Potensi Gas Bumi Sumatera Utara 

KUBUPATEN 
CADANGAN (MMSCF) GAS BUMI 

TERBUKTI MUNGKIN HARAPAN 

1. LANGKAT 233,591 54,797 25,893 

2. D. SERDANG 143,065 - - 

3. BINJAI 37,81 - - 

4. MEDAN 3,933 1,681 1,449 

5. OFF SHORE LANGKAT 54,000 - - 

TOTAL 434,626.81 56,478 27,342 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 
Sumatera Utara 

c) Bahan Tambang Gambut 

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak 

terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber 

energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran 

lahan gambut terdapat di Kabupaten-Kabupaten pada tabel 

berikut: 

Tabel 60 

Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara 
No Lokasi Koordinat  Status Cadangan 

1 

Desa Naga Saribu 
Kecamatan Lintong 
Nihuta Kabupaten 
Humbang 
Hasundutan 

2o1 ’0, ”  U  
98o 2’0 ”  T 

Eksplorasi 
lanjutan 

13.191.086 m3 

2 

Desa Simangaronsang 
Kecamatan Dolok 
Sanggul Kabupaten 
Humbang 
Hasundutan 

2°1612" LU 
98°44'00" BT 

Eksplorasi 
lanjutan 

20.666.444 m3 

3 

Desa Panai Tengah 

Kecamatan Bilah Hilir 
Kabupaten Labuhan 
Batu 

Eksplorasi 

Pendahuluan 

370.000.000 m3  
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4 

Desa Buluhtelang 
Kecamatan 
Padangtualang 
Kabupaten Langkat 

03o 2’  , ”  U 
  °20’0 ”  T 

Penyelidikan 
pendahuluan 

6.000.000 m3 

5 

Desa Banjaraur 

Kecamatan Batahan 
Kabupaten 
Mandailing Natal  

00°31'39" LU 

99°09'45" BT 

Penyelidikan 

umum 

 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 
Sumatera Utara  

 
d) Bahan Tambang Batu Bara  

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik di 

Sumatera Utara, seperti yang terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 61 

Sebaran Potensi Batubara di Provinsi Sumatera Utara 
NO Lokasi Koordinat Status Cadangan 

1 

Desa Rantau Panjang 

Kecamatan Lingga 

Bayu Kabupaten 

Mandailing Natal 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

2 

Desa Pulau Padang 

Kecamatan Lingga 

Bayu Kabupaten 

Mandailing Natal 

00°31'44" LU 

99°16'33" BT 

Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

3 

Desa Pargarutan, 

Kec. 

Padangsidimpuan 

Timur, Kab. Tapanuli 

Selatan 

Eksplorasi 

Pendahuluan 

1.000.000 ton  

4 

Desa Ampolu Kec. 

Padangsidimpuan 

Timur, Kabupaten 

Tapanuli Selatan  

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

5 

Desa Jonggol Jae 

Kecamatan Arse 

Kabupaten Tapanuli 

selatan 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

6 

Kecamatan Sibolga 

Kabupaten Tapanuli 

Tengah 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

7 

Desa Hudopa Nauli 

Kecamatan 

Kabupaten Tapanuli 

Tengah 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

8 

Desa Laudamak 

Kecamatan Bahorok 

Kabupaten Langkat  

03°28'10,5" LU 

98o0 ’  ,2"  T 

Penyelidikan 

Pendahuluan 

100.000 ton 
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NO Lokasi Koordinat Status Cadangan 

9 

Desa Tangkahan 

Kecamatan Batang 

Serangan Kabupaten 

Langkat 

03o 2’0 , ”  U 

  °0 ’22,U”  T 

Penyelidikan 

Pendahuluan 

150.000 ton 

10 
Kecamatan Besitang 

Kabupaten Langkat 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

11 
Kecamatan Sei Lepan 

Kabupaten Langkat 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

 

12 

Desa Tanjung 

Beringin Kecamatan 

Kualuh Hulu 

Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

1.000.000 ton 

13 

Desa Hilimbowo Kare 

Kecamatan Alasa Kab 

Nias 

 Eksplorasi 

Pendahuluan 

19.200.000 ton 

14 

Desa Nazalou Alo'oa, 

Kecamatan Gunung 

Sitoli, Kota Gunung 

Sitoli 

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

1.000.000 ton 

15 

Desa Onozitoli 

Sifaoro'asi Kecamatan 

Gunung Sitoli, Kota 

Gunung Sitoli  

 Penyelidikan 

Pendahuluan 

1.000.000 ton 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 
Sumatera Utara 

 

e) Bahan Tambang Mineral  

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 

bahan tambang mineral radio aktif, mineral logam, mineral 

bukan logam dan pertambangan batuan. Bahan tambang 

mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) 

jenis. Sedangkan Bahan tambang mineral bukan logam dan 

batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang 

tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera 

Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu 

gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, 

diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu 

apung, perlit, kaisit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, 

grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu 
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(sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan 

terbesar di seluruh kabupaten. Sebaran nya dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 62 

Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral di  
Provinsi Sumatera Utara 

No Bahan Galian Sebaran Lokasi 

1 Antimoni  • Gunungsitoli, Kabupaten Nias 

• Batangasih, Batanglubuk Kabupaten Mandailing Natal 

• Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan 

• Desa Bangko, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten 
Mandailing Natal 

2 Arsena '  • Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk 
Kabupaten Mandailing Natal 

• Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu 

• Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan 

3 Barit  • Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba 

• Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga 

4 Bauksit • Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu 

5 Belerang • Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal 

• Desa Namorailangit, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten 
Tapanuli Utara  

• Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten 
Tapanuli Utara 

• Gunung Pusuk Buhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten 
Samosir 

• Desa Banuaji, Kecamatan Adian Koting Kabupaten 
Tapanuli Utara 

• Gunung Sibayak, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 
Karo 

• Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo 

6 Besi • Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias 

• Aek Sorik, Aekhorsik, Siayu, Kec.Kotanopan Kab 
Mandailing Natal 

7 Bismutih • Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Pulau Samosir, Kabupaten Samosir 

8 Kromium • Batang Natal, Kecamatan Batang Natal Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal 

9 Emas • Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Desa Sinunukan, Desa Muara Soma, Kec Batang Natal 
Kab. Mandailing Natal 

• Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal 

• Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan 

• Desa SikuikkuikK, Kec Padangsidimpuan Barat, Kab 
Tapanuli Selatan 

• Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten 
Deli Serdang 
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No Bahan Galian Sebaran Lokasi 

• Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga 
Kabupaten Dairi 

• Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan  

• Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten 
Tapanuli Selatan 

• Dotok Pinapan, Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

• Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat 

10 Perak • Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten 

Mandailing Natal 

• Desa Batahan, Kecamatan Batang Natal Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan 

11 Tembaga • Batang Gadis, Aekkorsik, Aek Sorik, Aek Kolbung 
Nagodang, Botungobungo Kecamatan Batang Natal 
Kabupaten Mandailing Natal 

• Pagar Gunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten 
Mandailing Natal 

• Desa Aek Habil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab 
Tapanuli Tengah 

• Dolok Pinapan, Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

• Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten 
Dairi 

12 Florit • Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu 

13 Mangan • Desa Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu 
Kabupaten Mandailing Natal 

• Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal 

14 Merkuri • Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 
Serdang 

15 Molibdenum • Aek Kolbung Nagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal 

16 Niobium • Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah 

17 Platina • Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 

18 Tellurium • Bukit Piongqu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal 

19 Seng • Aektambang, Batang Gadis, Botungobungo Kec Batang 
Natal Kab Mandailing Natal 

• Hutabargot Julu, Aek Sorik, Pagar Gunung, Patahajang, 
Malilir, Bukit Pionggu, Gunung Marisi Kecamatan 
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 

• Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten 
Tapanuli Tengah 

• Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab 
Tapanuli Selatan 

• Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga 
Kabupaten Dairi 

• Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan 

20 Timbal • Kecamatan Gunungsitoii Kabupaten Nias 

• Batang Gadis, Botungobungo, Aekhorsik Kec Batang Natal 
Kab Mandailing natal 

• Desa Pagar Gunung, Patahajang, Gunung Marisi Bukit 
Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing 
Natal 

• Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah 

• Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara 
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No Bahan Galian Sebaran Lokasi 

• Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga 
Kabupaten Dairi 

• Kecamatan SosaKabupaten Tapanuli Selatan 

21 Wolfram • Aek Habil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah 

• Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten 
Labuhanbatu 

Sumber: Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi 

Sumatera Utara 
 
Dalam hal lain, terdapat potensi emisi di Provinsi Sumatera 

Utara, sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel 63 
Komposisi Sumber Emisi di Indonesia 

 

Sumber: WRI Indonesia 
 

 
 
 

Pertanian dan Kehutanan 

Energi, Transportasi, Industri 

 Limbah 
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Tabel 64 
Sumatera Utara Terhadap 10 Provinsi di Indonesia 

dengan Intensitas Emisi Tertinggi 

 

Sumber: WRI Indonesia 

Tabel 65 
Kontribusi Sumatera Utara 

Terhadap Emisi Per Kapita Tertinggi di Indonesia 

 

Sumber: WRI Indonesia 

Sumatera Utara Pringkat 4 

Sumatera Utara Pringkat 3 

Sumatera 

Utara 
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Tabel 66 
Sumatera Utara 

Terhadap 10 Provinsi Penyumbang Emisi Tertinggi di Indonesia 

 

Sumber: WRI Indonesia 

16. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

Sebagai rasionalisasi kebijakan Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut 

berdampak pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar                            

Rp. 13.077.362.353.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar                             

Rp. 9.454.580.685.995,79 atau 72,30%.  Realiasi pendapatan 

daerah yang masih belum memenuhi target terutama disebabkan 

oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target yang 

diharapkan. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada 

Sumatera Utara Pringkat 1 

Sumatera 

Utara 
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2020 diatas. 

 Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 terkait Belanja Daerah dapat diuraikan 

Target dan Realisasi menurut jenis belanja antara lain:  

Tabel 67 

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 
Tahun Anggaran 2020 

No  OPD  Anggaran  Realisasi  %  

1 Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah  

5.809.497.353.290,28  5.969.110.626.575,00 102,75 

2 Rumah Sakit Umum Haji 

Daerah  

- - - 

3 Badan Penghubung Daerah 

Provinsi  

7.984.639.000,00 7.743.829.686,00 96,98 

4 Dinas Kelautan dan 

Perikanan  

21.102.773.000,00 20.497.456.918,00 97,13 

5 KDH & WKDH  8.515.340.000,00 8.222.991.436,00 96,57 

6 Inspektorat Daerah Provinsi  33.010.572.000,00 31.999.682.963,00 96,94 

7 Bappeda  15.729.001.000,00 15.291.205.176,00 97,22 

8 Dinas Lingkungan Hidup  21.495.600.000,00 20.599.482.161,00 95,83 

9 Dinas Perhubungan 29.442.468.000,00 28.113.259.854,00 95,49 

10 Dinas Sumber Daya Air, 

Cipta Karya dan Tata Ruang  

104.980.504.000,00 101.428.852.459,00 96,62 

11 Dinas Penanaman Modal dan 
PPTSP  

13.784.060.000,00 13.205.260.733,00 95,8 

12 Dinas Bina Marga dan Bina 

Konstruksi  

73.727.751.000,00 70.674.451.067,00 95,86 

13 Dinas Kominfo  15.649.038.000,00 14.624.497.587,00 93,45 

14 Dinas Sosial  56.617.529.000,00 54.420.407.001,00 96,12 

15 RS. Jiwa Prof. Muhammad 

Ildrem  

41.688.105.000,00 39.772.963.863,00 95,41 

16 Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah  

10.202.968.000,00 9.443.583.647,00 92,56 

17 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  

10.831.488.000,00 10.368.798.990,00 95,73 

18 Dinas Perkebunan  20.233.519.000,00 19.096.375.514,00 94,38 

19 Dinas Perpustakaan dan 

Arsip  

15.582.565.000,00 14.871.157.132,00 95,43 

20 Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral  

17.403.292.000,00 16.689.419.463,00 95,9 

21 Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah  

198.178.470.529,62 188.956.100.812,00 95,35 

22 Satuan Polisi Pamong Praja  10.524.016.000,00 9.957.635.828,00 94,62 

23 Dinas Tenaga Kerja  34.195.100.200,00 32.576.627.309,00 95,27 
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24 Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura  

82.246.995.000,00 79.143.140.012,00 96,23 

25 Dinas Perumahan dan KP  14.938.143.000,00 13.994.386.131,00 93,68 

26 Dinas Kesehatan  122.701.912.000,00 120.529.079.404,00 98,23 

27 Dinas Kependudukan dan 

Capil  

8.503.703.000,00 7.514.340.149,00 88,37 

28 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

6.623.557.000,00 6.291.615.566,00 94,99 

29 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata  

22.357.244.000,00 21.599.920.436,00 96,61 

30 Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia  

17.400.006.000,00 16.626.469.876,00 95,55 

31 Dinas Kehutanan  93.949.685.000,00 90.226.272.907,00 96,04 

32 Badan Kepegawaian Daerah  15.445.892.000,00 14.684.923.396,00 95,07 

33 Dinas Pemuda dan Olah 
Raga  

16.035.340.000,00 15.272.741.061,00 95,24 

34 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan PA  

8.140.162.000,00 7.524.756.836,00 92,44 

35 Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan  

30.949.793.000,00 29.907.215.555,00 96,63 

36 Dinas Perindag  26.906.866.000,00 25.336.032.430,00  94,16 

37 Badan Kesatuan Bangsa, 

Politik  

10.466.795.000,00 9.733.361.501,00 92,99 

38 Badan BPBD  10.165.547.000,00 9.592.076.734,00 94,36 

39 Dinas Koperasi dan UKM  13.924.408.000,00 13.513.963.649,00 97,05 

40 Sekretariat DPRD  107.307.104.600,00 101.047.369.114,00 94,17 

41 Dinas Pendidikan  1.889.449.139.820,00 1.863.276.317.158,00 98,61 

42 Biro Pemerintahan  -  - - 

43 Biro Umum dan 

Perlengkapan  

70.762.046.000,00 67.286.825.370,00 95,09 

44 Biro Humas dan 

Keprotokolan   

 -  - - 

45 Biro Bina Perekonomian   -  - - 

46 Biro Adm. Pembangunan   -  - - 

47 Biro Otda dan Kerjasama       -  - - 

48 Biro Sosial dan 

Kesejahteraan 

 -  - - 

49 Biro Organisasi  -  - - 

50 Biro Hukum   -  - - 

Total 9.138.650.490.439,90 9.210.765.473.459,00 100,79 
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Tabel 68 
Total Anggaran dan Realisasi Belanja OPD 

Tahun Anggaran 2020 

No  OPD  Anggaran  Realisasi  %  

1 Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah  

5.834.682.516.247,28  5.990.576.221.426,00  102,67 

2 Rumah Sakit Umum Haji 

Daerah  

88.001.477.670,00  86.378.810.746,00 98,16 

3 Badan Penghubung Daerah 

Provinsi  

17.052.112.633,00  16.617.205.060,00 97,45 

4 Dinas Kelautan dan 

Perikanan  

38.501.136.615,50 37.199.266.274,00  96,62 

5 KDH & WKDH  8.515.340.000,00  8.222.991.436,00 96,57 

6 Inspektorat Daerah Provinsi  51.369.112.372,00  49.454.182.667,00 96,27 

7 Bappeda  27.644.966.941,00  26.555.850.200,00 96,06 

8 Dinas Lingkungan Hidup  43.916.792.891,00  42.166.217.397,00 96,01 

9 Dinas Perhubungan 72.578.255.659,60  71.008.062.198,00 97,84 

10 Dinas Sumber Daya Air, 

Cipta Karya dan Tata Ruang  

307.213.682.646,22  296.489.135.895,00 96,51 

11 Dinas Penanaman Modal dan 

PPTSP  

18.256.996.532,00  17.397.284.196,00 95,29 

12 Dinas Bina Marga dan Bina 

Konstruksi  

561.834.926.423,98  540.136.264.535,00 96,14 

13 Dinas Kominfo  28.207.667.902,04  26.736.337.956,00 94,78 

14 Dinas Sosial  86.703.607.701,00  81.796.606.419,00 94,34 

15 RS. Jiwa Prof. Muhammad 

Ildrem  

63.477.677.625,00  60.585.981.236,00 95,44 

16 Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah  

15.452.305.750,00  14.557.245.180,00 94,21 

17 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  

17.969.001.605,00  

 

16.883.897.424,00 93,96 

18 Dinas Perkebunan  36.637.916.506,68  34.256.933.439,00 93,50 

19 Dinas Perpustakaan dan 
Arsip  

22.492.065.000,00  20.961.990.105,00 93,20 

20 Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral  

38.759.697.152,00  

 

37.590.198.777,86 96,98 

21 Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah  

289.602.801.672,12  273.786.261.841,25 94,54 

22 Satuan Polisi Pamong Praja  44.673.701.845,00  41.040.275.472,00 91,87 

23 Dinas Tenaga Kerja  44.100.158.875,00  41.893.912.917,00 95,00  

24 Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura  

176.927.002.478,00  168.290.339.184,64 95,12 

25 Dinas Perumahan dan KP  63.591.925.159,00  57.960.367.259,00 91,14 

26 Dinas Kesehatan  361.328.896.844,00  338.769.577.794,78 93,76 

27 Dinas Kependudukan dan 
Capil  

13.152.201.152,00  11.927.492.293,00 90,69 

28 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

14.267.776.131,50  13.547.553.432,00 94,95 
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29 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata  

59.282.605.970,91   53.564.896.114,00 90,36 

30 Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia  

26.181.266.926,00   24.859.596.793,00 94,95 

31 Dinas Kehutanan  121.067.821.711,72  108.689.614.427,00 89,78 

32 Badan Kepegawaian Daerah  23.034.347.676,00  21.990.027.109,00 95,47 

33 Dinas Pemuda dan Olah 

Raga  

308.182.643.183,80  275.832.628.993,52 89,50 

34 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan PA  

11.517.824.375,00  10.205.531.172,50 88,61 

35 Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan  

107.666.123.831,00   95.132.389.988,00 88,36 

36 Dinas Perindag  41.377.857.286,64  38.118.719.496,00 92,12 

37 Badan Kesatuan Bangsa, 
Politik  

16.818.968.276,00  15.217.022.097,00 90,48 

38 Badan BPBD  24.338.066.580,00  22.492.556.248,00 92,42 

39 Dinas Koperasi dan UKM  28.682.407.024,00  24.797.257.946,00 86,45 

40 Sekretariat DPRD  314.379.708.692,48  264.825.807.354,00 84,24 

41 Dinas Pendidikan  3.495.071.832.098,10  3.060.919.646.366,00 87,58 

42 Biro Pemerintahan 3.578.136.652,00  3.547.560.055,00 99,15 

43 Biro Umum dan 

Perlengkapan  

210.285.701.838,00  199.068.948.918,00 94,67 

44 Biro Humas dan 

Keprotokolan   

14.565.750.616,00  13.353.514.728,00 91,68 

45 Biro Bina Perekonomian  2.309.480.452,00  2.060.652.350,00 89,23 

46 Biro Adm. Pembangunan  3.459.911.704,68   2.681.728.035,00 77,51 

47 Biro Otda dan Kerjasama      2.760.634.303,00  2.584.747.096,00 93,63 

48 Biro Sosial dan 

Kesejahteraan 

5.776.484.272,00  4.500.086.376,00 77,90 

49 Biro Organisasi 2.505.727.535,00  2.346.978.380,00 93,66 

50 Biro Hukum  2.880.635.375,00  2.251.121.955,00 78,15 

Total 13.212.635.656.409,30  12.671.827.494.757,60 95,91 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. 

Pada realisasi belanja OPD yang mencapai lebih dari target adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan 

capaian realisasi sebesar Rp. 5.990.576.221.426,00 atau 102,67%. 

Meningkatnya persentase terkait meningkatnya realisasi belanja 

Dana BOS yang dikelola oleh SKPKD. Namun perlu dijelaskan 

bahwa:   

1)  Untuk penganggaran Dana BOS mempedomani Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 
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Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 

2020.  

2)  Dalam rangka penyelenggaraan Dana BOS mempedomani 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Tanggal 30 

April 2020. 3) Pada Perpres 72 Tahun 2020 diamanatkan 

bahwa Dana BOS disalurkan dari Kemenkeu RI melalui KPPN 

langsung ke Sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar, Satuan 

Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus. 

Penyaluran Dana BOS tidak melalui Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD) tetapi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) langsung ke Rekening Kas Sekolah.  

4)  Anggaran Dana BOS sebesar Rp. 2.576.249.903.522,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 2.893.582.800.000,00 atau 112,30% .  

5)  Sesuai LRA Belanja Dana BOS telah melebihi target sebesar 

112,30% namun secara fisik bahwa Dana BOS tidak 

mempengaruhi APBD Pemprovsu Tahun Anggaran 2020.  

4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan  

 Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 

menggambarkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi 

surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan 

antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan 

keseimbangan dalam APBD. Pada pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait 

Pembiayaan Daerah dapat diuraikan Target dan Realisasi antara 

lain:  
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Tabel 69 
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah  

Tahun Anggaran 2020 

Pembiayaan  Anggaran  Realisasi  

  

  Penerimaan Pembiayaan  235.273.302.585,25 336.597.738.158,25 

    

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya  235.273.302.585,25 336.597.738.158,25 

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan  235.273.302.585,25 336.597.738.158,25 

  

  Pengeluaran Pembiayaan  100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 

    Penyertaan Modal Daerah  100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 

  

  Pembiayaan Netto  135.273.302.585,25 236.597.738.158,25 

  Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran  0 499.350.054.431,19 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu 

17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

Dalam hal implementasi Pengelolaan Aset (BPKAD Provsu I, 

2020: 15-18), dapat diakses secara online dan memiliki database, 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, 

yaitu: sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2019 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dan untuk Implementasi pengelolaan aset di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini telah menggunakan 

Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Barang Milik Daerah 

berbasis online yang dapat diakses melalui  

www.simbada.sumutprov.go.id  juga simbada berbasis android yang 

dapat di instal melalui playstore dengan mengklik SIMBADA 

Pemprovsu. Aplikasi simbada BMD online milik Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara tersebut dapat menampilkan menu sebagai 

http://www.simbada.sumutprov.go.id/
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berikut: 

1. Perencanaan dan Pengadaan.  

2. Penatausahaan menghasilkan laporan yang terdiri dari: 

a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A s/d F. 

b. Kartu Inventaris Ruangan. 

3. Inventarisasi menghasilkan laporan yang terdiri dari: 

a. Laporan Mutasi Barang. 

b. Rekapitulasi Mutasi Barang. 

c.  Daftar Aset menurut kondisi. 

d.  Buku Inventaris Barang. 

e.  Daftar Kendaraan. 

4. Penghapusan menghasilkan laporan laporan terdiri dari: 

a. Daftar Usulan Penghapusan. 

b. Lampiran daftar Penghapusan. 

5. Laporan Akuntansi Aset: 

a. Laporan Neraca Aset. 

b. Penyusutan Aset dan akumulasi penyusutan aset. 

c. Aset Non Operasional. 

d. Daftar Aset Tidak Berwujud. 

e. Aset Ektrakomptable. 

f. Aset Intrakomptable. 

Bahwa aset pada BUMD dapat dijelaskan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan 

Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa kekayaan daerah yang 

dipisahkan berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal 

pada BUMD  dan kewenangan pengelolaan aset dimaksud ada pada 

Direksi  yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk 

kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam 

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap eksistensi 
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aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKAD Provinsi 

Sumatera Utara secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 

2023 diharuskan menyelesaikan seluruh administrasi aset 

Pemerintah Provinsi berupa tanah agar ditingkatkan menjadi 

sertifikat dengan di dukung pembiayaan melalui penganggaran 

pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan. 

Adapun penyebab rendahnya pendapatan dan besarnya  

belanja  OPD  bidang  energi  dan sumber daya mineral & bidang 

pertanian pada LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2019 (BPKAD Provsu II, 2020: 26-28) adalah: 

• Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang 

berjumlah 49 OPD, yang mana sebagian OPD memiliki 

kewenangan untuk melakukan kegiatan yang dapat 

menghasilkan PAD. 

• Demikian juga terlihat pada pad dinas energi dan sumber daya 

mineral tergolong rendah disebabkan jenis/kegiatan dari 

instansi terkait adalah pembangunan dan pelayanan bukan 

instansi secara langsung bisa menghasilkan pad, walaupun 

pagu belanja langsungnya lebih besar dari pendapatannya. 

• Tetapi secara tidak langsung efek dari kegiatan pembangunan 

dan pelayanan OPD Dinas ESDM akan menambah pendapatan 

daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam 

mendapatkan pad dari pembangunan dan pelayanan tersebut, 

misalnya antara lain perizinan air tanah, tambang, migas dan 

listrik. 

• Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena 

kondisi kebun induk (kebun produksi) yang dikelola Dinas 

Perkebunan Provsu sebagian besar (51,3%) dalam kondisi lahan 

dengan tanaman tua/rusak sehingga masih membutuhkan 
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dana yang besar untuk pengelolaannya agar pendapatan yang 

diperoleh dapat lebih maksimal. Namun realisasi Dinas 

Perkebunan Provsu Tahun Anggaran 2019 target sebesar Rp. 

898.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 975.625.750 atau 

108,58%. 

• Pendapatan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura dengan 

target sebesar Rp. 1.665.205.000 dengan realisasi sebesar                                   

Rp. 1.675.378.772 atau 100,61%. Sedangkan belanja dengan 

pagu sebesar Rp. 197.170.266.535 dan realisasi sebesar                                     

Rp. 183.764.986.280 atau 93,2%. Realisai belanja tidak 

mencapai 100% karena belanja tidak langsung tidak teralisasi 

berupa gaji ASN yang Pensiun dan potongan TTP, dan belanja 

langsung diakibatkan selisih pagu anggaran dan sisa nilai 

kontraktual. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Bab II Pasal 2, 

dinyatakan: Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan, Dan 

5. Pajak Rokok. 

Selanjutnya Provinsi tidak dibenarkan untuk memungut pajak 

selain tersebut di atas.  

Sedangkan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat 

Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, contoh: Mess Pemda 

dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu dan Kantor Penghubung, 

Retribusi pada Dinas Kesehatan, Retribusi pada BPSDM, dan lain-

lain (BPKAD Provsu II, 2020: 30). 
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Adapun upaya Pemprovsu dalam melakukan penyehatan atau 

peningkatan kinerja BUMD Provinsi Sumatera Utara (BPKAD 

Provsu II, 2020: 31) adalah: 

• Dalam rangka penyehatan atau peningkatan kinerja BUMD 

Provinsi Sumatera Utara dikoordinir oleh Biro Perekonomian 

Setdaprovsu melaksanakan pembinaan secara rutin pada 

keseluruhan BUMD Provinsi Sumatera Utara. 

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pemprovsu 

telah menyusun draf Perda tentang Pengaturan Penambahan 

Core Business Baru dari yang sudah ada sebelumnya.         

Sistem Penetapan Target Pendapatan yang dilaksanakan oleh 

BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 2) adalah sebagai berikut: 

➢ Target PKB & BBNKB ditetapkan dengan cara usulan dari 

UPPD SAMSAT dan selanjutnya diverifikasi berdasarkan 

Potensi Kendaraan Bermotor di masing-masing UPPD 

SAMSAT dengan memperhatikan Realisasi Penerimaan tahun 

lalu. 

➢ Penetapan target PAP dilakukan dengan memperhatikan 

jumlah Potensi Wajib Pajak Air Permukaan pada masing-

masing UPPD yang terdata dalam Sistem e-PAP, kemudian 

dengan memperhitungkan realisasi penerimaan tahun 

sebelumnya. 

Adapun Potensi Kenderaan Bermotor di Provinsi Sumatera 

Utara (BP2RD Provsu, 2020: 3-7) adalah sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 70 
Provinsi Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

Per 1 Januari 2020 Tahun Masa Berlaku 

 

Tabel 71 
Potensi Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 
(Jenis Kenderaan, Mendaftar, dan Kenderaan Baru) 
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Tabel 72 
Provinsi Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2020 

 

Tabel 73 
Data Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

s.d. 30 Juni 2020 
(Jenis, Realisasi, Potensi, dan Tunggakan) 
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Tabel 74 
Data Potensi Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

s.d. 30 Juni 2020 
(Jenis dan Masa Berlaku) 

 

 Adapun Potensi Pajak Air Permukaan (BP2RD Provsu, 2020: 

8) adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 75 
Potensi Pajak Air Permukaan 

 



242 
 

 

 

Sedangkan Potensi Pajak Rokok (BP2RD Provsu, 2020: 9) 

adalah sebagai berikut: Potensi Pajak Rokok ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Rokok dipungut 

bersamaan dengan Cukai Rokok, sehingga data Wajib Pajak Rokok 

adalah sama dengan Wajib Pajak Cukai Rokok yang ditetapkan 

berdasarkan Rasio Jumlah Penduduk Provinsi terhadap jumlah 

penduduk nasional yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI. 

Upaya yang dilakukan BP2RD Provsu sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2019 tentang Satu Data Indonesia (BP2RD Provsu, 2020: 10), 

terkait sinkronisasi dan penyatuan data kendaraan bermotor pada 

Tim Pembina SAMSAT adalah dengan mengintegrasikan e-SAMSAT 

Sumut dengan Sistim Aplikasi SAMSAT Online Nasional 

(SAMOLNAS) dan Sistim Informasi Kependudukan (SIMDUK). 

Adapun implementasi dalam peningkatan pelayanan (BP2RD 

Provsu, 2020: 11) adalah sebagai berikut: 

➢ Implementasi dalam mewujudkan pelayanan prima yang cepat, 

transparan dan bersih, BP2RD Provsu telah menyediakan Drive 

Thru di area PT. Bank Sumut dan berjalan dengan baik. 

➢ Realisasi penerimaan e-SAMSAT masih sangat minim. Hal ini 

dikarenakan WP masih harus melakukan pengesahan ke 

kantor SAMSAT setelah melakukan pembayaran. 

Sistem Validasi Penetapan Jumlah PAP yang dilakukan oleh 

BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 12) adalah sebagai berikut: 

• Wajib Pajak melaporkan Jumlah pemakaian air (M3) tercatat 

pada meteran air yang terpasang pada intake pengambilan air 

permukaan kepada petugas (UPPD BPPRD Provsu) melalui 

SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 
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• Petugas (UPPD BPPRD Provsu) melakukan pemeriksaan 

lapangan terhadap kebenaran laporan kubikasi pemakaian air 

permukaan (M3). 

• Setelah hasil pemeriksaan pemakaian air sesuai dengan 

laporan Wajib Pajak, maka petugas melakukan perhitungan 

jumlah pokok pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak 

melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat 

Setoran Pajak Daerah). 

• Wajib Pajak menyetorkan pajaknya ke Rekening Kas Umum 

Daerah Provsu berdasarkan SKPD dan SSPD yang 

disampaikan petugas. 

Peran BP2RD terhadap OPD penghasil PAD (BP2RD Provsu, 

2020: 13) adalah: 

➢ Selaku Koordinator Pendapatan Daerah, BP2RD melakukan 

evaluasi terhadap pencapaian realisasi PAD oleh OPD 

pemungut. Evaluasi ini dilakukan secara berkala (per triwulan) 

melalui Rapat Evaluasi dengan mengundang seluruh OPD 

Pemungut PAD. 

➢ Disamping itu BP2RD juga memberikan evaluasi dalam 

penetapan target PAD yang diusulkan oleh OPD pemungut 

setiap tahunnya. 

Upaya peningkatan PAD dari PKB & BBNKB yang dilakukan 

oleh BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 14-15) adalah sebagai 

berikut: 

1) Peningkatan pada Aspek Ketatalaksanaan dengan 

pemanfaatan TI: 

– Pengintegrasian e-SAMSAT Sumut dengan SAMSAT 

Online Nasional (SAMOLNAS) yang memungkinkan 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak 
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kenderaan bermotor secara online bekerjasama dengan 

Bank Daerah dan 10 (sepuluh) Bank Swasta Nasional. 

– Pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan                    

ke-SAMSAT-an dengan mengintegrasikan sistem 

aplikasi e-SAMSAT Sumut dengan Sistem Aplikasi 

Kependudukan (SIMDUK). 

– Penjajakan implementasi SAMSAT e-Commerce yang 

memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran 

melalui indomaret, alfa mart dan sejenisnya.  

– Pembangunan sistem aplikasi pajak bahan bakar 

kenderaan bermotor (e-pbbkb), pajak air permukaan (e-

pap) yang akan mengintegrasikan wajib pajak dengan 

sistem aplikasi e-keuangan pada kas daerah. 

2) Penegakan hukum atau law enforcement melalui pelaksanaan 

razia terpadu yang melibatkan unsur Tim Pembina Samsat 

(Polri dan PT. Jasa Raharja), Satpol PP dan dinas 

perhubungan kabupaten/kota. 

3) Mendorong supaya Dirlantas Poldasu memberlakukan 

Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, dimana pada Pasal 1 ayat 

1  menyatakan “Penghapusan Regident Ranmor adalah 

bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak 

melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa 

berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa 

berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada 

Polri.” 

4) Peningkatan pada Aspek Kelembagaan yaitu dengan 

penambahan Gerai SAMSAT/SAMSAT Mall serta Mobil 

SAMSAT Keliling. 
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Sedangkan kendala dan upaya meningkatkan PAD (BP2RD 

Provsu, 2020: 16) adalah: 

➢ Pajak Air Permukaan (PAP): 

• Masih berlanjutnya sengketa banding PAP PT. Inalum di 

Pengadilan Pajak 

• Melaksanakan pendataan ulang potensi PAP di seluruh 

wilayah Sumatera Utara dengan melibatkan instansi 

terkait dan pihak Independen (BPKP Perwakilan Provsu) 

yang masih menunggu persetujuan BPKP Pusat. 

➢ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): 

• Kendala: Belum tersedianya data penjualan yang valid dari 

PT. Pertamina 

• Upaya: Menaikan tarif jenis BBM Non Subsidi (JBU) dari 5 

% menjadi 7,5%. 

• Melakukan MoU antara Kepala Daerah dengan Kepala BPH 

Migas terkait data Wajib Pungut PBBKB di Wilayah Provinsi 

Sumatera Utara. 

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera 

Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta 

transparan dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi 

sehingga diperoleh update atau pembaharuan data wajib pajak 

terutama Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Pajak Air 

Permukaan (PAP) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) paling lambat pada Tahun 2022, dengan update atau 

pembaharuan data wajib pajak dimaksud, wajib dilaksanakan pada 

setiap awal tahun berjalan dengan didukung oleh sarana dan 

prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran. 
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Hal tersebut diatas memiliki keselarasan dengan percepatan 

dan peningkatan investasi, terutama dalam Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi. Optimalisasi dan memaksimalkan 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi 

Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta 

transparan dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi 

terhadap potensi investasi termasuk dalam perizinan sehingga 

diperoleh update atau pembaharuan potensi investasi terutama 

potensi perkebunan, pertanian/pangan, dan energi serta 

infrastruktur, paling lambat pada Tahun 2022, dengan melakukan 

update atau pembaharuan potensi investasi dimaksud wajib 

dilaksanakan pada setiap awal tahun berjalan dengan didukung 

oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan 

anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal lain, Rencana Penyehatan dan Pengembangan 

BUMD Provinsi Sumatera Utara sebagai salah Satu Pilar 

Pengembangan Ekonomi Daerah (Plt. Kepala Biro Perekonomian 

Setdaprovsu, 7 Juni 2020). Adapun Tujuan Pendirian BUMD (Biro 

Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 2) adalah sebagai berikut: 

➢ Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan 

perekonomian Daerah. 

➢ Untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi 

pemenuhan hajat hidup masyarakat. 

➢ Untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

Adapun permasalahan umum BUMD (Biro Perekonomian 

Setdaprovsu, 2021: 3) adalah sebagai berikut: 
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• Kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan 

dibandingkan usaha lain yang sejenis. 

• Tenaga Kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan 

profesionalisme, keahlian dan keterampilan 

• Masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan 

menghindarkan PHK dan “kewajiban” pemberian pelayanan 

umum bagi masyarakat 

• Kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan 

aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta 

mutu dan ketepatan hasil produksi 

• Besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah 

pegawai dengan kualitas yang rendah. 

• Lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga 

sulit bersaing. 

• Lemahnya kemampuan manajemen perusahaan. 

Adapun Gambaran Umum BUMD Provinsi Sumatera Utara Per 

31 Desember 2020 (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 4) 

adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 76 
Data Kenderaan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

Per 31 Desember 2020 
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18. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Sedangkan permasalahan BUMD Sumut (Biro Perekonomian 

Setdaprovsu, 2021: 5-10) adalah sebagai berikut: 

1) Beberapa BUMD dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi 

tidak sehat seperti PT. Dhirga Surya, PT.PSU, dan PD. AIJ, hal 

ini dapat dijelaskan antara lain dari: 

a) Rasio Likuiditas adalah rasio untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan membiayai operasi dan 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih;  

b) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas 

perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan 

dalam penjualan, penagihan piutang maupun 

pemanfaatan aktiva yang dimiliki;  

c) Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari 

berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil;  

d) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

2) BUMD belum mampu melakukan terobosan-terobosan dalam 

menjalankan bisnisnya. 

Adapun permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Utara adalah 

sebagai berikut: 

a. PT. Dhirga Surya: 

- Pendapatannya sangat kecil, dibandingkan asetnya. 

- Net Profit Margin, minus 31,75 %, artinya perusahaan merugi, 

lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan. 

- Peningkatan kerugian yang sangat signifikan dari tahun 2019 

ke tahun 2020. 
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- Bidang Usaha terlalu luas, core bisnis sebagai usaha 

akomodasi tidak berjalan. Lebih banyak kepada kerjasama 

pemanfaatan asset kepada pihak ketiga. 

b. PT. Perkebunan Sumatera Utara: 

- Pendapatan yang dihasilkan kecil, disbanding dengan 

besarnya asset yang dimiliki (luas Kebun 14.232 Ha, tetapi 

produktivitas rendah, produksi TBS hanya 56,11 Kg). 

- Aset tinggi, 590 Miliar tapi terdiri dari Piutang yang sangat 

tinggi sekitar 131 Miliar yang berpotensi tidak dapat ditagih. 

- Hutang lebih besar dari aset lancar, 204 Miliar, berbanding 

99,5 Miliyar aset lancer, Rasio arus kas bersih terhadap 

liabilitas jangka pendek yaitu 0.13, Rasio dibawah 1 berarti 

kemungkinan Perseroan tidak mampu membayar hutang 

jangka pendek). 

- Beban untuk harga pokok produksi sangat besar, sehingga 

tidak efesien, Penjualan Bersih 3,9 Milyar, sementara beban 

Pokok Penjualan 34 Miliar.  

- Tidak fokus pada usaha perekbunan sawit dan karet, 

mencoba diversifikasi usaha seperti penanaman jagung, cabe 

dan bawang, juga penambangan emas yang menyedot 

anggaran perusahaan yang besar, dan menimbulkan 

kerugian 60, 10 Milyar. 

- Net Profit Margin, minus 17,41%, artinya perusahaan merugi, 

lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan. 

c. PDAM Tirtanadi: 

- Kemampuan untuk ekspansi/investasi sangat terbatas pada 

modal, sehingga jangkauan pelayanan masih belum optima, 

Untuk Penduduk Sumatera Utara baru 12,78% yang 

mendapat pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan. 

Untuk Kota Medan, baru sekitar 70%. Kebutuhan sekitar 
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10.000 liter/detik, sementara kapasitas saat ini baru sekitar 

7.000 liter/detik. Dibutuhkan Investasi 3,7 Triliun. 

- Masih tingginya tingkat kehilangan air (NRW) sekitar 30%. 

- Peningkatan hutang meningkat signifikan, terutama hutang 

jangka pendek, sehingga akan menggangu likuiditas, dan 

peningkatan beban bunga. 

- Gross Profit Margin hanya 42,77 % kecil, artinya                  

PDAM. Tirtanadi beroperasi dalam menghasilkan barang/jasa 

belum efesien. 

d. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara: 

- Terdapat Piutang yang cukup besar 17 Miliar, yang akan 

berdampak pada berkurangnya kinerja perusahaan apabila 

piutang tersebut belum dapat ditagih. 

- Beban Umum dan administrasi cukup tinggi, dan mengalami 

peningakatan dari tahun 2019. 

- Gross Profit Margin hanya 34,7 % kecil, artinya PT. PPSU 

beroperasi dalam menghasilkan barang/jasa belum efesien. 

e. PD. Aneka Industri dan Jasa: 

- Beban Umum dan Administrasi cukup tinggi, lebih besar dari 

pendapatan yang di hasilkan. 

- Pendapatan dari Bisnis Inti lebih kecil dari bisnis lainnya 

(penyewaan). 

- Net Profit Margin, minus 70,26 %, artinya perusahaan 

merugi, lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada 

pendapatan. 

Adapun Langkah Penyelamatan BUMD Jangka Pendek 2021 

(Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 11) adalah sebagai berikut: 

Langkah Restruktuisasi Perusahaan: 

1) Reformasi Keuangan.  

▪ Memangkas biaya ke tingkat yang realistis, dengan 
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memotong biaya yang tidak perlu dan menghindari 

pengeluaran-pengeluaran besar yang tidak memberikan 

nilai tambah bagi perkembangan perusahaan di masa 

depan.  

▪ Memangkas unit-unit bisnis yang sakit yang tidak 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan 

perusahaan (bahkan merongrong kondisi keuangan),  

▪ Fokus pada pengembangan unit-unit bisnis yang sehat. 

Mendorong Perusahaan agar menjadi yang terbaik di 

bidang bisnis yang ditekuni. Fokus pada bisnis inti dan 

divestasikan bisnis yang tidak berhubungan. 

2) Peningkatan Kapasitas SDM BUMD yang bertujuan untuk 

pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif. 

3) Peningkatan Good Corporate Governance (transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan 

kewajaran. 

Sedangkan Langkah Penyelamatan BUMD Jangka Panjang            

2022-2023 (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 12) adalah 

sebagai berikut: 

➢ Melakukan merger beberapa BUMD menjadi satu (PD. AIJ, 

PT. Dhirga Surya, PT. Perkebunan Sumatera Utara, dan              

PT. PPSU) menjadi BUMD PT. Aneka Industri dan Jasa untuk 

tujuan efesiensi, meningkatkan struktur laba, peningkatan 

likuiditas perusahaan dan peningkatan diverensisi produk. 

➢ Pengembangan bisnis dengan mengacu pada perkembangan 

bisnis di era digital, revolusi industri 4.0 (Gabungan 4 BUMD 

menjadi satu akan fokus pada bisnis advertising, Pengeloaan 

Taman Hiburan/PPRSU, MICE (Seperti  di Jepang dengan 

"Tokyo Motor Show",  di Jerman dengan "Frankfurt Motor 

Show"), Pemanfatan Mess Provsu jadi hotel,  Perkebunan dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
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pengembangan produk turunan CPO dan Karet,  

Pengembangan Resi Gudang untuk menstabilkan harga di 

petani, dan pengendalian Inflasi Daerah, khususnya 

penjaminan ketersediaan pangan). 

➢ Kerjasama antara BUMD Provinsi dengan BUMD 

Kabupaten/Kota, dengan UMKM/Petani dan dengan Dunia 

Usaha lainnya dalam membangun Sumatera Utara 

Incorperation untuk mendorong industrialisasi, kemandirian 

dan berorientasi pada eksport. 

f. PT. Bank Sumut: 

Sedangkan eksistensi PT. Bank Sumut sebagai bagian dari 

BUMD Provinsi Sumatera Utara dengan kepemilikan saham 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan 

Kinerja Keuangan (PT. Bank Sumut I, 2020: 2-16) adalah sebagai 

berikut: 
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Adapun dalam Laporan selanjutnya, eksistensi PT. Bank 

Sumut (PT. Bank Sumut II, 2020: 2-27) adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja Keuangan & Rasio Keuangan: 
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b. Kinerja PT. Bank Sumut- BPD Seluruh Indonesia: 

 

c. Kebijakan PT Bank Sumut dalam  Mengimplementasikan 

Peraturan OJK nomor 11/pojk.03/2020: 
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d. Dasar Hukum dan Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR): 
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e. Strategi PT Bank Sumut untuk menurunkan BOPO dan NPL: 
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f. Sistem Pemberdayaan SDM dan TKAD PT Bank Sumut: 
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g. Analisa Investasi Penyertaan Modal: 
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h. Jaringan Kantor Tahun 2019 Dan Sumber Daya Manusia: 
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i. Penghargaan Terhadap PT. Bank Sumut Tahun 2019: 

 

Adapun Kinerja Keuangan Tahun 2020 “Tumbuh  erkelanjutan    

 erkontribusi  alam Pemulihan Ekonomi Nasional” (Direktur 

Utama PT. Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, 2020: 1). 

Financial Performance Highlight PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut 

III, 2020: 2-5) adalah sebagai berikut: 
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Posisi PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut III, 2020: 6) adalah 

sebagai berikut: 
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  Peran PT. Bank Sumut dalam Menjaga Stabilitas Keuangan 

Implementasi POJK 11 Dalam Mendukung Dunia Usaha Sumatera 

Utara Pada Masa Pandemik Covid-19 Tahun 2020 (PT. Bank Sumut 

III, 2020: 7-8) adalah sebagai berikut: 
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19. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 

 Pengawasan sebagai fungsi management (Inspektorat Provinsi 

Sumatera Utara, 2021: 2) terdiri dari: 

➢ Planning & Organizing sebagai pengendalian merupakan 

salah satu fungsi strategis lembaga pengawas internal 

➢ Actuating & Controlling, karenanya internal Auditor juga 

bertangungjawab atas keberhasilan lembaga yang diawasi utk  

mencapai target kinerja. 

Permasalahan dalam pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 3) adalah adanya anggapan: 

➢ Rikwas (Pemeriksaan dan Pengawasan) belum efektif; 

➢ Terjadinya tumpang tindih Rikwas; 

➢ Rikwas sama dengan pengawasan; dan 

➢ Rikwas sama dengan mencari-cari kesalahan. 

Adapun pengertian pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 4) adalah: 

1. Lebih luas dari pemeriksaan, tetapi tehnik pemeriksaan boleh 

digunakan; 

2. Dilakukan dengan membuat sistem pengendalian, monitoring 

pelaporan dan membuat SPI (Satuan Pengawasan Internal); 

3. Perencanaan dan pengawasan  sama penting; dan 

4. Alat pencegah penyimpangan dengan membentuk unit 

pengawasan intern. 

Tujuan Pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 5) 

adalah: 

• Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 

kebijakan dan perintah; 

• Menertibkan koordinasi kegiatan; 

• Terwujudnya kepuasan masyarakat; dan 

• Menjamin kepercayaan masyarakat. 
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Adapun Prinsip-Prinsip Pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 6-13) adalah: 

2) Objektif dan menghasilkan fakta 

Pengawasan harus  bersifat objektif dan harus dapat 

menekan fakta-fakta tetang pelaksanaan pekerjaan dan 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan 

Untuk  dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya 

kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus 

bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin 

dalam: 

1) Tujuan yang telah ditetapkan; 

2) Rencana  kerja yang telah ditentukan; 

3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan; 

4) Perintah yang telah digariskan; dan 

5) Peraturan yang telah  ditetapkan. 

3) Preventif 

Untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, 

yang harus  efisien dan efektif, maka was harus bersifat 

mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, 

berkembang dan terulangnya kesalahan. 

4) Bukan tujuan tetapi sarana 

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana 

untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pencapaian tujuan organisasi. 

5) Efisiensi 

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien bukan justru 

menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan. 

6) Apa yang salah 

Pengawasan janganlah terutama  mencari siapa yang salah, 
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tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat 

kesalahan itu. 

7) Membimbing dan mendidik 

Mgt (management) merupakan pengembangan sdm bukan 

benda. Sebagai fungsi mgt maka pengawasan harus pula 

mengembangkan faktor manusia. Oleh karenanya, 

pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar 

pegawai meningkatkan kemampuan dan dedikasinya untuk 

melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. 

Apakah pengawasan telah efektif (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 14): 

1) Kurang perhatian dari pimpinan: 

❑ not the right man on the right place; dan 

❑ tidak mendukung tindak lanjut. 

2) Pengawasan mencari-cari kesalahan. 

3) Belum profesional: 

❑ tidak ada kekhususan penempatan; 

❑ hasil belum memenuhi standar pengawasan; 

❑ apakah telah dilakukan quality assurance; dan 

❑ apakah telah memenuhi tujuan dan kepentingan 

organisanisasi secara umum. 

4) Independensi. 

5) Struktur organisasi. 

6) Budaya ewuh pakewuh. 

7) Anggapan menggangu kegiatan. 

Ruang lingkup sasaran pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 15) adalah: 

➢ Produknya: secara kualitatif  dan kuantitatif. 

➢ Sumber-sumbernya: uang, bahan, tk dan waktu. 

➢ Prosedur dan cara kerjanya. 
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➢ Kebijakan-kebijakan, dan sebagainya. 

Sistem pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021:             

16-21) adalah: 

a. Kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan pegawai 

Sistem pengawasan harus mencerminkan sifat pekerjaan 

yang diawasi. Pengawasan terhadap proyek fisik misalnya, 

tidak dapat disamakan dengan penagwasan terhadap proyek 

sosial. 

b. Kemungkinan adanya umpan baliki 

Sistem pengawasan harus dapat memungkinkan adanya 

umpan balik, yaitu informasi untuk keperluan tindak lanjut. 

c. Melaporkan penyimpangan 

Sistem pengawasan harus dengan cepat memungkinkan 

pelaporan adanya penyimpangan, harus diketahui secepat 

mungkin adanya pelaksanaan yg tidak sesuai  dengan 

rencana sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. 

d. Efisiensi  dan ekonomis 

Sistem pengawasan harus secara mudah dan cepat 

memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan, 

pencapaia tujuan dan pelaksanaan rencana. Untuk itu 

diperlukan pemilihan titik strategis. 

e. Ekonomis 

Nilai hasil (output) pengawasan haruslah seimbang dengan 

biaya dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan pengawasan itu. 

f. Efisiensi  dan ekonomis 

Sistem pengawasan harus hendaknya mudah dan apabila 

perlu dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan. 

g. Kesesuaian dengan pola organisasi 

Sistem pengawasan hendaknya sejalan dengan pola-pola 
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organisasi yang ada; misal: pendelegasian wewenang, 

pembagian tugas. 

h. Dapat dipahami dengan mudah 

Sistem pengawasan harus hendaknya mudah dipahami oleh 

mereka yang menggunakannya, yaitu pengawas, yang diawasi 

maupun pimpinan yang akan menggunakan hasil 

pengawasan untuk pengambilan keputusan. 

i. Menjamin tindakan korektif 

Pengawasan harus bermanfaat yang berarti sistem 

pengawasan harus dapat menjamin adanya tindakan-

tindakan korektif. Oleh karena itu misalnya pelaporan yang 

merupakan sarana pengawasan, tidak cukup memuat apa 

yang salah, tetapi juga sebab-sebab atau faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta saran-saran pemecahannya. 

j. Mengembangkan was secara pribadi 

Sistem pengawasan hendaknya memungkinkan pengawasan 

secara pribadi dari pipinan terhadap bawahan mereka. Ini 

sangat perlu sekali dalam pengawasan terhadap bawahan 

langsung. 

k. Memperhatikan faktor manusia 

Walaupun prinsip pengawasan bukanlah mencari siapa yang 

salah, akan tetapi pada umumnya orang tidak begitu suka 

diawasi. Disamping itu juga perlu diperhatikan, bahwa orang 

tidak begitu senang bila harus menghadapi pemeriksa yang 

diketahui kedudukannya lebih rendah.  

Adapun definisi pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 

2021: 22) adalah: 

1) sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintah adalah 

usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggara 



281 
 

 

 

pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. 

2) Sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintah adalah 

usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin  penyelenggara pemerintahan daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Jenis-jenis pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 

2021: 23) adalah: 

1) Pengawasan Internal, terdiri dari: 

a. pengawasan melekat; dan 

b. pengawasan fungsional: 

i. BPKP; 

ii. Irjen; 

iii. Inspektorat Provinsi; dan 

iv. Inspektorat Kabupaten/Kota.  

2) Pengawasan Eksternal, terdiri dari: 

a. pengawasan legislatif; 

b. pengawasan masyarakat; dan 

c. pengawasan hukum. 

Klasifikasi pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 

24) terdiri dari: 

a. menurut sifatnya terdiri dari: 

    i.   pengawasan internal; dan 

    ii.  pengawasan eksternal. 

b. menurut cara pelaksanaan terdiri dari: 

    i.   pengawasan preventif; dan 

    ii.  pengawasan represif. 

c. menurut tehnisnya terdiri dari: 

    i.   pengawasan langsung; dan 

    ii.  pengawasan tidak langsung. 
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Adapun Aparatur Pengawas Internal Pemerintah/APIP (Inspektorat 

Provinsi Sumatera Utara, 2021: 25) adalah: 

1) Inspektorat Jenderal Departemen; 

2) BPKP; 

3) Inspektorat Provinsi; dan 

4) Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

(Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 26) adalah: 

• BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

• Pemeriksaan terdiri dari: 

- pemeriksaan keuangan; 

- pemeriksaan kinerja; dan 

- pemeriksaan tujuan tertentu. 

• Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka 

memberikan opini. 

Pengawasan APIP (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 27) 

dilakukan melalui: 

• reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk lainnya; 

• pengawasan umum meliputi pembagian urusan pemerintah, 

kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, pelayanan publik, 

kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDH, DPRD dan bentuk 

pengawasan lainnya; dan 

• pengawasan tehnis dilakukan terhadap tehnis pelaksanaan 

urusan pemerintah lainnya yang diserahkan ke Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Tahapan pengawasan oleh APIP (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 28) adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan dokumen  perencanaan dan penganggaran 
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daerah; 

2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah 

daerah; 

3) Pelaksanaan program strategis nasional; 

4) Berakhirnya masa jabatan KDH; dan 

5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu. 

Adapun Tahapan Pemeriksaan (Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, 2021: 29) adalah sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan peraturan; 

2) Mempelajari peraturan; 

3) Menilai/mengevaluasi pelaksanaan dan membandingkan 

dengan peraturan; 

4) Membicarakan dengan Auditee tentang penyimpangan yang 

terjadi; 

5) Menentukan sebab terjadinya penyimpangan; dan 

6) Menyusun laporan. 

Sedangkan Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Provinsi 

(Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 29) adalah sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota sebagai Gubernur selaku Wakil 

Pemerintah Pusat sebagai Perangkat Inspektorat Provinsi; 

dan 

2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi. 

20. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provsu) telah 

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 
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Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 

Anggaran 2020 (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 1). Kedudukan 

BPK RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 3) adalah sebagai 

berikut: 

 

Adapun Tugas BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 4) adalah 

sebagai berikut: 
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Sedangkan Jenis Pemeriksaan BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 

2021: 5) adalah sebagai berikut: 
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LHP Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI (BPK RI 

Perwakilan Provsu, 2021: 6) adalah sebagai berikut: 

 

Ragam Opini BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 7) adalah 

sebagai berikut: 

➢ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified 

opinion 

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, 

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

➢ Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified 

opinion 

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut 



287 
 

 

 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan 

dengan yang dikecualikan. 

➢ Opini Tidak Wajar atau adversed opinion 

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

➢ Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 

atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas 

laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup 

untuk membuat suatu opini. 

Tahapan Pemeriksaan BPK RI BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 8) 

adalah sebagai berikut: 
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Permasalahan signifikan dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangan BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 9-21) adalah 

sebagai berikut: 
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- Permasalahan Piutang Pendapatan: 

o Piutang PBB: 

o Kelemahan Aplikasi; 

o Kelemahan dalam Pendataan, Verifikasi dan Validasi 

o Kelemahan SDM.   

o Things To Do: 

o Perbaiki kelemahan aplikasi; 

o Verifikasi dan Validasi secara terstruktur dan bertahap; 

o Pengelolaan kualitas dan kuantitas SDM.  

- Permasalahan Persediaan: 

o Permasalahan: 

o Stock Opname tidak dilakukan; 

o Pencatatan keluar masuk persediaan tidak tertib; 

o Penatausahaan persediaan kedaluarsa tidak memadai; 

o Penyerahan persediaan ke masyarakat (hibah) tidak 

disertai BAST; 

o Penerimaan persediaan dari hibah tidak disertai BAST 

yang lengkap dengan nilai barang. 
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o Things To Do: 

o Lakukan Stock Opname secara tertib dan berkala; 

o Kartu Persediaan harus selalu diisi dengan data yang 

update; 

o Susun strategi untuk memitigasi risiko barang 

kedaluarsa antara lain dengan mekanisme retur 

barang; 

o Susun BAST dengan tertib waktu dan lengkap. 

- Permasalahan Tanah: 

o Belum Bersertifikat: 

o Masih berproses di BPN; 

o Proses Pengukuran Tanah; 

o Belum diajukan oleh Entitas. 

o Bersengketa/Dikuasai Pihak Lain: 

o Masih berproses di BPN; 

o Proses Pengukuran Tanah; 

o Belum diajukan oleh Entitas. 

o Luas Tanah Tidak Diketahui/Diragukan: 

o Belum dilakukan pengukuran. 

o Letak/Posisi/Keberadaan Tanah Diragukan: 

o Entitas tidak mengetahui posisi atau letak tanah; 

o Entitas tidak mengetahui batas-batas tanah. 

- Permasalahan Peralatan dan Mesin: 

o Hilang; 

o Dikuasai Pihak yang Tidak Berhak; 

o Tidak diketahui keberadaannya; 

o Belum diberikan nomor inventaris; dan 

o Kondisi riil berbeda dengan status di Kartu Inventaris 

Barang. 
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- Permasalahan Gedung dan Bangunan: 

o Keberadaan: 

o Aset sudah dihancurkan masih tercatat di KIB; dan 

o Aset renovasi dicatat sebagai asset terpisah. 

o Kelengkapan: 

o Aset belum tercatat; dan 

o Renovasi yang menambah masa manfaat belum dicatat 

sebagai kapitalisasi. 

o Penyajian: 

o Kondisi riil bangunan tidak sesuai status dalam KIB; 

dan 

o Luas bangunan belum sesuai kondisi riil. 

- Permasalahan Jalan, Irigasi, Jaringan: 

o Kapitalisasi aset dicatat sebagai aset terpisah dari aset 

induk; 

o Jumlah aset jalan berbeda dengan jumlah aset tanah di 

bawah jalan; 

o Alamat aset jalan tidak diketahui keberadaannya; dan 

o Data drainase tidak dapat ditelusuri. 

- Permasalahan Pemanfaatan Aset: 

o Belum memberikan keuntungan yang maksimal kepada 

Pemerintah Daerah: 

o Tarif kontribusi pada bot/bgs/bsg belum 

mempertimbangkan time value of money; 

o Tarif sewa aset masih menggunakan NJOP dan belum 

mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 

Tahun 2016; dan 

o Pendataan atas aset, terutama tanah, belum optimal 

sehingga terdapat aset yang dimanfaatkan pihak 

ketiga tetapi tidak ada perjanjian sewa atas 
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penggunaan aset tersebut. 

- Permasalahan Pendapatan: 

o Pajak: 

o Potensi kekurangan penerimaan pajak: 

o Pembayaran Pajak tidak sesuai Laporan Keuangan 

WP atau kondisi senyatanya; 

o WP tidak membayar pajak; dan 

o Pelaku usaha belum terdaftar sebagai WP. 

o Retribusi: 

o Potensi kekurangan penerimaan retribusi: 

o Perhitungan ukuran bangunan tidak sesuai IMB 

yang diterbitkan; 

o Potensi retribusi IMB yang belum dapat 

direalisasikan; dan 

o Pelaku usaha belum terdaftar sebagai WR. 

- Permasalahan Belanja: 

o Kekurangan volume pekerjaan. 

o Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.  

o Kekurangan kualitas pekerjaan. 

o Hasil pengujian laboratorium menyatakan bahwa 

kualitas pekerjaan dibawah ketentuan dalam kontrak. 

o Belanja fiktif. 

o Pengujian fisik atas hasil pekerjaan menunjukkan 

bahwa barang tidak ditemukan; dan 

o SPJ proforma. 

o Pemahalan harga. 

o Persekongkolan antara penyedia dengan panitia lelang 

terkait penunjukan pemenang lelang; 

o Mark up harga; dan 

o Kick back atau penyerahan sejumlah uang tertentu dari 
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pemenang lelang kepada pemilik pekerjaan atau panitia 

lelang. 

- Permasalahan Pengelolaan Dana BOS: 

 

Perkembangan Opini Hasil Pemeriksaan terhadap Pemerintah 

Daerah di Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provsu, 

2021: 22-23) adalah sebagai berikut: 
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Adapun Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan (BPK RI Perwakilan 

Provsu, 2021: 24) adalah sebagai berikut:  
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Secara umum, berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Publik 

(FGD) “Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi” yang diselenggarakan di Kota 

Medan, Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Kota Sibolga, dan 

Kota Gunungsitoli pada bulan Juni 2021 dan Juli 2021 serta bulan 

Oktober 2021, dan dilanjutkan dengan Rapat Asistensi 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota 

yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera 

Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, yang 

permasalahan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada belum optimalnya 

Perangkat Daerah terkait dalam melakukan perencaan dan promosi 

dan keterbatasan sumber daya aparatur khususnya dalam sistem 

digitalisasi, serta transparansi, akuntabilitas dan parsitipatif dalam 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera 

Utara. Indikator belum optimalnya internal Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi diantaranya masih adanya beberapa Daerah 

di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki rencana 

umum penanaman modal, walaupun dalam hal lain ada prestasi 

administratif yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan 

memperoleh peningkatan investasi termasuk pada saat Pandemik 

Covid 19 saat ini. 
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D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek 

Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek 

Beban Keuangan Negara. 

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan mampu 

menciptakan sistem Penanaman Modal yang sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang efektif, efisien, 

dan transparan. Hal tersebut sejalan dengan Strategi, Arah 

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara (RPJMD Provsu, 2019: VI-9), dalam: 

Misi  :  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam 

politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan 

dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan 

terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang 

berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial 

yang kuat dan harmonis. 

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang 

bermartabat dalam politik. 

Sasaran : 1.  Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik; 

  2. Meningkatnya politik yang beretika; dan 

  3. Meningkatnya masyarakat yang berwawasan 

kebangsaan. 

Strategi : 1.  Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, 

dilakukan dengan: 

  1)  Meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas 

kinerja dan pengelolaan keuangan daerah; dan  
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  2)  Peningkatan    koordinasi   lintas    perangkat    

daerah    di wilayah Provinsi provinsi. 

 2. Meningkatnya politik yang beretika, dilakukan 

dengan: Penigkatan upaya pre-emtif, preventif, dan 

represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan 

Pelaksananya. 

 3.  Meningkatnya masyarakat yang berwawasan 

kebangsaan, dengan melakukan: Peningkatan 

sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

Implikasi yang dapat timbul dari pembentukan Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

adalah pada aspek keuangan dalam urusan pemerintahan. 

Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam 

Perda ini mengatur mengenai penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di bidang Penanaman Modal secara terintegrasi. 

Dalam hal lain, pengaturan mengenai penambahan jumlah laporan 

investasi dan pemberlakuan OSS berbasis digital berdampak pada 

aspek sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang 

tersebut. 
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BAB III  

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Diantara aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah 

dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga 

dalam pembentukan Perda, pembentukan Perda harus didasarkan 

pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri 

dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan kewenangan kepada Pemda untuk membentuk 

peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: 

Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, 

hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan 

hal tersebut maka berdasarkan ketentuan ini, Pemda diberi 

kewenangan untuk membentuk Perda, yaitu peratutan di tingkat 

lokal yang dalam proses pembentukannya dilakukan secara 

bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala 

Daerah. Dalam hal lain, alasan Pemda untuk membentuk Perda 

juga dapat karena adanya delegasi dari peraturan perundang-

undangan yang ada diatasnya, atau perintah untuk membentuk 

Perda, dengan perintah pendelegasian tersebut telah disebutkan 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan diatasnya. 
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Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dengan 

bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat menggunakan asas 

desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pemda dalam 

menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas 

desentralisasi dan tugas pembantuan (Rozali Abdullah, 2005: 27). 

Demikian halnya pengaturan mengenai otonomi daerah di 

Indonesia yang dalam tataran konstitusi telah mengamanatkan 

dengan rinci bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang 

menganut sistem otonomi daerah. Dalam konteks otonomi, asas 

yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas desentralisasi dan 

tugas pembantuan, sedangkan untuk asas sentralisasi tidak 

mendapat tempat. Menurut sebagian pihak, hal tersebut adalah 

bukti bahwa Indonesia menganut sistem otonomi yang seluas-

luasnya. 

Dengan diakomodirnya sistem desentralisasi dalam 

ketatanegaraan Indonesia, maka segala urusan pemerintahan tidak 

mutlak menjadi urusan Pemerintah Pusat namun disebar antar 

seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi. Bahkan, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenjang pemerintahan telah 

sampai ke tingkat desa.  

Dalam hal pembagian kewenangan antar Pemerintah (Pusat) 

dengan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah. Adapun urusan pemerintahan absolut 

(mutlak) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi: 

a. politik luar negeri;  

b. pertahanan;  

c. keamanan;   
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d. yustisi;  

e. moneter dan fiskal nasional; dan  

f. agama. 

Selain keenam bidang urusan yang menjadi kewenangan 

absolut pemerintah pusat di atas, Pemerintah Pusat dan Pemda 

memiliki kewenangan masing-masing. Pelaksanaan urusan 

pemerintahan tersebut dibagi berdasarkan kewenangan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain 

urusan di atas, terdapat urusan pemerintahan konkuren. Urusan 

pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah 

Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan 

Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang 

terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

terkait Pelayanan Dasar. Dengan demikian, untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus 

mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu 

memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di 

Daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud, 

merupakan pedoman bagi Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera 

Utara dalam melakukan harmonisasi secara vertikal dan horizontal, 

serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, 

termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku diantaranya Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Peraturan Perundang-

undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan 
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dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan 

Daerah yang baru. 

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di 

atas, terdapat korelasi antara peraturan perundang-undangan yang 

satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu 

dalam rangka untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber 

keuangan agar Daerah dimaksud mampu memberikan pelayanan 

dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Prinsip tersebut 

sesuai dengan hakikat Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penerapan prinsip 

tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas 

tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Oleh karena basis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi hadir bersamaan dengan kewenangan dan urusan 

pemerintahan yang harus di urus oleh Pemerintah Daerah maka 

secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi 

acuan utama yang mengatur secara umum Penanaman Modal yang 

ada termasuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di 

Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 

278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian secara 

khusus lebih lanjut mendelegasikan pengaturannya dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20l9 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sebagai peraturan 
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pokok dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.  

Meskipun demikian, Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi tetap mengacu pada asas Penanaman Modal yaitu 

kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang 

sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi 

berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; 

dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal dibentuk atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan dalam 

Penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, yaitu: 

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai 

apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman 

modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi 

antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi 

yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya 

ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif 

di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan 

perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi 

penanaman modal akan membaik secara signifikan. 

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang 

Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan 

iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang 

tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, 

antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, 

kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, 
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perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta 

keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi 

kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai 

pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan 

perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman 

modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, 

penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang 

mengatur tentang penyelesaian sengketa. 

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman 

modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga 

memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka 

penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan 

agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi 

Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan 

antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi 

dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi 

daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau 

lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih 

diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi 

daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan 

penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, 

peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur 

dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal 

dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip 

demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan 
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penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang 

usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, 

termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan 

bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam 

memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini 

sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan 

yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan 

terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa 

pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan 

penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain 

pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi 

Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal 

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi 

Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan 

tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, 

meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam 

modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran 

penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan 

pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap 

memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan 

ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok 

masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi 

kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance). Fasilitas penanaman modal diberikan dengan 

mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi 

keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas 

yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas 
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penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail 

terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, 

dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian 

fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya 

mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan 

ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan 

insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang 

menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi 

dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal 

di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas 

yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal tersebut, 

Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah 

untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai 

perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk 

mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar 

peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan 

jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah 

tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar 

internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya 

tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus 

yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. 

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset 

dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap 

memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan 

kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. 

Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan 

Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan 

pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.  
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Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur 

secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas 

kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola 

perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi 

budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal 

diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, 

memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan 

kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam 

modal terhadap peraturan perundang-undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah, mengatur mengenai pembagian urusan antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, termasuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. 
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Secara khusus pengaturan Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi diatur berdasarkan Pasal 278 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan: 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk 

mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, 

penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif 

dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang 

diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20l9 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibentuk atas dasar 

perintah dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tetang Pemerintahan Daerah 

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

dibentuk, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 

mengacu pada Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 

Penanaman Modal di Daerah, yang kemudian Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah 

tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Eksistensi Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 adalah upaya penyempurnaan 

atas beberapa kekurangan dan kelemahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2008. Secara umum pembaharuan yang dapat 

ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 
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meliputi: ketentuan umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab investor, kriteria pemberian 

insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif 

dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang 

memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian 

insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu pemberian 

insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, evaluasi dan 

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup. 
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BAB IV  

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I BAB IV 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum 

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia 

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Filosofi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud terkait dan tidak dapat 

terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. 

Pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yang antara lain 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 tentu membutuhkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat 

tercapai dengan baik pula. 

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud dalam konteks 

dimaksud diantaranya adalah tata kelola penanaman modal, 

khususnya dalam kemudahan investasi yang secara mutatis 
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mutandis terkait kewenangan dan kesejahteraan Daerah. 

Penanaman Modal harus dikelola oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah selaku pemegang kuasa dalam kemudahan 

investasi sesuai asas dan prinsip Penanaman Modal, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019.  

Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

dimaksud juga tidak hanya sebatas untuk melimpahkan wewenang 

dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, 

namun yang jauh lebih penting adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Penanaman 

Modal dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat di Daerah. Penanaman Modal yang terkelola 

dengan baik diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas 

dan hasil Pendapatan Daerah, serta mampu meningkatkan usaha-

usaha pembangunan di Daerah. 

Indikator perkembangan kesejahteraan rakyat sebagaimana 

diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (Ali Said dan Lestyowati, 

2015: 61-135), antara lain terletak pada aspek kependudukan, 

kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola 

konsumsi, perumahan dan lingkungan, tingkat kemiskinan, dan 

aspek sosial lainnya. Pencapaian sejumlah indikator tersebut tentu 

membutuhkan sumber daya keuangan yang optimal. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka pengaturan Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi harus berbasis pada upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat di Daerah. 

Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

dimaksud juga seiring dengan upaya membangun sistem 
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pendayagunaan sumber daya Penanaman Modal yang berintegritas. 

Terbangunnya sistem Penanaman Modal yang baik dan 

dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi yang diharapkan 

dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang bebas korupsi. 

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, 

mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta 

masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, perlu 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah 

Daerah. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sehingga 

perlu dicabut. 

B. Landasan Sosiologis 

Dalam sistem kenegaraan Indonesia yang kompleks, sistem 

pengelolaan Penanaman Modal adalah sub sistem yang memiliki 

interaksi kelembagaan paling kecil namun menentukan dalam 

seluruh rangkaian proses kelembagaan yang berlangsung di 

seluruh sistem kenegaraan tersebut. Sistem Penanaman Modal 

merupakan determinan dari terselenggaranya sistem-sistem 

tersebut sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi termasuk dalam lingkup 

perencanaan yang kewenangan pengelolaannya ada pada 

Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan Aset Daerah. 

Reformasi pengelolaan Penanaman Modal di Indonesia sejak 

era otonomi daerah telah bergerak sangat cepat. Praktik new public 

management (NPM) telah memunculkan berbagai inovasi dalam 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Berbagai produk 
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hukum pengelolaan Penanaman Modal terkait perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Penanaman Modal juga 

telah ditetapkan bahkan frekuensi perubahannya cukup tinggi. 

Kedua hal tersebut merupakan jawaban terhadap peningkatan 

tuntutan akuntabilitas pengelolaan Penanaman Modal.  

Sebagai payung hukum bagi pengelolaan Penanaman Modal di 

Daerah maka Daerah diamanatkan untuk membuat Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. 

Namun frekuensi perubahan aturan yang tinggi pada tingkat 

Pemerintah Pusat menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya 

dalam banyak pengaturan tidak lagi sinkron dengan petunjuk 

pengelolaan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi terbaru yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

Ketidakjelasan payung hukum telah menjadi kendala bagi 

Pemerintah Daerah dalam mengelola Penanaman Modal khususnya 

dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.  

C. Landasan Yuridis 

Negara hukum merupakan negara yang dalam 

penyelenggaraan negarannya berdasarkan pada hukum. Pasal 3 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dinyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada 

hakikatnya negara hukum menjadikan hukum sebagai ruh dari 

setiap tindakan. Filosofi dari terbentuknya negara hukum berawal 

dari keresahan tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar 

manusia termasuk pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian 

terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Hal 

tersebut kemudian menjadi dasar bahwa hukum diperlukan dalam 

penyelenggaraan negara. Selain untuk menjamin kepastian dalam 

penyelenggaraan negara, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk 
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melindungi hak-hak dasar manusia termasuk dalam pengelolaan 

sumber daya alam yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.  

Sebagai Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan 

penyelenggara Negara dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang 

bersumber dari hukum (peraturan perundang-undangan). Diantara 

aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan 

yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam 

pembentukan Perda, pembentukan Perda harus didasarkan pada 

lingkup kewenangan. Secara teoretis, cara memperoleh 

kewenangan melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 

Secara atribusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah Daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah 

dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadikan 

dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk membuat dan 

menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Peraturan daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang 

memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya 

berlaku pada daerah tempat dibentuknya. Peraturan daerah 

merupakan solusi dalam menghadapi stagnasi pembangunan 

daerah, dalam rangka penyelenggaraan negara maupun 

mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun 
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permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan 

peraturan daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dinyatakan: Peraturan Daerah Provinsi adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang bentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama 

Gubernur. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud merupakan 

implementasi dari peraturan perundang-undangan diatasnya 

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.  

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinyatakan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan 

urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut 

sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah Urusan 

Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan 

konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan 

Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. 
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Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah tersebut, dinyatakan: Urusan pemerintahan 

konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah 

provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib 

dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan demikian, untuk 

menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 

Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut 

mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di 

Daerahnya. 

Pada prinsipnya, Penanaman Modal dan Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu 

dalam rangka untuk menjalankan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber 

keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan 

kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Prinsip tersebut sejalan 

dengan hakikat pengelolaan Penanaman Modal yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal, 

bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari 

penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai 

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, 

serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem 

perekonomian yang berdaya saing. 
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Berdasarkan uraian di atas, untuk melaksanakan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka 

perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Inevstasi di Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Penanaman Modal merupakan bagian aspek penting dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi bahkan bisa menjadi faktor penentu 

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karenanya, 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu dikelola dengan 

menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih 

(good governance and clean government). Untuk mewujudkan 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang baik dan bersih 

maka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu dilakukan 

secara efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal 

tersebut wajib diimplementasikan dalam Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi yang baik dan bersih sebagai kunci 

terwujudnya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih 

pula (good governance and clean government). 

Regulasi mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi ternyata mengalami perkembangan. Dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

di Daerah, berimplikasi pada keharusan Pemerintah Daerah 

melakukan penyesuaian dengan materi muatan peraturan terbaru 

tersebut. Dengan demikian, sasaran utama dari pembentukan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi adalah melakukan penyesuaian 

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. 

Berdasarkan kajian teoretis dan pendekatan yuridis serta 

pengamatan empiris maka arah dan jangkauan pengaturan dalam 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi yang akan disusun dimaksud harus 

menyesuaikan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Lebih lanjut, sebagai 

implementasi dari perintah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, telah ditentukan jangka waktu 

dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Investasi di Daerah, wajib menyesuaikan paling  

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini 

diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut. 

Adapun arah dan jangkauan pengaturan tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud meliputi: ketentuan 

umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab investor, kriteria pemberian insentif dan/atau 

pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif dan kemudahan 

investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh 

insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif 

dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu pemberian insentif 

dan/atau pemberian kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, 

pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup. 
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B. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Adapun ruang lingkup materi muatan pembentukan 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi dimaksud, terdiri dari 12 (duabelas) BAB dengan 25 

(duapuluh lima) Pasal, dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  KETENTUAN UMUM 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1 dengan                 

47 (empatpuluh tujuh) angka. 

BAB II :  PRINSIP 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2 tanpa ayat.   

BAB III :  MAKSUD DAN TUJUAN 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 3 dengan 2 (dua) 

ayat. 

BAB IV :  HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB 

INVESTOR 

  Terdiri dari: 4 (empat) Pasal, yaitu: Pasal 4 dengan 

tanpa ayat; Pasal 5 dengan tanpa ayat; Pasal 6 dengan 

tanpa ayat; dan Pasal 7 dengan tanpa ayat. 

BAB V :  KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU 

PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 8 dengan tanpa 

ayat. 

BAB VI :  BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI 

  Terdiri dari: 2 (dua) Pasal, yaitu: Pasal 9 dengan 2 (dua) 

ayat, dan Pasal 10 dengan 2 (dua) ayat. 

BAB VII :  JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG 

MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 11 dengan           

2 (dua) ayat. 
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BAB VIII :  JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG 

MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN 

  Terdiri dari: 6 (enam) Pasal, yaitu: Pasal 12 dengan 

tanpa ayat; Pasal 13 dengan 3 (tiga) ayat; Pasal 14 

dengan 2 (dua) ayat; Pasal 15 dengan 3 (tiga) ayat; Pasal 

16 dengan tanpa ayat; dan Pasal 17 dengan 2 (dua) 

ayat. 

BAB IX :  JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU 

PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI 

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 18 dengan tanpa 

ayat. 

BAB X :  EVALUASI DAN PELAPORAN 

  Terdiri dari: 3 (tiga) Pasal, yaitu: Pasal 19 dengan 3 (tiga) 

ayat; Pasal 20 dengan tanpa ayat; dan Pasal 21 dengan 

tanpa ayat. 

BAB XI :  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

  Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 22 dengan            

5 (lima) ayat. 

BAB XII :  KETENTUAN PENUTUP 

  Terdiri dari: 3 (tiga) Pasal, yaitu: Pasal 23 dengan tanpa 

ayat; Pasal 24 dengan tanpa ayat; dan Pasal 25 dengan 

tanpa ayat. 

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Penegasan kajian teoretis Naskah Akademik pada Peraturan 

Daerah ini juga dipandang penting mengingat bahwa sebagai 

bagian peraturan dalam penguatan Negara Kesejahteraan dan 

sistem pemerintahan daerah khususnya dalam Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Implementasi 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan 

kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan 

bernegara dengan melaksanakan prinsip-prinsip 

kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and 

clean government). 

2. Pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki 

urgensi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan 

bersih dan perlunya mewujudkan perencanaan serta 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang harus 

dilaksakanan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

Kemudian, Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara 

yang ada saat ini belum mampu menjawab perkembangan 

yang ada sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan 

peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi 

tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 
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Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, antara 

lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta 

Kerja dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal                              

4 Nopember 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah,dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2019. 

3. Dasar pertimbangan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi adalah secara filosofis, pencapaian 

tujuan Pemerintah Negara Indonesia antara lain:... melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan dalam 

mewujudkan terbangunnya sistem Penanaman Modal yang 

baik khususnya melalui kegiatan pelaksanaan Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dan dikolaborasikan 

dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mendukung 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang good 
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governance. Kemudian, secara sosiologis, dengan berjalannya 

sistem Penanaman Modal yang ada di Provinsi Sumatera Utara 

sesuai dengan peraturan yang selama ini berlaku, pada 

dasarnya telah mampu mewujudkan pola Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi hingga tahap evaluasi dan 

pelaporan dengan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa 

hal yang masih saja overlapping (tumpang tindih) sehingga 

dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan upaya untuk 

mengefektifkan sistem Penanaman Modal tersebut. 

Selanjutnya, secara yuridis, seperti yang sudah dikemukakan 

di atas, perlu penyesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 20l9 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah. 

4. Adapun sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 

muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Investasi adalah bahwa keberadaan Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi bagi Provinsi Sumatera Utara dirasa sangat penting, 

maka dalam pembentukannya pun tetap harus mengacu pada 

kaidah, pedoman dan tatanan yang sudah ditetapkan. Karena 

itu, secara garis besar, arah dan jangkauan pengaturan dalam 

peraturan daerah ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

ketentuan umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab investor, kriteria pemberian 

insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk 

insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan 

investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata 
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cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, 

jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian 

kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan 

pengawasan, serta ketentuan penutup. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan di atas, berikut 

dikemukakan beberapa saran: 

1. Menjadikan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini sebagai 

bahan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi. 

2. Memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian 

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ke dalam Program 

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2022. 

3. Perlu melakukan dengar pendapat umum atau uji publik 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang 

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 

4. Perlu dilakukan inventarisasi produk hukum daerah pada 

Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

khusus terkait Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 

Investasi sebagai bahan dalam melakukan harmonisasi dan 

sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif 

dan/atau Kemudahan Investasi di Wilayah Provinsi Sumatera 

Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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